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WALIKOTA AMBON 
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON 
NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN TEICNIS AUDIT KINERJA 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan 
Peraturan Walikota tentang Pedoman Teknis Audit Kineija 
di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang 
Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 
tentang Pembentukan Daerah Daerah Swatantra 
Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Maluku 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 
Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan 
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 
2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi 
Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian 
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. 
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
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WALIKOTA AMBON,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlumenetapkan
PeraturanWalikota tentang Pedoman Teknis Audit Kinerja
di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon,

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957
tentang Pembentukan Daerah Daerah Swatantra
Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Maluku
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957
Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1645):
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease
2019 (Covid-19) dan/atau dalam RangkaMenghadapi
Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6485),
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400),
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir 
dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 
II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3137);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesa Tahun 2007, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4738);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4890);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 
2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 
2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 1781);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679),
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292): ,

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang
Perubahan BatasWilayah Kotamadya Daerah Tingkat
II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3137),
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara

RepublikIndonesia Nomor 4614),
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesa Tahun 2007, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4738), |

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4890),
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041):
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322):
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun
2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun
2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
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2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomar 1781):



Menetapkan

14. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2009 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon 
Tahun 2017 Nomor 4);

15. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon 
Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Ambon Nomor 321); sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota 
Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon 
(Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 383);

16. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 25 Tahun 2017 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kota Ambon Tahun 2017 - 2022 (Lembaran 
Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 25);

17. Keputusan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah 
Indonesia Nomor KEP-OOS/AAIPI/DPN/2014 tanggal 
24 April 2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Intern 
Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern 
Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat 
Auditor Intern Pemerintah Indonesia;

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS 
AUDIT KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA 
AMBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah.

5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Ambon.
6. Inspektur adalah Inspektur Kota Ambon.
7. Inspektur Pembantu Wilayah adalah Inspektur 

Pembantu Wilayah pada Inspektorat Kota Ambon.

Menetapkan
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15.

16.

17.

Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1

Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota

AmbonTahun 2017 Nomor 4): .

Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon
Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Ambon Nomor 321): sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon
(Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 383),
Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 25 Tahun 2017
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Ambon Tahun 2017 - 2022 (Lembaran
Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 25),
Keputusan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah
Indonesia Nomor KEP-OOS/AAIPI /DPN/2014 tanggal
24 April 2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Intern
Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern
Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat
Auditor Intern Pemerintah Indonesia:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS
AUDIT KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
AMBON.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam PeraturanWalikota ini, yang dimaksud dengan:
1.
2.

AD
A

Daerah adalah Kota Ambon.
Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.
Walikota adalahWalikota Ambon.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

3.

Inspektorat adalah Inspektorat Kota Ambon.
Inspektur adalah Inspektur Kota Ambon.
Inspektur Pembantu Wilayah adalah Inspektur
Pembantu Wilayah pada Inspektorat Kota Ambon.



8 . Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang 
selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat 
Jenderal Kementerian, unit pengawasan lembaga 
pemerintah non kementerian, Inspektorat Daerah 
Provinsi, dan Inspektorat Daerah Kota.

9. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di 
Daerah yang selanjutnya disingkat P2UPD adalah 
Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, 
tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh 
oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan 
kegiatan pemeriksaan atas penyelenggaraan teknis 
urusan pemerintahan di Daerah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan.

10. Auditor adalah jabatan yang mempunj^ai ruang 
lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk 
melakukan pengawasan intern pada instansi 
pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang 
didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai 
dengan peraturan perundang- undangan, yang 
diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan 
kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat 
yang berwenang.

11. Pemeriksaan/Audit adalah proses identifikasi 
masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan 
secara independen, obyektif dan profesional 
berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, 
kecermatan, kredibilitas, ef'ektivitas, efisiensi, dan 
keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi 
Instansi Pemerintah.

12. Audit Kineija adalah audit atas pengelolaan keuangan 
negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi 
Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, 
efisiensi, dan efektivitas.

13. Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan 
kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai 
dengan kedudukan dan kewenangannya, yang 
meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, 
dan pertanggungjawaban.

14. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah 
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi 
program dan kegiatan Perangkat Daerah yang berisi 
rencana pendapatan, rencana belanja program dan 
kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan 
sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah.

15. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah Perubahan yang selanjutnya disingkat RKA- 
SKPD Perubahan adalah dokumen perencanaan dan 
penganggaran yang berisi perubahan rencana 
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan 
Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai 
dasar penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah.

“.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang
selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat
Jenderal Kementerian, unit pengawasan lembaga
pemerintah non kementerian, Inspektorat Daerah
Provinsi, dan Inspektorat Daerah Kota.
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di
Daerah yang selanjutnya disingkat P2UPD adalah
Pegawai Negeri Sipil. yang diberi tugas,
tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh
oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan
kegiatan pemeriksaan atas penyelenggaraan teknis
urusan pemerintahan di Daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang
lingkup, tugas, tanggung jawab, danwewenang untuk
melakukan pengawasan intern pada instansi
pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang
didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai
dengan peraturan perundang- undangan, yang
diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan
kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat
yang berwenang.
Pemeriksaan/Audit adalah proses identifikasi
masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan
secara independen, obyektif dan profesional
berdasarkan standar audit, untukmenilai kebenaran,
kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan
keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi
Instansi Pemerintah.
Audit Kinerja adalah audit atas pengelolaan keuangan
negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi
Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan,
efisiensi, dan efektivitas.
Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan
kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai
dengan kedudukan dan kewenangannya, yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,
dan pertanggungjawaban. |

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
program dan kegiatan Perangkat Daerah yang berisi

8.

9,

rencana pendapatan, rencana belanja program dan
kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan
sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.
.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah Perubahan yang selanjutnya disingkat RKA-
SKPD Perubahan adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi perubahan rencana
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan
Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai
dasar penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah.



16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana 
keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang 
selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana 
keuangan tahunan pemerintahan negara yang 
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

18. Program Keija Pengawasan Tahunan yang 
selanjutnya disingkat PKPT adalah rencana keija 
kegiatan pengawasan tahunan yang meliputi jenis 
kegiatan pengawasan, obyek pengawasan, dan jadwal 
pengawasan.

19. Input adalah sumber daya dalam bentuk dana, 
sumber daya manusia (SDM), peralatan, dan material 
yang digunakan untuk menghasilkan output.

20. Output adalah barang-barang yang diproduksi, jasa 
yang diserahkan/diberikan, atau hasil-hasil lain dari 
proses atas input.

21. Proses adalah kegiatan-kegiatan operasional yang 
menggunakan input untuk menghasilkan output.

22. Outcome adalah tujuan atau sasaran yang akan 
dicapai melalui output.

23. Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan 
target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara 
membandingkan keluaran (output) dengan hasil 
(outcame).

24. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang 
maksimum dengan masukan tertentu atau 
penggunaan masukan terendah untuk mencapai 
keluaran tertentu.

25. Ekonomis merupakan perolehan masukan dengan 
kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga 
yang terendah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota im adalah 
sebagai pedoman teknis bagi APIP pada Inspektorat agar 
memiliki kesamaan persepsi dan keseragaman metodologi 
sesuai standar audit dalam melaksanakan Audit Kineija.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, adalah 
untuk:
a. menilai pelaksanaan program dan kegiatan perangkat 

daerah yang bersumber dari. APBD sehingga dapat 
memberikan rekomendasi bagi pencapaian kineija
program dan kegiatan Perangkat Daerah yang efisien,
efektif dan ekonomis secara berkesinambungan untuk 
peningkatan kineija dan penguatan tata kelola 
Perangkat Daerah; dan

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang
selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan negara yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
Program Kerja Pengawasan Tahunan yang
selanjutnya disingkat PKPT adalah rencana kerja
kegiatan pengawasan tahunan yang meliputi jenis
kegiatan pengawasan, obyek pengawasan, dan jadwal
pengawasan.
Input adalah sumber daya dalam bentuk dana,
sumber dayamanusia (SDM), peralatan, dan material
yang digunakan untukmenghasilkan output.
Output adalah barang-barang yang diproduksi, jasa
yang diserahkan/diberikan, atau hasil-hasil lain dari
proses atas input.
Proses adalah kegiatan-kegiatan operasional yang
menggunakan input untukmenghasilkan output.
Outcome adalah tujuan atau sasaran yang akandicapai melalui output.
Efektifmerupakan pencapaian hasil program dengan
target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara
membandingkan keluaran (output) dengan hasil
foutcame).
Efisien merupakan pencapaian keluaran yang
maksimum dengan masukan tertentu atau
penggunaan masukan terendah untuk mencapai
keluaran tertentu.
Ekonomis merupakan perolehan masukan dengan
kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga
yang terendah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal2
Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah
sebagai pedoman teknis bagi APIP pada Inspektorat agar
memiliki kesamaan persepsi dan keseragaman metodologi
sesuai standar audit dalam melaksanakan Audit Kinerja.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, adalah
untuk:
a. menilai pelaksanaan program dan kegiatan perangkat

daerah yang bersumber dari APBD sehingga dapat
memberikan rekomendasi bagi pencapaian kinerja
program dan kegiatan Perangkat Daerah yang efisien,
efektifdan ekonomis secara berkesinambungan untuk
peningkatan kinerja dan penguatan tata kelola
Perangkat Daerah, dan



b. pedoman teknis bagi Perangkat Daerah di lingkungan 
Pemerintah Kota Ambon dalam melaksanakan 
program dan kegiatan secara efisien, efektif dan 
ekonomis sehingga tercapai peningkatan kineija tugas 
dan fungsi serta tujuan organisasi.

BAB III
RUANG LINGKUP 

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini 
meliputi:
a. pendahuluan;
b. gam bar an umum audit kineija;
c. perencanaan audit kineija;
d. pelaksanaan audit kineija;
e. komunikasi hasil audit; dan
f. penutup.

Pasal 5

Uraian Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4, adalah sebagaimana lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
SASARAN AUDIT KINERJA 

Pasal 6

(1) . Sasaran Audit Kineija adalah menilai aspek efisiensi,
aspek efektifitas dan aspek keekonomisan program 
dan kegiatan pada setiap Perangkat Daerah yang 
diatur dalam APBD.

(2) . Guna mengefektifkan pelaksanaan Audit Kinerja
dalam suatu penugasan audit, maka sasaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi hanya 
pada salah satu program dan kegiatan yang memiliki 
tingkat risiko tinggi atau sangat tinggi (extreme).

(3) . Teknis pelaksanaan audit kineija dalam suatu
program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Inspektur.

BAB V
KEGIATAN AUDIT KINERJA 

Pasal 7

(1). Kegiatan Audit Kineija didanai dari APBD dan 
dituangkan dalam PKPT.
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b. pedoman teknis bagi Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kota Ambon dalam melaksanakan
program dan kegiatan secara efisien, efektif dan
ekonomis sehingga tercapai peningkatan kinerja tugas
dan fungsi serta tujuan organisasi.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini
meliputi :

a. pendahuluan:
b. gambaran umum audit kinerja,
C. perencanaan audit kinerja,
d. pelaksanaan audit kinerja,
e. komunikasi hasil audit: dan
f. penutup.

Pasal 5

Uraian Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4, adalah sebagaimana lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
SASARAN AUDIT KINERJA

Pasal 6

(1). Sasaran Audit Kinerja adalah menilai aspek efisiensi,
aspek efektifitas dan aspek keekonomisan program
dan kegiatan pada setiap Perangkat Daerah yang
diatur dalam APBD.

(2). Guna mengefektifkan pelaksanaan Audit Kinerja
dalam suatu penugasan audit, maka sasaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi hanya
pada salah satu program dan kegiatan yang memiliki
tingkat risiko tinggi atau sangat tinggi (extreme).

(3). Teknis pelaksanaan audit kinerja dalam suatu
|. program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Inspektur.

BAB V
KEGIATAN AUDIT KINERJA

Pasal 7

(1). Kegiatan Audit Kinerja didanai dari APBD dan
dituangkan dalam PKPT.



(2). PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun 
berdasarkan atas prinsip kesesuaian, keterpaduan, 
menghindari tumpang tindih, efisiensi dan efektivitas 
dalam penggunaan sumber daya pengawasan.

(3.) PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Paraf Koordinasi /
Sekretaris Kota / T
Asisten  I / II / III \ \
Kabag H ukum , r \

Ditetapkan di Ambon
6 September 2022 
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berdasarkan atas prinsip kesesuaian, keterpaduan,
menghindari tumpang tindih, efisiensi dan efektivitas
dalam penggunaan sumber daya pengawasan.

(3) PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (Il),
ditetapkan dengan KeputusanWalikota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
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PEDOMAN TEKNIS AUDIT KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA AM BON

A. PENDAHULUAN.

1. LATAR BELAKANG.Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP] semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan pem angku kepentingan dan tantangan zaman. APIP diharapkan menjadi agen perubahan yang m am pu mem berikan nilai tam bah (value added) pada perbaikan tata kelola (governance), manajem en risiko, penguatan pengendalian, dan optimalisasi kinerja pemerintah.Dalam rangka mencapai tujuan tersebut APIP harus memiliki strategi pengawasan yang efektif dalam melakukan perbaikan berkelanjutan di wilayah kerjanya m asing-m asing, terutam a dalam hal peningkatan kinerja pemerintah. Salah satu cara untuk m eningkatkan kinerja pem erintah tersebut dilakukan melalui Audit Kinerja.Sebagai aparat pengawasan internal pem erintah, APIP pada Inspektorat Kota Ambon dituntut meningkatkan kapabilitasnya dalam rangka meningkatkan kinerja pem erintah daerah melalui hasil-hasil pengawasan. Melalui Audit Kinerja, APIP diharapkan mampu m enilaiapakah suatu fungsi/program / kegiatan telah dilaksanakan secara efisien, efektif dan hem at yang pada akhirnya mampu memberi kontribusi bagi peningkatan aspek kinerja meliputi aspek efektif, efisien, ekonomis (3E) di organisasi perangkat daerah.
2. MAKSUD DAN TUJUAN.Maksud ditetapkannya Peraturan W alikota ini adalah guna pedom an teknis bagi APIP pada Inspektorat agar memiliki kesam aan persepsi dan keseragaman metodologi sesuai standar audit dalam rangka pelaksanaan audit yang efisien, efektif dan dengan cara yang sistematik.Tujuan ditetapkannya Peraturan W alikota ini, adalah untuk:a. m enilai pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah yang bersum ber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga dapat m em berikan rekomendasi bagi pencapaian kinerja program  dan kegiatan perangkat daerah yang efisien, efektif dan ekonom is secara berkesinam bungan untuk peningkatan kinerja dan penguatan tata kelola perangkat daerah; danb. pedoman teknis bagi perangkat daerah di Lingkungan Pem erintah Kota Ambon dalam melaksanakan program dan kegiatan secara efisien, efektif dan ekonomis sehingga tercapai peningkatan kinerja tugas dan fungsi serta tujuan organisasi.
3. RUANG LINGKUPPanduan ini m engatur tentang tata cara pelaksanaan audit kinerja mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap kom unikasi hasil audit. Panduan ini bersifat umum dan agar APIP m enyesuaikan dengan bisnis proses dari program/kegiatan yang diaudit serta m em perhatikan referensi/petunjuk lainnya.
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PEDOMAN TEKNIS AUDIT KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA AMBON

A. PENDAHULUAN.

1. LATAR BELAKANG.

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin strategis dan
bergerak mengikuti kebutuhan pemangku kepentingan dan tantangan
zaman. APIP diharapkanmenjadi agen perubahan yang mampumemberikan
nilai tambah (value added) pada perbaikan tata kelola (governance),
manajemen risiko, penguatan pengendalian, dan optimalisasi kinerja
pemerintah.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut APIP harus memiliki strategi
pengawasan yang efektif dalam melakukan perbaikan berkelanjutan di
wilayah kerjanya masing-masing, terutama dalam hal peningkatan kinerja
pemerintah. Salah satu cara untuk meningkatkan kinerja pemerintah
tersebut dilakukan melalui Audit Kinerja.

Sebagai aparat pengawasan internal pemerintah, APIP pada Inspektorat Kota
Ambon dituntutmeningkatkan kapabilitasnya dalam rangka meningkatkan
kinerja pemerintah daerah melalui hasil-hasil pengawasan. Melalui Audit
Kinerja, APIP diharapkan mampu menilaiapakah suatu fungsi/program/
kegiatan telah dilaksanakan secara efisien, efektif dan hemat yang pada
akhirnya mampu memberi kontribusi bagi peningkatan aspek kinerja
meliputi aspek efektif, efisien, ekonomis (3E) di organisasi perangkat daerah.

2. MAKSUD DAN TUJUAN.

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah guna pedoman teknis
bagi APIP pada Inspektorat agar memiliki kesamaan persepsi dan
keseragaman metodologi sesuai standar audit dalam rangka pelaksanaan
audit yang efisien, efektif dan dengan cara yang sistematik.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, adalah untuk:
a. menilai pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga
dapat memberikan rekomendasi bagi pencapaian kinerja program dan
kegiatan perangkat daerah yang efisien, efektif dan ekonomis secara
berkesinambungan untuk peningkatan kinerja dan penguatan tata kelola
perangkat daerah, dan

b. pedoman teknis bagi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota
Ambon dalam melaksanakan program dan kegiatan secara efisien, efektif
dan ekonomis sehingga tercapai peningkatan kinerja tugas dan fungsi
serta tujuan organisasi.

3. RUANG LINGKUP
Panduan ini mengatur tentang tata cara pelaksanaan audit kinerja mulai
dari tahap perencanaan sampai dengan tahap komunikasi hasil audit.
Panduan ini bersifat umum dan agar APIP menyesuaikan dengan bisnis
proses dari program/kegiatan yang diaudit serta memperhatikan
referensi/petunjuk lainnya.
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B. GAM BARAN UMUM AUDIT KINERJA.

1. PENGERTIAN AUDIT KINERJA.Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nom or 60 Tahun 2008 Pasal 50 ayat (2), Audit Kinerja adalah audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pem erintah yang terdiri atas audit aspek ekonom is, efisiensi, dan audit aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan.
2. TUJUAN AUDIT KINERJA.Tujuan dari audit kinerja adalah menilai kinerja suatu organisasi, program dan kegiatan yang meliputi audit atas aspek ekonom is, efisiensi, dan efektivitas (3E).Ekonom is berkaitan dengan perolehan sum ber daya yang akan digunakan dalam proses dengan biaya, waktu, tem pat, kualitas, dan kuantitas yang tepat. Ekonomis berarti m em inimalkan biaya perolehan input yang akan digunakan dalam proses, dengan tetap m enjaga kualitas dan standar yang diterapkan. Audit atas aspek ekonomis meliputi faktor-faktor, apakah:a. Barang atau jasa untuk kepentingan program, aktivitas, fungsi, dan kegiatan telah diperoleh dengan harga lebih murah dibandingkan dengan barang atau jasa yang sama; danb . Barang atau jasa telah diperoleh dengan kualitas yang lebih bagus dibandingkan dengan jenis barang/jasa serupa dengan harga yang sama.Efisiensi merupakan hubungan optimal antara input dan output. Suatu entitas dikatakan efisien apabila mam pu m enghasilkan output maksimal dengan jum lah input tertentu atau mampu m enghasilkan output tertentu dengan memanfaatkan input minimal. Audit atas aspek efisiensi meliputi:a . Apakah input yang tersedia untuk m enghasilkan barang/jasa telah dipakai secara optimal;b . Apakah output yang sama dapat diperoleh dengan lebih sedikit input;c. Apakah output yang terbaik dalam ukuran kuantitas dan kualitas dapat diperoleh dari input yang digunakan.Efektivitas merupakan pencapaian tujuan. Efektivitas berkaitan dengan hubungan antara output yang dihasilkan dengan tujuan yang dicapai (outcomes). Efektif berarti output yang dihasilkan telah memenuhi tujuan yang ditetapkan. Audit atas aspek efektivitas meliputi:a . Apakah output yang dihasilkan telah dim anfaatkan sebagaim ana diharapkan;b. Apakah output yang dihasilkan konsisten dengan tujuan yang ditetapkan;c. Apakah outcom e yang dinyatakan berasal dari output yang dihasilkan dan bukan dari pengaruh lingkungan luar.Fokus Audit Kinerja ada pada area yang mampu memberi nilai tam bah dan memiliki potensi untuk perbaikan berkelanjutan. Pada prinsipnya audit kinerja terkait dengan hubungan antara input, output, proses, dan outcome.Input adalah sumber daya dalam bentuk dana, sum ber daya manusia (SDM), peralatan, dan material yang digunakan untuk m enghasilkan output. Output adalah barang-barang yang diproduksi, jasa yang diserahkan/diberikan, atau hasil-hasil lain dari proses atas input.
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B. GAMBARAN UMUM AUDIT KINERJA.

1. PENGERTIAN AUDIT KINERJA.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 50 ayat (2),
Audit Kinerja adalah audit atas pengelolaan keuangan negara dan
pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit
aspek ekonomis,

efisiensi,
dan audit aspek efektivitas, serta ketaatan pada

peraturan.

2. TUJUAN AUDIT KINERJA. Pa

Tujuan dari audit kinerja adalah menilai kinerja suatu organisasi, program
dan kegiatan yang meliputi audit atas aspek ekonomis, efisiensi, dan
efektivitas (3E).

Ekonomis berkaitan dengan perolehan sumber daya yang akan digunakan
dalam proses dengan biaya, waktu, tempat, kualitas, dan kuantitas yang
tepat. Ekonomis berarti meminimalkan biaya perolehan input yang akan
digunakan dalam proses, dengan tetap menjaga kualitas dan standar yang
diterapkan. Audit atas aspek ekonomis meliputi faktor-faktor, apakah:
a. Barang atau jasa untuk kepentingan program, aktivitas, fungsi, dan

kegiatan telah diperoleh dengan harga lebih murah dibandingkan
dengan barang atau jasa yang sama, dan

b. Barang atau jasa telah diperoleh dengan kualitas yang lebih bagus
dibandingkan dengan jenis barang/jasa serupa dengan harga yang sama.

Efisiensi merupakan hubungan optimal antara input dan output. Suatu
entitas dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output maksimal
dengan jumlah input tertentu atau mampu menghasilkan output tertentu
dengan memanfaatkan input minimal. Audit atas aspek efisiensi meliputi:
a. Apakah input yang tersedia untuk menghasilkan barang/jasa telah

dipakai secara optimal,
b. Apakah output yang sama dapat diperoleh dengan lebih sedikit input:
Cc. Apakah output yang terbaik dalam ukuran kuantitas dan kualitas dapat

diperoleh dari input yang digunakan.

Efektivitas merupakan pencapaian tujuan. Efektivitas berkaitan dengan
hubungan antara output yang dihasilkan dengan tujuan yang dicapai
(outcomes). Efektif berarti output yang dihasilkan telah memenuhi tujuan
yang ditetapkan. Audit atas aspek efektivitas meliputi:
a. Apakah output yang dihasilkan telah dimanfaatkan sebagaimana

diharapkan,
b. Apakah output yang dihasilkan konsisten dengan tujuan yang

ditetapkan:
Cc. Apakah outcome yang dinyatakan berasal dari output yang dihasilkan

dan bukan dari pengaruh lingkungan luar.

Fokus Audit Kinerja ada pada area yang mampu memberi nilai tambah dan
memiliki potensi untuk perbaikan berkelanjutan. Pada prinsipnya audit
kinerja terkait dengan hubungan antara input, output, proses, dan outcome.

Input adalah sumber daya dalam bentuk dana, sumber daya manusia (SDM),
peralatan, danmaterial yang digunakan untuk menghasilkan output. Output
adalah barang-barang yang diproduksi, jasa yang diserahkan/diberikan,
atau hasil-hasil lain dari proses atas input.
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Proses adalah kegiatan-kegiatan operasional yang m enggunakan input untuk m enghasilkan output. Sedangkan outcom e adalah tujuan atau sasaran yang akan dicapai melalui output.
3. MANFAAT AUDIT KINERJA.Hasil audit kinerja m enyediakan inform asi kepada pihak entitas dan stakeholder tentang kualitas pengelolaan sum ber daya dan juga membantu pim pinan daerah dengan m engidentifikasi dan m engusulkan perbaikan program /kegiatan sehingga akan diperoleh akuntabilitas yang lebih baik, keekonom isan, efisiensi sum ber daya dan peningkatan efektivitas dalam m encapai tujuan serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. STANDAR AUDIT KINERJA.Audit Kinerja dilaksanakan berdasarkan Standar Audit Intern Pem erintah Indonesia fSAIPI) yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia.
5. PERSYARATAN DASAR AUDITORDalam m elaksanakan tugasnya, auditor wajib mengikuti standar audit yang telah diterapkan. Dalam pelaksanaan suatu audit kinerja, APIP dapat m enggunakan tenaga ahli internal ataupun eksternal, APIP perlu m em pertim bangkan kualifikasi tenaga ahli tersebut seperti yang telah diatur pada SAIPI, Standar Umum poin 10 sam pai dengan 16.
6. M ETODOLOGI AUDIT KINERJA.Metodologi Audit Kinerja dilakukan dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah setiap tahapan dan selanjutnya menilai secara keseluruhan dengan kriteria audit dari m asing-m asing komponen yang telah ditetapkan atas suatu program dan kegiatan dalam organisasi perangkat daerah melalui teknik :a . pengumpulan data dan penelaahan terhadap dokumen;b. analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pusat dan Daerah;c. pengujian dokumen penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan dana;d. observasi/pengecekan fisik pelaksanaan program dan kegiatan;e. wawancara dengan pelaksana dan pejabat terkait.Metodologi Audit Kinerja dilaksanakan dalam tahapan sebagai b e rik u t:a. Perencanaan1) Pemahaman obyek audit dan identifikasi masalah;2) Pemahaman sistem pengendalian intern;3) Penentuan tujuan dan lingkup audit;4) Penentuan kriteria audit;5) Pengidentifikasian jenis bukti dan prosedur audit;6) Penyusunan program audit.b. Pelaksanaan1) Perolehan dan Pengujian data;2) Penyusunan dan penyampaian konsep Temuan Audit;3) Perolehan tanggapan resmi dan tertulis atas konsep Tem uan Audit;4) Penyam paian Temuan Audit.c. Komunikasi Hasil Auditl j  Penyusunan konsep laporan hasil audit; dan2) Penyusunan dan penyampaian Laporan Hasil Audit (LHA).
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Proses adalah kegiatan-“kegiatan operasional yang menggunakan input
untuk menghasilkan output. Sedangkan outcome adalah tujuan atausasaran yang akan dicapai melalui output.

MANFAAT AUDIT KINERJA.3.

Hasil audit kinerja menyediakan informasi kepada pihak entitas dan
stakeholder tentang kualitas pengelolaan sumber daya dan juga membantu
pimpinan daerah dengan mengidentifikasi dan mengusulkan perbaikan
program/kegiatan sehingga akan diperoleh akuntabilitas yang lebih baik,
keekonomisan, efisiensi sumber daya dan peningkatan efektivitas dalam
mencapai tujuan serta ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan.

STANDAR AUDIT KINERJA.4

Audit Kinerja dilaksanakan berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah
Indonesia (SAIPI) yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern PemerintahIndonesia.

PERSYARATAN DASAR AUDITOR5.

Dalam melaksanakan tugasnya, auditorwajib mengikuti standar audit yang
telah diterapkan. Dalam pelaksanaan suatu audit kinerja, APIP dapat
menggunakan tenaga ahli internal ataupun eksternal, APIP perlu
mempertimbangkan kualifikasi tenaga ahli tersebut seperti yang telah diatur
pada SAIPI, Standar Umum poin 10 sampai dengan 16.

METODOLOGI AUDIT KINERJA.

Metodologi Audit Kinerja dilakukan dengan cara menilai secara bertahap
langkah demi langkah setiap tahapan dan selanjutnya menilai secara
keseluruhan dengan kriteria audit darimasing-masing komponen yang telah
ditetapkan atas suatu program dan kegiatan dalam organisasi perangkat
daerah melalui teknik :

a. pengumpulan data dan penelaahan terhadap dokumen:
b. analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pusat

dan Daerah:
C. pengujian dokumen penatausahaan, pertanggungjawaban dan

pelaporan penggunaan dana,
d. observasi/pengecekan fisik pelaksanaan program dan kegiatan:
e. wawancara dengan pelaksana dan pejabat terkait.

Metodologi Audit Kinerja dilaksanakan dalam tahapan sebagai berikut :

a. Perencanaan
1) Pemahaman obyek audit dan identifikasi masalah,
2) Pemahaman sistem pengendalian intern,
3) Penentuan tujuan dan lingkup audit:
4) Penentuan kriteria audit,
5) Pengidentifikasian jenis bukti dan prosedur audit:
6) Penyusunan program audit.

b. Pelaksanaan
1 Perolehan dan Pengujian data:
2) Penyusunan dan penyampaian konsep Temuan Audit:
3) Perolehan tanggapan resmi dan tertulis atas konsep Temuan Audit:
4 Penyampaian Temuan Audit.

Cc. Komunikasi Hasil Audit
1) Penyusunan konsep laporan hasil audit, dan
2) Penyusunan dan penyampaian Laporan Hasil Audit (LHA).
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7. PEN U G A SA N .Penugasan Tim Audit Kinerja ditetapkan dengan Surat Perintah Inspektur atas nama W alikota Ambon, dengan susunan tim terdiri :a. Penanggungjawabb. Supervisorc. Ketua Timd. Anggota Tim
InspekturInspektur Pembantu W ilayah P2UPD/Auditor seniorpaling banyak 3 orang yang terdiri dari unsur P2UPD dan Auditor

8. PERSYARATAN KOMPETENSI TIM.Agar dapat mencapai tujuan Audit Kinerja yang telah ditetapkan, pemilihan personil yang akan ditugaskan dalam Tim Audit Kinerja menjadi salah satu faktor yang cukup m enentukan. Persyaratan kompetensi yang harus dimiliki antara lain m empunyai latar belakang pendidikan formal yang cukup dan m empunyai keahlian lainnya seperti kem am puan menganalisis, kemampuan berkreativitas, kemampuan berkom unikasi, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis serta kemampuan terhadap pem aham an atas suatu pengelolaan/m anajem en yang baik.Dalam m elaksanakan tugasnya, Tim Audit Kinerja wajib mengikuti standar audit yang telah diterapkan. Dalam pelaksanaan suatu audit kinerja, APIP dapat m enggunakan tenaga ahli internal ataupun eksternal, APIP perlu m em pertim bangkan kualifikasi tenaga ahli tersebut seperti yang telah diatur pada SAIPI, Standar Umum poin 10 sam pai dengan 16 dengan persyaratan minimal telah mengikuti Diklat/Bintek Audit Kinerja.
9. W AKTU AUDIT KINERJA.Audit Kinerja di lokasi obyek audit dilaksanakan sesuai dengan jum lah hari kerja yang tercantum dalam DPA Inspektorat.
10. BATASAN AUDIT KINERJA.Audit Kinerja dibatasi pada penilaian kinerja suatu organisasi, dengan sam pel program atau kegiatan yang meliputi audit atas aspek ekonom is, efisiensi, dan efektivitas (3E) pada organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Ambon yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon.

C. PERENCANAAN AUDIT KINERJA.Tujuan perencanaan Audit Kinerja adalah m em persiapkan audit secara rinciberdasarkan perencanaan pengawasan APIP, sehingga pelaksanaan auditberjalan secara efisien dan efektif.Pada tahapan ini Tim Audit Kinerja m engumpulkan inform asi untukmenentukan kebijakan awal mengenai:a. lingkup audit,b . biaya, w aktu, dan keahlian yang diperlukan,c. tujuan audit,d . area audit yang perlu untuk direviu secara m endalam,e. kriteria audit, danf. jenis bukti dan prosedur pengujian yang akan dilakukan.
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7.

10.

PENUGASAN.

Penugasan Tim Audit Kinerja ditetapkan dengan Surat Perintah Inspektur
atas nama Walikota Ambon, dengan susunan tim terdiri :

a. Penanggungjawab : Inspektur
b. Supervisor : Inspektur PembantuWilayah
Cc. Ketua Tim

|

: P2UPD/Auditor senior
d. Anggota Tim : : paling banyak 3 orang yang terdiri dari unsur

P2UPD dan Auditor

PERSYARATAN KOMPETENSI TIM.8.

Agar dapatmencapai tujuan Audit Kinerja yang telah ditetapkan, pemilihan
personil yang akan ditugaskan dalam Tim Audit Kinerjamenjadi salah satu
faktor yang cukup menentukan. Persyaratan kompetensi yang harus
dimiliki antara lain mempunyai latar belakang pendidikan formal yang
cukup dan mempunyai keahlian lainnya seperti kemampuan menganalisis,
kemampuan berkreativitas, kemampuan berkomunikasi, baik dalam bentuk
lisan maupun tertulis serta kemampuan terhadap pemahaman atas suatu
pengelolaan/manajemen yang baik.

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Audit Kinerja wajib mengikuti standar
audit yang telah diterapkan. Dalam pelaksanaan suatu audit kinerja, APIP
dapat menggunakan tenaga ahli internal ataupun eksternal, APIP perlu
mempertimbangkan kualifikasi tenaga ahli tersebut seperti yang telah diatur
pada SAIPI, Standar Umum poin 10 sampai dengan 16 dengan persyaratan
minimal telah mengikuti Diklat/Bintek Audit Kinerja.

WAKTU AUDIT KINERJA.

Audit Kinerja di lokasi obyek audit dilaksanakan sesuai dengan jumlah hari
kerja yang tercantum dalam DPA Inspektorat.

BATASAN AUDIT KINERJA.

Audit Kinerja dibatasi pada penilaian kinerja suatu organisasi, dengan
sampel program atau kegiatan yang meliputi audit atas aspek ekonomis,
efisiensi, dan efektivitas (3E) pada organisasi perangkat daerah di
lingkungan Pemerintah Kota Ambon yang didanai dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Ambon.

PERENCANAAN AUDIT KINERJA.

Tujuan perencanaan Audit Kinerja adalah mempersiapkan audit secara rinci
berdasarkan perencanaan pengawasan APIP, sehingga pelaksanaan audit
berjalan secara efisien dan efektif.

Pada tahapan ini Tim Audit Kinerja mengumpulkan informasi untuk
menentukan kebijakan awal mengenai:

lingkup audit,
biaya, waktu, dan keahlian yang diperlukan,
tujuan audit,
area audit yang perlu untuk direviu secara mendalam,
kriteria audit, dan
jenis bukti dan prosedur pengujian yang akan dilakukan.

9.

a.
b.
c.

e.
£
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1. PEMAHAMAN OBYEK AUDIT DAN IDENTIFIKASI MASALAHTujuan dari kegiatan pemahaman obyek audit dan pengidentifikasian masalah adalah:a. mem peroleh data, informasi, serta latar belakang auditan/ program /kegiatan dan fungsi pelayanan publik yang diaudit m engenai hal-hal yang berhubungan dengan input, proses, output, serta outcome; danb. m engidentifikasi m asalah-masalah yang ada dalam auditan/ program /kegiatan yang akan diaudit.Input yang diperlukan dalam kegiatan ini, antara lain:a. peraturan perundang-undangan seperti: Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Keputusan Dirjen, Surat Edaran Dirjen, Keputusan Kepala Dinas, Surat Edaran Kepala Dinas, yang terkait dengan program/kegiatan yang diaudit;b. Sistem dan Prosedur Operasional (SOP), dan petunjuk operasional yang terkait dengan program /kegiatan yang diaudit;c. laporan hasil audit sebelumnya;d. hasil-hasil diskusi dengan pimpinan auditan dan stakeholder; dan;e. hasil liputan media massa dan penelaahan inform asi dari internet yang terkait dengan program /kegiatan yang diaudit.Tidak semua input yang terdaftar di atas harus diperoleh, melainkan tergantung dari lingkup audit dan pertim bangan Tim Audit Kinerja.Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam melakukan pemaham an terhadap auditan dan pengidentifikasian masalah dirinci sebagai berikut:a. analisis SOP/aturan-aturan berkaitan dengan auditan, yang relevan dengan tujuan audit;b. lakukan observasi singkat pada kantor auditan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk m engukur tingkat kepatuhan atas im plementasi SOP/aturanaturan dan Sistem Pengendalian Intern;c. lakukan wawancara dengan pimpinan auditan. W awancara ini dilakukan dalam rangka untuk m emperoleh informasi yang bersifat umum, seperti misi auditan yang akan diaudit, target kegiatan pada tahun berjalan, anggaran yang tersedia, realisasi kegiatan, dan sebagainya;d. reviu peraturan-peraturan yang terkait auditan/program / kegiatan yang diaudit, laporan kemajuan pelaksanaan program, serta hambatan- hambatan dalam pencapaian program;e. lakukan inventarisasi atas tolok ukur, standar, atau KPI yang telah diterapkan oleh auditan dalam melaksanakan program/kegiatan;f. buatlah simpulan mengenai pemaham an atas auditan dan perm asaiahan yang berhasil diidentifikasi dalam tahap ini. Perm asaiahan ini merupakan identifikasi awal bagi pengem bangan arah dan tujuan audit pada tahap perencanan selanjutnya.Seluruh pengkajian APIP mengenai tahap "Pemahaman auditan dan Pengidentifikasian Masalah" didokum entasikan dalam Kertas Kerja Audit (KKA) sebagaim ana terlam pir dalam G,1 dan G.2.

2. PENENTUAN AREA POTENSIAL.Tujuan penentuan area potensial adalah untuk memahami area-area yang memiliki potensi risiko tinggi dan menentukan urutan prioritas yang akan dipilih.
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1. PEMAHAMAN OBYEK AUDIT DAN IDENTIFIKASI MASALAH

Tujuan dari kegiatan pemahaman obyek audit dan pengidentifikasian
masalah adalah: '

a. memperoleh data, informasi, serta latar belakang auditan/
program/kegiatan dan fungsi pelayanan publik yang diaudit mengenai
hal-hal yang berhubungan dengan input, proses, output, serta outcome:
dan

|

b. mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dalam auditan/
program/kegiatan yang akan diaudit.

Input yang diperlukan dalam kegiatan ini, antara lain:
a. peraturan perundang-unaangan seperti: Undang-Undang (UU),

Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan
Menteri, Keputusan Menteri, Keputusan Dirjen, Surat Edaran Dirjen,
Keputusan Kepala Dinas, Surat Edaran Kepala Dinas, yang terkait dengan
program/kegiatan yang diaudit,

b. Sistem dan Prosedur Operasional (SOP), dan petunjuk operasional yang
terkait dengan program/kegiatan yang diaudit:
laporan hasil audit sebelumnya,
hasil-hasil diskusi dengan pimpinan auditan dan stakeholder, dan:

e. hasil liputan media massa dan penelaahan informasi dari internet yang
terkait dengan program/kegiatan yang diaudit.

an

Tidak semua input yang terdaftar di atas harus diperoleh, melainkan
tergantung dari lingkup audit dan pertimbangan Tim Audit Kinerja.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam melakukan pemahaman
terhadap auditan dan pengidentifikasian masalah dirinci sebagai berikut:
a. analisis SOP/aturan-aturan berkaitan dengan auditan, yang relevan

dengan tujuan audit, «
b. lakukan observasi singkat pada kantor auditan. Kegiatan ini

dilaksanakan untuk mengukur tingkat kepatuhan atas implementasi
SOP/aturanaturan dan Sistem Pengendalian Intern,

Cc. lakukan wawancara dengan pimpinan auditan.Wawancara ini dilakukan
dalam rangka untukmemperoleh informasi yang bersifat umum, seperti
misi auditan yang akan diaudit, target kegiatan padatahun berjalan,
anggaran yang tersedia, realisasi kegiatan, dan sebagainya,

d. reviu peraturan-peraturan yang terkait auditan/program/ kegiatan
yang diaudit, laporan kemajuan pelaksanaan program, serta hambatan-
hambatan dalam pencapaian program,

e. lakukan inventarisasi atas tolok ukur, standar, atau KPI yang telah
diterapkan oleh auditan dalam melaksanakan program/kegiatan:

f. buatlah simpulan mengenai pemahaman atas auditan dan permasalahan
yang berhasil diidentifikasi dalam tahap ini. Permasalahan ini
merupakan identifikasi awal bagi pengembangan arah dan tujuan audit
pada tahap perencanan selanjutnya.

Seluruh pengkajian APIP mengenai tahap “Pemahaman auditan dan
Pengidentifikasian Masalah” didokumentasikan dalam Kertas Kerja Audit
(KKA) sebagaimana terlampir dalam G.1 dan G.2.

2. PENENTUAN AREA POTENSIAL.

Tujuan penentuan area potensial adalah untuk memahami area-area yang
memiliki potensi risiko tinggi dan menentukan urutan prioritas yang akan
dipilih.
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Untuk menentukan urutan prioritas area kunci yang akan dipilih, digunakan suatu pendekatan faktor-faktor pemiiihan, yaitu :a. Risiko manajem en, yaitu risiko yang dihadapi oleh m anajem en atas tidak tercapainya aspek 3E;b. Signifikansi, yaitu penilaian apakah suatu kegiatan dalam suatu area audit secara kom paratif mem punyai pengaruh yang besar terhadap kegiatan lainnya dalam obyek audit secara keseluruhan;c. Dam pak audit, yaitu pengaruh hasil audit terhadap perbaikan atas area yang diaudit; dand. Auditabilitas, berhubungan dengan kem am puan tim audit untuk m elaksanakan audit sesuai standar/prosedur. Dalam m em pertim bangkan auditabilitas, auditor perlu m em pertim bangkan risiko audit. Semakin tinggi risiko audit, maka auditabilitasya akan semakin rendah.
Input yang diperlukan dalam kegiatan penentuan area potensial antara lain berupa:a. Hasil kegiatan pemahaman auditan dan pengidentifikasian masalah;b . Hasil diskusi dengan pimpinan auditan;c. Hasil diskusi dengan pimpinan APIP;
d. Hasil olahan database auditan yang dikelola oleh Inspektorat;e. Hasil kajian, w awancara, observasi, dan metodologi pengum pulan data lainnya yang digunakan oleh APIP dalam m engum pulkan data dan informasi dalam tahap perencanaan audit ini.Secara umum penentuan area potensial dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
1. Menentukan area-area yang dapat diauditBerdasarkan output dari tahap identifikasi masalah telah teridentifikasi beberapa perm asalahan utama yang ada pada auditan. Permasalahan- perm asalahan tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam beberapa area potensial yang akan dijadikan area audit. Area-area tersebut adalah area yang dianggap signifikan terhadap keseluruhan program  yang akan diaudit.
2. Menyusun urutan prioritas atas beberapa area yang telah ditentukan 

berdasarkan faktor-faktor pemiiihanTidak semua area potensial yang telah ditetapkan sebelum nya akan ditindaklanjuti. Area-area tersebut akan diranking dengan m enggunakan faktor-faktor pem iiihan, yaitu faktor risiko m anajem en (dilihat pada risk register), signifikansi, dam pak audit, dan auditabilitas. APIP dapat melakukan pem bobotan berdasarkan pertim bangan profesionalnya (professional judgm ent). Pembobotan dilakukan dengan m enggunakan matriks pembobotan dengan skor terhadap faktor- faktor pemiiihan sebagai contoh berikut:a) Bobot 1 untuk nilai yang rendah;b) Bobot 2 untuk nilai sedang;c) Bobot 3 untuk nilai tinggi.Berdasarkan hasil pembobotan tersebut, APIP menyusun urutan prioritas dari m asing-m asing area potensial.
3. Menentukan area potensial berdasarkan prioritas yang telah disusunAPIP dapat memilih satu atau beberapa area j'ang menjadi area potensial berdasarkan urutan prioritasnya dengan m em perhatikan faktor ketersediaan sumber daya seperti, jum lah sum ber daya m anusia
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Untukmenentukan urutan prioritas area kunci yang akan dipilih, digunakan
suatu pendekatan faktor-faktor pemilihan, yaitu:
a.

b.

Risiko manajemen, yaitu risiko yang dihadapi olehmanajemen atas tidak
tercapainya aspek 3E,
Signifikansi, yaitu penilaian apakah suatu kegiatan dalam suatu area
audit secara komparatif mempunyai pengaruh yang besar terhadap
kegiatan lainnya dalam obyek audit secara keseluruhan,
Dampak audit, yaitu pengaruh hasil audit terhadap perbaikan atas area
yang diaudit, dan
Auditabilitas, berhubungan dengan kemampuan tim audit untuk
melaksanakan audit sesuai standar/prosedur. Dalam
mempertimbangkan auditabilitas, auditor perlu mempertimbangkan
risiko audit. Semakin tinggi risiko audit, maka auditabilitasya akan
semakin rendah.

c.

Input yang diperlukan dalam kegiatan penentuan area potensial antara lain
berupa:

pa
n

Tp

Hasil kegiatan pemahaman auditan dan pengidentifikasian masalah,
Hasil diskusi dengan pimpinan auditan, :

Hasil diskusi dengan pimpinan APIP,
Hasil olahan database auditan yang dikelola oleh Inspektorat,
Hasil kajian, wawancara, observasi, dan metodologi pengumpulan data
lainnya yang digunakan oleh APIP dalam mengumpulkan data

daninformasi dalam tahap perencanaan audit ini.

Secara umum penentuan area potensial dilakukan melalui kegiatan sebagai
berikut:

1. Menentukan area-area yang dapat diaudit

Berdasarkan output dari tahap identifikasi masalah telah teridentifikasi
beberapa permasalahan utama yang ada pada auditan. Permasalahan-
permasalahan tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam beberapa
area potensial yang akan dijadikan area audit. Area-area tersebut adalah
area yang dianggap signifikan terhadapkeseluruhan program yang akan
diaudit.

Menyusun urutan prioritas atas beberapa area yang telah ditentukan
berdasarkan faktor-faktor pemilihan

Tidak semua area potensial yang telah ditetapkan sebelumnya akan
ditindaklanjuti. Area-area tersebut akan diranking dengan
menggunakan faktor-faktor pemilihan, yaitu faktor risiko manajemen
(dilihat pada risk register), signifikansi, dampak audit, dan auditabilitas.
APIP dapat melakukan pembobotan berdasarkan pertimbangan
profesionalnya (professional judgment). Pembobotan dilakukan dengan
menggunakan matriks pembobotan dengan skor terhadap faktor- faktor
pemilihan sebagai contoh berikut:
2) Bobot 1 untuk nilai yang rendah:
b) Bobot 2 untuk nilai sedang:
c) Bobot 3 untuk nilai tinggi.
Berdasarkan hasil pembobotan tersebut, APIP menyusun urutan
prioritas dari masing-masing area potensial.

Menentukan area potensial berdasarkan prioritas yang telah disusun

APIP dapatmemilih satu atau beberapa area yangmenjadi area potensial
berdasarkan urutan prioritasnya dengan memperhatikan faktor
ketersediaan sumber daya seperti, jumlah sumber daya manusia
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(auditor), waktu, anggaran, dan kesiapan APIP.
Output dari kegiatan penilaian terhadap area potensial adalah teridentifikasinya area potensial yang m enjadi fokus audit. Seluruh pengkajian APIP mengenai penentuan area potensial dan pemilihan area potensial di tingkat auditan didokum entasikan pada Kertas Kerja Audit sebagaim ana tercantum dalam G.3 dan G.4.

3. PENILAIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNDalam melakukan suatu audit, Tim Audit Kinerja harus m em pertim bangkan efektivitas pengendalian intern yang dimiliki auditan. Dalam audit kinerja, pemahaman yang m em adai atas pengendalian intern auditan akan m em bantu Tim Audit Kinerja menentukan ruang lingkup kegiatan yang sesuai dengan tujuan audit.Jika auditan belum mengelola risikonya, maka APIP harus menilai kualitas Sistem Pengendalian Intern pada auditan. Penilaian sistem pengendalian internal dilakukan melalui penyusunan kuesioner dengan m enggunakan pertimbangan profesionalnya untuk menentukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan kebutuhan audit suatu kegiatan.Output dari kegiatan penilaian SPI adalah teridentifikasinya area pengendalian dalam m erancang program kerja audit.Contoh daftar pertanyaan yang dapat m em bantu Tim Audit Kinerja dalam m enilai SPI sebagaim ana tercantum dalam G.5.

4. PENENTUAN TUJUAN DAN LINGKUP AUDIT KINERJAInput yang diperlukan dalam kegiatan "Penentuan Tujuan dan Lingkup Audit” adalah output dari kegiatan pemaham an auditan dan pengidentifikasian masalah serta kegiatan pem aham an sistem pengendalian intern.Langkah-langkah yang diperlukan dalam menentukan tujuan dan lingkup audit sebagai berikut:1. Menentukan tujuan auditDalam menentukan tujuan audit kinerja, APIP dapat memilih untuk m engaudit keseluruhan aspek kinerja meliputi aspek ekonomis, efisiensi, efektivitas (3E) dan kepatuhan (IK ), atau secara bertahap mulai dari salah satu aspek kinerja (IE ), atau kombinasi dari dua aspek kinerja (2E) disertai kepatuhan.2. Menentukan lingkup auditLangkah-langkah dalam penentuan lingkup audit adalah sebagai berikut:a. Tentukan lingkup audit atas dasar informasi yang diperoleh pada audit sebelumnya.b . Lakukan perubahan dalam lingkup audit apabila inform asi yang diperoleh dalam pelaksanaan audit mengharuskan demikian.c. Apabila terdapat perintah/arahan dalam menentukan lingkup audit kinerja secara luas, lakukan pertim bangan profesional untuk merincinya secara lebih khusus (spesifik).
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(auditor), waktu, anggaran, dan kesiapan APIP.

Output dari kegiatan penilaian terhadap area potensial adalah
teridentifikasinya area potensial yang menjadi fokus audit. Seluruh
pengkajian APIP mengenai penentuan area potensial dan pemilihan area
potensial di tingkat auditan didokumentasikan pada Kertas Kerja Audit
sebagaimana tercantum dalam G.3 dan G.4.

PENILAIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN3.

Dalam melakukan suatu audit, Tim Audit Kinerja harusmempertimbangkanefektivitas pengendalian intern yang dimiliki auditan. Dalam audit kinerja,
pemahaman yang memadai atas pengendalian intern auditan akan
membantu Tim Audit Kinerja menentukan ruang lingkup kegiatan yang
sesuai dengan tujuan audit.

Jika auditan belum mengelola risikonya, maka APIP harus menilai kualitas
Sistem Pengendalian Intern pada auditan. Penilaian sistem pengendalian
internal dilakukan melalui penyusunan kuesioner dengan menggunakan
pertimbangan profesionalnya untuk menentukan pertanyaan-pertanyaan
yang sesuai dengan kebutuhan audit suatu kegiatan.

Output dari kegiatan penilaian SPI adalah teridentifikasinya area
pengendalian dalam merancang program kerja audit.

Contoh daftar pertanyaan yang dapat membantu Tim Audit Kinerja dalam
menilai SPI sebagaimana tercantum dalam G.5.

PENENTUAN TUJUAN DAN LINGKUP AUDIT KINERJA4.

Input yang diperlukan dalam kegiatan “Penentuan Tujuan dan Lingkup
Audit” adalah output dari kegiatan pemahaman auditan dan
pengidentifikasianmasalah serta kegiatan pemahaman sistem pengendalian
intern. :

Langkah-langkah yang diperlukan dalam menentukan tujuan dan lingkup
audit sebagai berikut:
1. Menentukan tujuan audit

Dalam menentukan tujuan audit kinerja, APIP dapat memilih untuk
mengaudit keseluruhan aspek kinerja meliputi aspek ekonomis,
efisiensi, efektivitas (3E) dan kepatuhan (1K), atau secara bertahap
mulai dari salah satu aspek kinerja (1E), atau kombinasi dari dua aspek
kinerja (2E) disertai kepatuhan.

2. Menentukan lingkup audit
Langkah-langkah dalam penentuan lingkup audit adalah sebagai berikut:
a. Tentukan lingkup audit atas dasar informasi yang diperoleh pada

audit sebelumnya.
b. Lakukan perubahan dalam lingkup audit apabila informasi yang

diperoleh dalam pelaksanaan audit mengharuskan demikian.
C. Apabila terdapat perintah/arahan dalam menentukan lingkup audit

kinerja secara luas, lakukan pertimbangan profesional untuk
merincinya secara lebih khusus (spesifik).
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Output dari kegiatan "Penentuan Tujuan dan Lingkup Audit" adalah sebagai berikut.a. Tujuan audit;b . Lingkup audit meliputi: fokus audit, unit auditan, kegiatan/program / sasaran strategis yang m endukung indikator kinerja utama OKU) Pemda, tahun yang diaudit, dan aspek kinerja yang diaudit.Seluruh pengkajian APIP mengenai tahap penentuan tujuan dan lingkup audit di tingkat auditan didokum entasikan dalam KKA, sebagaim ana tercantum dalam G.6.

5. PENENTUAN KRITERIA AUDIT KINERJAKriteria adalah standar-standar kinerja yang logis dan bisa dicapai untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dari kegiatan yang dilaksanakan oleh auditan.Kriteria m erepresentasikan praktik-praktik yang baik, yaitu suatu harapan m engenai "apa yang seharusnya". Perbandingan kriteria dengan kondisi aktual akan m enghasilkan temuan audit. Jika kondisi m em enuhi atau melebihi kriteria, hal ini m engindikasikan bahwa auditan telah melaksanakan praktik terbaik.Sebaliknya, jika kondisi tidak memenuhi kriteria, hal ini m engindikasikan perlunya tindakan perbaikan. APIP perlu m engem bangkan kriteria yang spesifik dengan memulai dari pem yataan-pernyataan kriteria yang bersifat umum, kemudian diperinci menjadi pernyataan yang lebih khusus atau spesifik.Kriteria diperlukan sebagai dasar pem banding apakah praktik-praktik yang dilaksanakan telah mencapai standar kinerja yang seharusnya.Input yang digunakan untuk menentukan kriteria antara lain sebagai berikut:1. Output dari kegiatan perencanaan sebelum nya, antara Iain:a. Gambaran umum dari auditan/program /kegiatan yang diaudit yang antara lain meliputi input, proses, output, dan outcome;b . Hasil reviu peraturan perundang-undangan yang meliputi kewenangan, maksud dan tujuan, dan struktur organisasi; danc. Informasi m engenai faktor-faktor yang m em engaruhi kinerja auditan.2. Kriteria yang diperoleh dari auditan terkait, antara lain m em uat pengendalian, standar, ukuran, hasil, target, dan kom itm en yang ditetapkan oleh auditan tersebut.3. Kriteria yang diperoleh dari kinerja historis auditan.4. Praktik terbaik (best practice) yang diperoleh dari kegiatan serupa yang telah berhasil.5. Standar yang ditetapkan oleh organisasi profesional dengan melalui proses yang baku (due process) dan berterim a umum. Artinya kriteria tersebut merupakan hasil konsultasi dan telah diuji, sehingga diterim a oleh pihak-pihak berwenang/berkepentingan dan telah m encerm inkan hasil kesepakatan profesional.6. Indikator-indikator kinerja yang dirancang oleh auditan atau oleh pem erintah, misalnya indikator yang tercantum dalam RPJMD,Renstra, RKA, atau Perjanjian Kinerja (Perkin) yang disepakati.7. Informasi dan ilmu pengetahuan yang telah dibakukan.8. Kriteria yang digunakan dalam kegiatan audit serupa atau oleh Lembaga Pengawasan di negara lain.
9

Output dari kegiatan “Penentuan Tujuan dan Lingkup Audit” adalah sebagai
berikut.
a. Tujuan audit,
b. Lingkup audit meliputi: fokus audit, unit auditan, kegiatan/program/

sasaran strategis yangmendukung indikator kinerja utama (IKU) Pemda,
tahun yang diaudit, dan aspek kinerja yang diaudit.

Seluruh pengkajian APIP mengenai tahap penentuan tujuan dan lingkup
audit di tingkat auditan didokumentasikan dalam KKA, sebagaimana
tercantum dalam G.6.

PENENTUAN KRITERIA AUDIT KINERJA5.

Kriteria adalah standar-standar kinerja yang logis dan bisa dicapai untuk
menilai aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dari kegiatan yang
dilaksanakan oleh auditan.

Kriteria merepresentasikan praktik-praktik yang baik, yaitu suatu harapan
mengenai "apa yang seharusnya”. Perbandingan kriteria dengan kondisi
aktual akan menghasilkan temuan audit. Jika kondisi memenuhi atau
melebihi kriteria, hal ini mengindikasikan bahwa auditan telah
melaksanakan praktik terbaik.

Sebaliknya, jika kondisi tidak memenuhi kriteria, hal ini mengindikasikan
perlunya tindakan perbaikan. APIP perlu mengembangkan kriteria yang
spesifik dengan memulai dari pernyataan-pernyataan kriteria yang bersifat
umum, kemudian diperinci menjadi pernyataan yang lebih khusus atau
spesifik.

Kriteria diperlukan sebagai dasar pembanding apakah praktik-praktik yang
dilaksanakan telahmencapai standar kinerja yang seharusnya.

Input yang digunakan untuk menentukan kriteria antara lain sebagai
berikut:
1. Output dari kegiatan perencanaan sebelumnya, antara lain:

a. Gambaran umum dari auditan/program/kegiatan yang diaudit
yang antara lain meliputi input, proses, output, dan outcome:

b. Hasil reviu peraturan perundang-undangan yang meliputi
kewenangan, maksud dan tujuan, dan struktur organisasi: dan

c. Informasi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja
auditan.

2. Kriteria yang diperoleh dari auditan terkait, antara lain memuat
pengendalian, standar, ukuran, hasil, target, dan komitmen yang
ditetapkan oleh auditan tersebut.

3. Kriteria yang diperoleh dari kinerja historis auditan.
4. Praktik terbaik (best practice)

yang
diperoleh dari kegiatan serupa yang

telah berhasil.
5. Standar yang ditetapkan oleh organisasi profesional dengan melalui

proses yang baku (due process) dan berterimaumum. Artinya kriteria
tersebut merupakan hasil konsultasi dan telah diuji, sehingga diterima
oleh pihak-pihak berwenang/berkepentingan dan telah mencerminkan
hasil kesepakatan profesional.

6. Indikator-indikator kinerja yang dirancang oleh auditan atau oleh
pemerintah, misalnya indikator yang tercantum dalam RPJMD,Renstra,
RKA, atau Perjanjian Kinerja (Perkin) yang disepakati.

7. Informasi dan ilmu pengetahuan yang telah dibakukan.
8. Kriteria yang digunakan dalam kegiatan audit serupa atau oleh Lembaga

Pengawasan di negara lain.
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9. Standar kriteria dari organisasi di dalam atau di luar negeri yang m elaksanakan kegiatan atau program serupa.10. Hasil identifikasi atas tujuan atau sasaran dari program /kegiatan auditan.11. Hasil identifikasi tren kinerja rata-rata atau optimal yang telah dicapai.12. Literatur lainnya.Langkah-langkah yang harus ditem puh dalam menentukan kriteria dapatdirinci sebagai berikut:1. Mengidentifikasi apakah auditan telah m em iliki kriteria yang dapat digunakan untuk m engukur kinerja program/ kegiatan yang dilaksanakan;2. Menguji apakah kriteria yang dimiliki auditan relevan dengan tujuan audit dan memenuhi karakteristik kriteria yang baik sebagai berikut.a . Andal: apabila kriteria tersebut digunakan oleh APIP lain untuk masalah yang sama, maka kriteria tersebut harus bisa mem berikan simpulan yang sama.b . Obyektif: kriteria bebas dari bias baik dari sisi APIP m aupun auditan.c. Bermanfaat: kriteria dapat m enghasilkan temuan dan simpulan audit yang m em enuhi keinginan para pengguna informasi.d . Dapat dimengerti: kriteria ditetapkan secara jelas dan bebas dari perbedaan interpretasi.e. Dapat diperbandingkan: kriteria tersebut bersifat konsisten apabila digunakan dalam audit kinerja atas auditan atau kegiatan-kegiatan yang serupa atau apabila digunakan dalam audit kinerja sebelum nya atas auditan yang sama.f. Lengkap: kriteria yang lengkap m engacu kepada penggunaan seluruh kriteria yang signifikan dalam  menilai kinerja.g . Dapat diterima: kriteria dapat diterim a oleh auditan yang diaudit, lem baga legislatif, m edia, dan m asyarakat um um . Sem akin tinggi tingkat "dapat diterim a" sem akin efek tif au d it kinerja yang dilaksanakan.h . Relevan: kriteria dapat mem berikan kontribusi dalam proses pelaksanaan audit terkait dengan pem buatan sim pulan yang sesuai dengan tujuan audit.3. M engem bangkan kriteria lain dengan persetujuan auditan jika auditan tidak memiliki kriteria atau dari hasil pengujian, kriteria yang ada ternyata tidak relevan dengan tujuan audit dan belum m em enuhi karakteristik kriteria.4. Komunikasikan kriteria yang akan dipakai kepada auditan sebelum audit dilaksanakan untuk m endapatkan kesepakatan bersama (APIP dan manajem en auditan) m engenai dasar pengukuran kinerja yang digunakan dalam audit atas obyek yang diaudit. Hal ini dilakukan agar diperoleh kesepakatan antara auditan dengan APIP, sehingga nantinya tidak ada penolakan terhadap hasil audit. Jika tidak tercapai kesepakatan antara APIP dan auditan yang diaudit mengenai kriteria yang telah dikem bangkan, maka APIP harus melakukan analisis dan diskusi lebih lanjut sampai diperoleh kriteria yang disepakati kedua belah pihak.5. M enerapkan kriteria yang telah ditetapkan dalam audit.Output yang dihasilkan dari kegiatan "Menentukan Kriteria Audit" adalahstandar yang akan digunakan sebagai pem banding terhadap praktik yangberjalan meliputi:1. Kelom pok kriteria (ekonomis, efisiensi, dan efektivitas);2. Jenis kriteria (rincian kriteria yang terdapat dalam m asing-m asing kelompok);
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9. Standar kriteria dari organisasi di dalam atau di luar negeri yang
melaksanakan kegiatan atau program serupa.10. Hasil identifikasi atas tujuan atau sasarah dari program/kegiatan
auditan.

11. Hasil identifikasi tren kinerja rata-rata atau
u

optimal yang telah dicapai.
12. Literatur

lainnya.
Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menentukan kriteria dapat
dirinci sebagai berikut:
1. Mengidentifikasi apakah auditan telah memiliki kriteria yang dapat

digunakan untuk mengukur kinerja program/ kegiatan yang
dilaksanakan)

2. Menguji apakah kriteria yang dimiliki auditan relevan dengan tujuan
audit dan memenuhi karakteristik kriteria yang baik sebagai berikut.
a. Andal: apabila kriteria tersebut digunakan oleh APIP lain untuk

masalah yang sama,maka kriteria tersebut harus bisamemberikan
simpulan yang sama.

b. Obyektif: kriteria bebas dari bias baik dari sisi APIPmaupun auditan.
Bermanfaat: kriteria dapat menghasilkan temuan dan simpulan
audit yang memenuhi keinginan para pengguna informasi.

d. Dapat dimengerti: kriteria ditetapkan secara jelas dan bebas dari
perbedaan interpretasi.

e. Dapat diperbandingkan: kriteria tersebut bersifat konsisten apabila
digunakan dalam audit kinerja atas auditan atau kegiatan-kegiatan
yang serupa atau apabila digunakan dalam audit kinerja sebelumnya
atas auditan yang sama.

f. Lengkap: kriteria yang lengkap mengacu kepada penggunaan
seluruh kriteria yang signifikan dalam menilai kinerja.

g. Dapat diterima: kriteria dapat diterima oleh auditan yang diaudit,
lembaga legislatif, media, dan masyarakat umum. Semakin tinggi
tingkat “dapat diterima” semakin efektif audit kinerja yang
dilaksanakan.

h. Relevan: kriteria dapat memberikan kontribusi dalam proses
pelaksanaan audit terkait dengan pembuatan simpulan yang sesuai
dengan tujuan audit.

3. Mengembangkan kriteria lain dengan. persetujuan auditan jika auditan
tidak memiliki kriteria atau dari hasil pengujian, kriteria yang ada
ternyata tidak relevan dengan tujuan audit dan belum memenuhi
karakteristik kriteria.

4. Komunikasikan kriteria yang akan dipakai kepada auditan sebelum audit
dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan bersama (APIP dan
manajemen auditan) mengenai dasar pengukuran kinerja yang
digunakan dalam audit atas obyek yang diaudit. Hal ini dilakukan agar
diperoleh kesepakatan antara auditan dengan APIP, sehingga nantinya
tidak ada penolakan terhadap hasil audit. Jika tidak tercapai kesepakatan
antara APIP dan auditan yang diaudit mengenai kriteria yang telah
dikembangkan, maka APIP harus melakukan analisis dan diskusi lebih
lanjut sampai diperoleh kriteria yang disepakati kedua belah pihak.

5. Menerapkan kriteria yang telah ditetapkan dalam audit.

n

Output yang dihasilkan dari kegiatan "Menentukan Kriteria Audit” adalah
standar yang akan digunakan sebagai pembanding terhadap praktik yang
berjalan meliputi:
1. Kelompok kriteria (ekonomis, efisiensi, dan efektivitas):
2. Jenis kriteria (rincian kriteria yang terdapat dalam masing-masing

kelompok):
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9. Standar kriteria dari organisasi di dalam atau di luar negeri yang melaksanakan kegiatan atau program serupa.10. Hasil identifikasi atas tujuan atau sasaran dari program /kegiatan auditan.11. Hasil identifikasi tren kinerja rata-rata atau optimal yang telah dicapai.12. Literatur lainnya.Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menentukan kriteria dapatdirinci sebagai berik;ut:1. M engidentifikasi apakah auditan telah m em iliki kriteria yang dapat digunakan untuk m engukur kinerja program / kegiatan yang dilaksanakan;2. Menguji apakah kriteria yang dimiliki auditan relevan dengan tujuan audit dan memenuhi karakteristik kriteria yang baik sebagai berikut.a . Andal: apabila kriteria tersebut digunakan oleh APIP lain untuk m asalah yang sama, maka kriteria tersebut harus bisa mem berikan simpulan yang sama.b . Obyektif: kriteria bebas dari bias baik dari sisi APIP m aupun auditan.c. Bermanfaat: kriteria dapat m enghasilkan temuan dan simpulan audit yang memenuhi keinginan para pengguna informasi.d . Dapat dimengerti: kriteria ditetapkan secara jelas dan bebas dari perbedaan interpretasi.e. Dapat diperbandingkan: kriteria tersebut bersifat konsisten apabila digunakan dalam audit kinerja atas auditan atau kegiatan-kegiatan yang serupa atau apabila digunakan dalam audit kinerja sebelum nya atas auditan yang sama.f. Lengkap: kriteria yang lengkap m engacu kepada penggunaan seluruh kriteria yang signifikan dalam menilai kinerja.g . Dapat diterima: kriteria dapat diterima oleh auditan yang diaudit, lem baga legislatif, m edia, dan m asyarakat um um . Sem akin tinggi tingkat "dapat diterim a" sem akin efek tif au d it kinerja yang dilaksanakan.h . Relevan: kriteria dapat mem berikan kontribusi dalam  proses pelaksanaan audit terkait dengan pembuatan simpulan yang sesuai dengan tujuan audit.3. M engem bangkan kriteria lain dengan persetujuan auditan jika auditan tidak memiliki kriteria atau dari hasil pengujian, kriteria yang ada ternyata tidak relevan dengan tujuan audit dan belum m em enuhi karakteristik kriteria.4. Komunikasikan kriteria yang akan dipakai kepada auditan sebelum audit dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan bersam a (APIP dan manajem en auditan) m engenai dasar pengukuran kinerja yang digunakan dalam audit atas obyek yang diaudit. Hal ini dilakukan agar diperoleh kesepakatan antara auditan dengan APIP, sehingga nantinya tidak ada penolakan terhadap hasil audit. Jika tidak tercapai kesepakatan antara APIP dan auditan yang diaudit mengenai kriteria yang telah dikem bangkan, maka APIP harus melakukan analisis dan diskusi lebih lanjut sampai diperoleh kriteria yang disepakati kedua belah pihak.5. Menerapkan kriteria yang telah ditetapkan dalam audit.Output yang dihasilkan dari kegiatan "Menentukan Kriteria Audit" adalahstandar yang akan digunakan sebagai pem banding terhadap praktik yangberjalan meliputi:1. Kelom pok kriteria (ekonomis, efisiensi, dan efektivitas);2. Jenis kriteria (rincian kriteria yang terdapat dalam m asing-m asing kelompok);
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9. Standar kriteria dari organisasi di dalam atau di luar negeri yang
melaksanakan kegiatan atau program serupa.

10. Hasil identifikasi atas tujuan atau sasaran dari
program/ kegiatanauditan.

11. Hasil identifikasi tren kinerja rata-rata atau optimal yang telah dicapai.
12. Literatur lainnya.

Langkah--langkah yang harus ditempuh dalam menentukan kriteria
ia

dapat
dirinci sebagai berikut:
1. Mengidentifikasi apakah auditan telah memiliki kriteria yang dapat

digunakan untuk mengukur kinerja program/ kegiatan yang
dilaksanakan,

2. Menguji apakah kriteria yang dimiliki auditan relevan dengan tujuan
audit dan memenuhi karakteristik kriteria yang baik sebagai berikut.
a. Andal: apabila kriteria tersebut digunakan oleh APIP lain untuk

masalah yang sama,maka kriteria tersebut harus bisamemberikan
simpulan yang sama.

b. Obyektif: kriteria bebas dari bias baik dari sisi APIPmaupun auditan.
Bermanfaat: kriteria dapat menghasilkan temuan dan simpulan
audit yang memenuhi keinginan para pengguna informasi.

d. Dapat dimengerti: kriteria ditetapkan secara jelas dan bebas dari
perbedaan interpretasi.

e. Dapat diperbandingkan: kriteria tersebut bersifat konsisten apabila
digunakan dalam audit kinerja atas auditan atau kegiatan-kegiatan
yang serupa atau apabila digunakan dalam audit kinerja sebelumnya
atas auditan yang sama.

f. Lengkap: kriteria yang lengkap mengacu kepada penggunaan
seluruh kriteria yang signifikan dalam menilai kinerja.

g. Dapat diterima: kriteria dapat diterima oleh auditan yang diaudit,
lembaga legislatif, media, dan masyarakat umum. Semakin tinggi
tingkat “dapat diterima” semakin efektif audit kinerja yang
dilaksanakan.

h. Relevan: kriteria dapat memberikan kontribusi dalam proses
pelaksanaan audit terkait dengan pembuatan simpulan yang sesuai
dengan tujuan audit.

3. Mengembangkan kriteria lain dengan persetujuan auditan jika auditan
tidak memiliki kriteria atau dari hasil pengujian, kriteria yang ada
ternyata tidak relevan dengan tujuan audit dan belum memenuhi
karakteristik kriteria.

4. Komunikasikan kriteria yang akan dipakai kepada auditan sebelum audit
dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan bersama (APIP dan
manajemen auditan) mengenai dasar pengukuran kinerja yang
digunakan dalam audit atas obyek yang diaudit. Hal ini dilakukan agar
diperoleh kesepakatan antara auditan dengan APIP, sehingga nantinya
tidak ada penolakan terhadap hasil audit. Jika tidak tercapai kesepakatan
antara APIP dan auditan yang diaudit mengenai kriteria yang telah
dikembangkan, maka APIP harus melakukan analisis dan diskusi lebih
lanjut sampai diperoleh kriteria yang disepakati kedua belah pihak.

5. Menerapkan kriteria yang telah ditetapkan dalam audit.

n

Output yang dihasilkan dari kegiatan “Menentukan Kriteria Audit” adalah
standar yang akan digunakan sebagai pembanding terhadap praktik yang
berjalan meliputi:
1. Kelompok kriteria (ekonomis, efisiensi, dan efektivitas):
2. Jenis kriteria (rincian kriteria yang terdapat dalam masing-masing

kelompok):
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3. Penjelasan (deskripsi ringkas setiap jenis kriteria);4. Satuan pengukuran (misalkan kilom eter/jam , orang/hari);5. Sum ber data (deskripsi tentang dari m ana data diperoleh);6. Standar ukuran kinerja (menjelaskan standar yang digunakan danartinya); , '7. Tanggapan auditan (sepakat atau tidak sepakat).
6. PENYUSUNAN PROGRAM KERJA AUDIT KINERJAProgram kerja audit berisi tujuan audit dan prosedur yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan audit. Input yang diperlukan dalam kegiatan Penyusunan Program Kerja Audit terinci antara lain berupa Survei Pendahuluan, Standar Audit Intern Pem erintah Indonesia (SAIPI), Pedoman Pelaksanaan Pengawasan (SOP), dan Arahan khusus dari pim pinan APIP terkait audit terinci.Di dalam program audit tersebut dituangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar AuditAPIP memasukkan ketentuan perundang-undangan yang menjadi mandat bagi APIP dalam melaksanakan audit.
2. Standar AuditDiisi dengan standar audit yang akan digunakan dalam melaksanakan audit. Standar yang digunakan yaitu Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintan Indonesia (AAIPI).
3. Organisasi/Program/Fungsi Pelayanan Publik yang Diaudit.Diisi dengan auditan yang akan diaudit, pengertian auditan di sini dapat berupa organisasi/program /fungsi pelayanan publik yang kinerjanya akan diaudit.
4. Tahun Anggaran yang DiauditBagian dari penjabaran lingkup audit yang akan memasukkan periode/tahun anggaran yang akan diaudit. Secara umum, periodeyang dipilih adalah hanya untuk 1 (satu) periode tahun anggaran. Namun dem ikian, dim ungkinkan juga untuk pelaksanaan audit atas periode yang lebih dari 1 (satu) tahun jika pada audit atas keseluruhan pelaksanaan program yang memakan waktu lebih dari 1 (satu) tahun.
5. Identitas dan Data Umum yang diauditData umum dari organisasi/program /fungsi pelayanan publik yang akan diaudit yang didapat selama proses pemahaman atas auditan.
6. Alasan AuditDiisi dengan alasan audit yang bisa berasal dari hasil analisis perolehan data dan informasi awal yang akan diaudit.
7. Jenis A u d itDiisi dengan Audit Kinerja.
8. Tujuan AuditTujuan audit merupakan tujuan umum yang didapat atau ditentukan selam a pelaksanaan proses Penentuan Tujuan dan Lingkup Audit.
9. Sasaran AuditTujuan audit secara rinci yang menjabarkan apa yang telah ditentukan dalam tujuan audit umum.
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7.

Penjelasan (deskripsi ringkas setiap jenis kriteria):
Satuan pengukuran (misalkan kilometer/jam, orang/hari):
Sumber data (deskripsi tentang dari mana data diperoleh),
Standar ukuran kinerja (menjelaskan standar yang digunakan dan
artinya), 2
Tanggapan auditan (sepakat atau tidak sepakat).

3.
4.
5.
6.

PENYUSUNAN PROGRAM KERJA AUDIT KINERJA6.

Program kerja audit berisi tujuan audit dan prosedur yang harus dilakukan
untuk mencapai tujuan audit. Input yang diperlukan dalam kegiatan
Penyusunan Program Kerja Audit terinci antara lain berupa Survei
Pendahuluan, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI), Pedoman
Pelaksanaan Pengawasan (SOP), dan Arahan khusus dari pimpinan APIP
terkait audit terinci.

Di dalam program audit tersebut dituangkan hal-hal sebagai berikut:n
1. Dasar Audit

APIP memasukkan ketentuan perundang-undangan yang menjadi
mandat bagi APIP dalam melaksanakan audit.

Standar Audit
Diisi dengan standar audit yang akan digunakan dalam melaksanakan
audit. Standar yang digunakan yaitu Standar Audit Intern Pemerintah
Indonesia (SAIPI) yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern
Pemerintan Indonesia (AAIPI).

2.

Organisasi/Program/Fungsi Pelayanan Publik yang Diaudit.
Diisi dengan auditan yang akan diaudit, pengertian auditan di sini dapat
berupa organisasi/program/fungsi pelayanan publik yang kinerjanya
akan diaudit.

3.

Tahun Anggaran yang Diaudit '

Bagian dari penjabaran lingkup audit yang akan memasukkan
periode/tahun anggaran yang akan diaudit. Secara umum, periode yang
dipilih adalah hanya untuk 1 (satu) periode tahun anggaran. Namun
demikian, dimungkinkan juga untuk pelaksanaan audit atas periode yang
lebih dari 1 (satu) tahun jika pada audit atas keseluruhan pelaksanaan
program yang memakan waktu lebih dari 1 (satu) tahun.

4

Identitas dan Data Umum yang diaudit
Data umum dari organisasi/program/fungsi pelayanan publik yang akan
diaudit yang didapat selama proses pemahaman atas auditan.

5.

Alasan Audit
Diisi dengan alasan audit yang bisa berasal dari hasil analisis perolehan
data dan informasi awal yang akan diaudit.

6.

Jenis Audit
Diisi dengan Audit Kinerja.

7

Tujuan Audit
Tujuan audit merupakan tujuan umum yang didapat atau ditentukan
selama pelaksanaan proses Penentuan Tujuan dan Lingkup Audit.

8.

Sasaran Audit
Tujuan audit secara rinci yang menjabarkan apa yang telah ditentukan
dalam tujuan audit umum.

9.
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10. Metodologi AuditDiisi dengan metodologi atau cara serta pendekatan audit yang akan ditem puh dalam m enjalankan penugasan audit kinerja.
11. Kriteria AuditDiisi dengan kriteria audit yang akan dipakai dalam audit.
12. Jenis dan Sum ber Bukti serta Prosedur AuditDiisi dengan jenis dan sumber bukti yang dibutuhkan untuk m enjawab tujuan audit. Prosedur audit yang dibuat bertujuan m emberikan petunjuk kepada para APIP berkaitan bukti-bukti audit yang dibutuhkan. Langkah atau prosedur audit sebaiknya dibuat m enurutsasaran audit yang telah ditetapkan agar nantinya secara keseluruhan hasil audit dapat menjawab atau mencapai tujuan audit.Berdasarkan program kerja audit terinci yang ditetapkan oleh pim pinan APIP, ketua Tim Audit Kinerja m embuat pem bagian tugas dan anggota tim menyusun program kerja perorangan dan disam paikan kepada ketua tim untuk mendapatkan persetujuan.Contoh Program Kerja Audit sebagaim ana tercantum dalam G.7.

D. PELAKSANAAN AUDIT KINERJA.Tujuan pelaksanaan audit kinerja adalah untuk m endapatkan bukti yang cukup, kompeten, dan relevan, sehingga APIP dapat:1. Menilai apakah kinerja auditan yang diaudit sesuai dengan kriteria atau tidak;2. Menyim pulkan apakah tujuan-tujuan audit tercapai atau tidak;3. M engidentifikasi kem ungkinan-kem ungkinan untuk m emperbaiki kinerja auditan yang diaudit; dan4. Mendukung simpulan, temuan, dan rekomendasi audit.Pelaksanaan Audit Kinerja terdiri atas 4 (empat) tahap, yaitu: Perolehan dan pengujian data untuk mencapai tujuan audit; Penyusunan dan pengom unikasian konsep temuan audit dengan auditan; Perolehan tanggapan resmi dan tertulis atas konsep temuan audit (opsional); dan Penyam paian temuan audit.
1. PEROLEHAN DAN PENGUJIAN DATA.Tujuan dari tahap ini adalah untuk m em peroleh bukti audit sebagai pendukung temuan audit dan simpulan audit. Bukti audit harus memiliki karakteristik cukup, kompeten, dan relevan untuk m em berikan dasar yang kuat bagi temuan, sim pulan, dan rekom endasi audit. Dalam m emperoleh bukti audit yang material, auditor dapat menggunakan teknik sam pling yang mewakili populasi data yang diaudit.Bukti-bukti yang didapat dari perolehan dan pengujian data dapat berupa:1. Bukti FisikJenis bukti ini dapat diperoleh dari beberapa hal sebagai berikut:a. Pengamatan langsung, misalnya: terhadap aktivitas dari orang, suatu kejadian, maupun kondisi aset tertentu;b . Pengamatan terhadap proses/prosedur yang berjalan; danc. Inspeksi/kunjungan lapangan ke suatu proyek, verifikasi persediaan, dan lainnya.
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10. MetodologiAudit
Diisi dengan metodologi atau cara serta pendekatan audit yang akan
ditempuh dalam menjalankan penugasan audit kinerja.

11. Kriteria Audit '

Diisi dengan kriteria audit yang akan dipakai dalam audit.

12. Jenis dan Sumber Bukti serta ProsedurAudit
Diisi dengan jenis dan sumber bukti yang dibutuhkan untuk menjawab
tujuan audit. Prosedur audit yang dibuat bertujuan memberikan
petunjuk kepada para APIP berkaitan bukti-bukti audit yang dibutuhkan.
Langkah atau prosedur audit sebaiknya dibuat menurutsasaran audit
yang telah ditetapkan agar nantinya secara keseluruhan hasil audit dapat
menjawab atau mencapai tujuan audit.

Berdasarkan program kerja audit terinci yang ditetapkan oleh pimpinan
APIP, ketua Tim Audit Kinerja membuat pembagian tugas dan anggota tim
menyusun program kerja perorangan dan disampaikan kepada ketua tim
untuk mendapatkan persetujuan.

Contoh Program Kerja Audit sebagaimana tercantum dalam &G.7.

D. PELAKSANAAN AUDIT KINERJA.

Tujuan pelaksanaan audit kinerja adalah untuk mendapatkan bukti yang
cukup, kompeten, dan relevan, sehingga APIP dapat:
1,

2.
3.

4.

Menilai apakah kinerja auditan yang diaudit sesuai dengan kriteria atau
tidak,
Menyimpulkan apakah tujuan-tujuan audit tercapai atau tidak,
Mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan untuk memperbaiki kinerja
auditan yang diaudit: dan
Mendukung simpulan, temuan, dan rekomendasi audit.

Pelaksanaan Audit Kinerja terdiri atas 4 (empat) tahap, yaitu: Perolehan dan
pengujian data untukmencapai tujuan audit: Penyusunan dan pengomunikasian
konsep temuan audit dengan auditan, Perolehan tanggapan resmi dan tertulis
atas konsep temuan audit (opsional): dan Penyampaian temuan audit.

1. PEROLEHAN DAN PENGUJIAN DATA.

Tujuan dari tahap ini adalah untuk memperoleh bukti audit sebagai
pendukung temuan audit dan simpulan audit. Bukti audit harus memiliki
karakteristik cukup, kompeten, dan relevan untuk memberikan dasar yang
kuat bagi temuan, simpulan, dan rekomendasi audit. Dalam memperoleh
bukti audit yangmaterial, auditor dapat menggunakan teknik sampling yang
mewakili populasi data yang diaudit.

Bukti-bukti yang didapat dari perolehan dan pengujian data dapat berupa:
1. Bukti Fisik

Jenis bukti ini dapat diperoleh dari beberapa hal sebagai berikut:
a. Pengamatan langsung, misalnya: terhadap aktivitas dari orang,

suatu kejadian, maupun kondisi aset tertentu,
b. Pengamatan terhadap proses/prosedur yang berjalan: dan
c. Inspeksi/kunjungan lapangan ke suatu proyek, verifikasi

persediaan, dan lainnya.
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2. TestimoniBukti testim onial/lisan/keterangan m erupakan pernyataan yang diperoleh secara lisan melalui w aw ancara, diskusi, atau dalam bentuk pernyataan tertulis sebagai respon dari pertanyaan atau wawancara.Bukti testim onial/lisan/keterangan didokum entasikan dalam bentuk dokumen hasil w awancara, rekaman percakapan yang disimpan dalam alat perekam atau magnetic tape beserta transkripnya.3. DokumenBukti dokumen adalah bukti dalam  bentuk fisik, baik berupa dokumen resmi ataupun barang elektronik. Bukti ini adalah yang paling umum diperoleh dari seluruh jenis bukti audit. Bukti dokum en dapat diperoleh dari dalam maupun luar auditan yang diaudit. Hal-hal yang term asuk bukti dokumen misalnya:a. Peraturan perundangan-undangan,b . Dokumen terkait organisasi (rencana strategis organisasi, visi dan misi organisasi, struktur organisasi],c. Surat-surat, Notulen rapat,d . Dokumen kontrak.4. AnalisisJenis bukti au dit ini d ap at diperoleh dari auditan atau dikem bangkan sendiri oleh APIP. Bukti analisis yg  diperoleh dari auditan perlu diuji kualitasnya untuk dapat digunakan sebagai bukti audit. Bukti analisis dapat m encakup analisis rasio dan tren, perbandingan prosedur dan standar dengan ketentuan yang dipersyaratkan, perbandingan kinerja dengan organisasi sejenis, analisis dari pengu jian  terinci atas transaksi-transaksi, analisis biaya-m anfaat, m aupun dari analisis atas penetapan sam pling.Input yang digunakan dalam kegiatan "Pengum pulan dan Pengujian Data” antara lain berupa: Program Kerja Audit, Data Audit, dan Kriteria Audit.Berdasarkan jenis dan sumber bukti yang telah diidentifikasi serta program kerja audit yang telah ditetapkan, maka APIP melakukan pengumpulan data. Setelah itu, data diuji untuk mem astikan tercapainya tujuan audit. Data audit inilah yang nantinya akan m enjadi bukti pendukung atas temuan audit.Langkah-langkah yang diperlukan dalam kegiatan pengujian bukti audit adalah sebagai berikut:1. APIP dapat m enggunakan teknik-teknik pengujian, antara lain: wawancara, inspeksi/audit secara langsung, konfirmasi, reviu analitis (rasio, tren, pola), dll. Dalam m enentukan teknik pengujian bukti, maka APIP perlu m em pertim bangkan faktor-faktor antara lain jenis dan sum ber bukti yang diuji, serta waktu dan biaya yang diperlukan untuk menguji bukti;2. APIP m em bandingkan hasil pengujian bukti-bukti audit dengan kriteria audit.3. APIP m engidentifikasi sebab dan akibat apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi dan kriteria.
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2. Testimoni
Bukti testimonial/lisan/keterangan merupakan pernyataan yang
diperoleh secara lisan melalui wawancara, diskusi, atau dalam bentuk
pernyataan tertulis sebagai respon dari pertanyaan atau wawancara.

Bukti testimonial/lisan/keterangan didokumentasikan dalam bentuk
dokumen hasil wawancara, rekaman percakapan yang disimpan dalam
alat perekam atau magnetic tape beserta transkripnya.

3. Dokumen
Bukti dokumen adalah bukti dalam bentuk fisik, baik berupa dokumen
resmi ataupun barang elektronik. Bukti ini adalah yang paling umum
diperoleh dari seluruh jenis bukti audit. Bukti dokumen dapat diperoleh
dari dalam maupun luar auditan yang diaudit. Hal-hal yang termasuk
bukti dokumen misalnya:
a. Peraturan perundangan-undangan,
b. Dokumen terkait organisasi (rencana strategis organisasi, visi dan

misi organisasi, struktur organisasi),
Cc. Surat-surat, Notulen rapat,

|

d. Dokumen kontrak.

4. Analisis
|

Jenis bukti audit ini dapat diperoleh dari auditan atau dikembangkan
sendiri oleh APIP. Bukti analisis yg diperoleh dari auditan perlu diuji
kualitasnya untuk dapat digunakan sebagai bukti audit. Bukti analisis
dapat mencakup analisis rasio dan tren, perbandingan prosedur dan
standar dengan ketentuan yang dipersyaratkan, perbandingan kinerja
dengan organisasi sejenis, analisis dari pengujian terinci atas
transaksi-transaksi, analisis biaya-manfaat, maupun dari analisis atas
penetapan sampling.

Input yang digunakan dalam kegiatan “Pengumpulan dan Pengujian
Data” antara lain berupa: Program Kerja Audit, Data Audit, dan Kriteria
Audit.

Berdasarkan jenis dan sumber bukti yang telah diidentifikasi serta
program kerja audit yang telah ditetapkan, maka APIP melakukan
pengumpulan data. Setelah itu, data diuji untuk memastikan tercapainya
tujuan audit. Data audit inilah yang nantinya akan menjadi bukti
pendukung atas temuan audit.

Langkah-langkah yang diperlukan dalam kegiatan pengujian bukti audit
adalah sebagai berikut:
1. APIP dapat menggunakan teknik-teknik pengujian, antara lain:

wawancara, inspeksi/audit secara langsung, konfirmasi, reviu
analitis (rasio, tren, pola), dll. Dalam menentukan teknik pengujian
bukti,maka APIP perlumempertimbangkan faktor-faktor antara lain
jenis dan sumber bukti yang diuji, serta waktu dan biaya yang
diperlukan untuk menguji bukti,

2. APIP membandingkan hasil pengujian bukti-bukti audit dengan
kriteria audit.

3. APIP mengidentifikasi sebab dan akibat apabila terdapat perbedaan
yang signifikan antara kondisi dan kriteria.
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Langkah-langkah yang diperlukan dalam kegiatan menyusun temuan auditadalah sebagai berikut:1. Berdasarkan kesimpulan hasil pengujian bukti, apabila terdapat perbedaan (gap] yang signifikan antara kondisi dan kriteria, tentukan apakah perbedaan tersebut positif atau negatif. Perbedaan positif terjadi apabila kondisi yang ditemukan sama atau lebih baik daripada kriteria. Perbedaan negatif terjadi apabila kondisi yang ditemukan tidak sesuai/m encapai kriteria.2. Sangat dim ungkinkan, APIP m enem ukan suatu kondisi yang telah memenuhi atau melebihi kriteria yang disebut temuan positif. APIP perlu m em pertim bangkan relevansi temuan positif dengan tujuan audit. Apabila temuan tersebut relevan terhadap tujuan audit, m akaAPIP perlu mengungkap hal tersebut dalam Laporan Hasil Audit.3. Dalam hal APIP m enem ukan kondisi yang tidak memenuhi kriteria, yang disebut sebagai temuan negatif, APIP perlu m engidentifikasi unsur- unsur temuan hingga menjadi suatu tem uan audit.4. Jika ditemukan indikasi yang m engandung unsur kerugian negara/fraud yang relevan dengan tujuan audit, maka APIP perlu melakukan pendalam an auditnya sampai menjadi temuan audit. Indikasi yang tidak relevan dengan tujuan audit, perludidokum entasikan secara m em adai dalam KKA dan akan ditindaklanjuti pada jenis audit lain yang sesuai.5. APIP m engom unikasikan konsep temuan audit dengan pim pinan auditan untuk m endapatkan klarifikasi. Tujuan dari komunikasi konsep temuan audit dengan auditan adalah untuk m em validasi konsep tem uan yang telah dikembangkan oleh APIP.6. APIP menyam paikan Temuan Audit kepada pimpinan auditan yang diaudit.Output yang dihasilkan dari kegiatan "Penyusunan Temuan Audit” adalah:1. Konsep Temuan Audit;2. Berita Acara Temuan Audit;3. Tanggapan resmi tertulis atas Berita Acara Temuan Audit.
E. KOMUNIKASI HASIL AUDIT KINERJA.Komunikasi hasil audit kinerja meliputi penyusunan konsep Laporan Hasil Audit (LHA] term asuk penyusunan rekomendasi dan simpulan audit, perolehan tanggapan resmi atas rekomendasi dan sim pulan, dan penyusunan serta penyampaian LHA.

1. PENYUSUNAN KONSEP LAPORAN HASIL AUDIT KINERJA.Laporan hasil audit intern harus mencakup hal-hal di bawah ini:1. Pernyataan bahwa Audit dilakukan sesuai dengan Standar AuditAPIP dalam m enjalankan tugas auditnya diwajibkan untuk mengikuti standar audit yang ada. Standar Audit yang digunakan oleh APIP adalah Standar Auditor Intern Pemerintah Indonesia yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).2. Tujuan, Lingkup, dan Metodologi AuditSuatu laporan hasil audit harus m em uat tujuan, lingkup, dan metodologi audit. APIP harus menjelaskan alasan mengapa suatu auditan diaudit, apa yang diharapkan atau dicapai dari pelaksanaan audit, apa yang diaudit, dan bagaimana cara audit dilakukan.

2. PENYUSUNAN TEM UAN HASIL AUDIT KINERJA.
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2. PENYUSUNAN TEMUAN HASIL AUDIT KINERJA.

Langkah-langkah yang diperlukan dalam kegiatan menyusun temuan audit
adalah sebagai berikut:
1.

6.

Berdasarkan kesimpulan hasil pengujian bukti, apabila terdapat
perbedaan (gap) yang signifikan antara kondisi dan kriteria, tentukan
apakah perbedaan tersebut positif atau negatif. Perbedaan positif terjadi
apabila kondisi yang ditemukan sama atau lebih baik daripada kriteria.
Perbedaan negatif terjadi apabila kondisi yang ditemukan tidak
sesuai/mencapai kriteria. ,

Sangat dimungkinkan, APIP menemukan suatu kondisi yang telah
memenuhi ataumelebihi kriteria yang disebut temuan positif. APIP perlu
mempertimbangkan relevansi temuan positif dengan tujuan audit.
Apabila temuan tersebut relevan terhadap tujuan audit, makaAPIP perlu
mengungkap hal tersebut dalam Laporan Hasil Audit.
Dalam hal APIPmenemukan kondisi yang tidakmemenuhi kriteria, yang
disebut sebagai temuan negatif, APIP perlu mengidentifikasi unsur-
unsur temuan hingga menjadi suatu temuan audit.
Jika ditemukan indikasi yangmengandung unsur kerugian negara/fraud
yang relevan dengan tujuan audit, maka APIP perlu melakukan
pendalaman auditnya sampai menjadi temuan audit. Indikasi yang tidak
relevan dengan tujuan audit, perludidokumentasikan secara memadai
dalam KKA dan akan ditindaklanjuti pada jenis audit lain yang sesuai.
APIPmengomunikasikan konsep temuan audit dengan pimpinan auditan
untukmendapatkan klarifikasi. Tujuan dari komunikasi konsep temuan
audit dengan auditan adalah untuk memvalidasi konsep temuan yang
telah dikembangkan oleh APIP.
APIP menyampaikan Temuan Audit kepada pimpinan auditan yang
diaudit.

2.

3.

4.

5.

Output yang dihasilkan dari kegiatan “Penyusunan Temuan Audit" adalah:
1.
2.
3.

Konsep Temuan Audit,
Berita Acara Temuan Audit:
Tanggapan resmi tertulis atas Berita Acara Temuan Audit.

E. KOMUNIKASI HASIL AUDIT KINERJA.

Komunikasi hasil audit kinerjameliputi penyusunan konsep Laporan Hasil Audit
(LHA) termasuk penyusunan rekomendasi dan simpulan audit, perolehan
tanggapan resmi atas rekomendasi dan simpulan, dan penyusunan serta
penyampaian LHA.

|

1. PENYUSUNAN KONSEP LAPORAN HASIL AUDIT KINERJA.

Laporan hasil audit intern harus mencakup hal-hal di bawah ini:
1. Pernyataan bahwa Audit dilakukan sesuai dengan Standar Audit

APIP dalam menjalankan tugas auditnya diwajibkan untuk mengikuti
standar audit yang ada. Standar Audit yang digunakan oleh APIP adalah
Standar Auditor Intern Pemerintah Indonesia yang diterbitkan oleh
Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).

Tujuan, Lingkup, dan Metodologi Audit2.

Suatu laporan hasil audit harusmemuat tujuan, lingkup, dan metodologi
audit. APIP harus menjelaskan alasan mengapa suatu auditan diaudit,
apa yang diharapkan atau dicapai dari pelaksanaan audit, apa yang
diaudit, dan bagaimana cara audit dilakukan.
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3. Hasil audit berupa temuan audit, sim pulan, dan rekomendasi.a) Temuan Audit Temuan audit merupakan ‘potret’ kenyataan yang ditemukan APIP dalam melaksanakan suatu audit kinerja.b) Simpulan Hasil Audit Simpulan hasil audit harus dapat m enjawab tujuan audit yang telah ditetapkan sebelum nya. Penarikan simpulan dapat dilakukan dengan m etode kuantitatif ataupun kualitatif.c) Rekomendasi APIP harus m enyam paikan rekom endasi kepada auditan untuk m em perbaiki kinerja atas bidang yang berm asalah guna m eningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan auditan yang diaudit. Suatu rekom endasi akan bersifat sangat konstruktif/m em bangun apabila:diarahkan untuk m enyelesaikan masalah yang ditemukan; berorientasi pada tindakan nyata dan spesifik; ditujukan kepada pihak yang m em punyai w ew enang untuk bertindak; dan dapat dilaksanakan.4. Tanggapan pejabat yang bertanggung jawab atas hasil auditAPIP harus m endapatkan tanggapan tertulis dan resmi atas temuan, sim pulan, dan rekomendasi audit dari pejabat berw enang auditan yang diaudit. Dalam memenuhi persyaratan kualitas kom unikasi yaitu adil, lengkap, dan obyektif, audit sem aksim al m ungkin m engupayakan adanya reviu dan tanggapan dari auditan sehingga diperoleh suatu laporan yang tidak hanya m engem ukakan fakta dan pendapat auditor saja, melainkan m em uat pula pendapat dan rencana yang dilakukan oleh auditan.
2. PENYAM PAIAN LAPORAN HASIL AUDIT KINERJA.1. Sistematika LHA1Laporan Hasil Audit (LHA) disusun dalam bentuk BAB, dengan sistematika sebagai b e rik u t:BAB I : SIMPULAN HASIL PEM ERIKSAANA. REALISASI KEUANGANB. PENILAIAN KINERJAC. HAMBATAN PENCAPAIAN KINERJAD. REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJAE. TEMUAN AUDIT KINERJA DAN REKOM ENDASIF. REKOMENDASI YANG TELAH DITINDAKLANJUTI BAB II : URAIAN HASIL AUDITA. DATA UMUM1. Dasar Audit2. Tujuan Audit3. Ruang Lingkup Audit4. Metodologi Audit5. Tahapan Audit6. Standar Audit7. Pola Laporan8. Batasan Audit9. Penugasan10. W aktu AuditB. INFORMASI UMUM PROGRAM1. Latar Belakang Program2. Tujuan dan Sasaran Program a. Tujuan Program
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3. Hasil audit berupa temuan audit, simpulan, dan rekomendasi.
a) Temuan Audit Temuan audit merupakan 'potret' kenyataan yang

ditemukan APIP dalam melaksanakan suatu audit kinerja.
b) Simpulan Hasil Audit Simpulan hasil audit harus dapat menjawab

tujuan audit yang telah ditetapkan sebelumnya. Penarikan simpulan
dapat dilakukan dengan metode kuantitatif ataupun kualitatif.

c) Rekomendasi APIP harus menyampaikan rekomendasi kepada
auditan untuk memperbaiki kinerja atas bidang yang bermasalah
guna meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan auditan yang
diaudit. Suatu rekomendasi akan bersifat sangat
konstruktif/membangun apabila:
— diarahkan untuk menyelesaikan masalah yang ditemukan,
—- berorientasi pada tindakan nyata dan spesifik:

|

—- ditujukan kepada pihak yang mempunyai wewenang untuk
bertindak: dan

— dapat dilaksanakan.

4. Tanggapan pejabat yang bertanggung jawab atas hasil audit

APIP harus mendapatkan tanggapan tertulis dan resmi atas temuan,
simpulan, dan rekomendasi audit dari pejabat berwenang auditan yang
diaudit. Dalam memenuhi persyaratan kualitas komunikasi yaitu adil,
lengkap, dan obyektif, audit semaksimalmungkinmengupayakan adanya
reviu dan tanggapan dari auditan sehingga diperoleh suatu laporan yang
tidak hanya mengemukakan fakta dan pendapat auditor saja, melainkan
memuat pula pendapat dan rencana yang dilakukan oleh auditan.

2. PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL AUDIT KINERJA.

1. Sistematika LHA

Laporan Hasil Audit (LHA) disusun dalam bentuk BAB, dengan
sistematika sebagai berikut :

BABI : SIMPULAN HASIL PEMERIKSAAN
A. REALISASI KEUANGAN
B. PENILAIAN KINERJA
C. HAMBATAN PENCAPAIAN KINERJA
D. REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA
E. TEMUAN AUDIT KINERJA DAN REKOMENDASI
F. REKOMENDASI YANG TELAH DITINDAKLANJUTI
URAIAN HASIL AUDIT
A. DATA UMUM

1. Dasar Audit
2 Tujuan Audit
3 Ruang Lingkup Audit
4 Metodologi Audit
5. Tahapan Audit
6. Standar Audit
7
8
9
1

BAB II

Pola Laporan
Batasan Audit

. Penugasan
O. Waktu Audit

B. INFORMASI UMUM PROGRAM
1. Latar Belakang Program
2. Tujuan dan Sasaran Program

a. Tujuan Program
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b. Sasaran Program3. Organisasi Pelaksana Programa. Struktur Organisasib . Pimpinan Organisasic. Tim Pelaksana ProgramC. PENILAIAN SPIa. Lingkungan Pengendalianb . Identifikasi dan analisis risikoc. Aktivitas Pengendaliand. Inform asi dan Komunikasie. PemantauanD. INFORMASI TAM BAHANE. HASIL AUDIT KINERJA1. Realisasi Keuangan2. Penilaian Kinerja3. Ham batan Pencapaian Kinerja4. Rekom endasi Peningkatan KinerjaF. TEMUAN AUDIT KINERJA DAN REKOMENDASIG. REKOMENDASI YANG TELAH DITINDAKLANJUTI BAB III : PENUTUP2. LHA diketik dalam kertas HVS ukuran folio (F4) m enggunakan jenis huruf Bookman Old Style  ukuran 11 spasi 1;3. LHA ditandatangani oleh Inspektur, ditujukan pada W alikota dengan tembusan :1) Gubernur Provinsi M aluku Cq. Inspektur Provinsi M aluku;2) W akil W alikota;3) Kepala Perangkat Daerah yang diaudit;4) Arsip.4. LHA disampaikan kepada W alikota Ambon paling lam bat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan;5. LHA merupakan dokumen rahasia dan tidak dapat dipublikasikan kecuali atas izin tertulis dari W alikota;6. Perangkat Daerah yang diaudit wajib m enindaklanjuti LHA sesuai dengan rekomendasi paling lam bat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterim anya LHA;7. Pimpinan Perangkat Daerah yang tidak m enindaklanjuti rekom endasi LHA dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;8. Inspektur melakukan pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil Audit Kinerja;9. Guna kelancaran pelaksanaan pem antauan dan pemutahiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil Audit Kinerja dibentuk Tim Pem antauan dan Pemutahiran Tindak Lanjut (TP2TL) yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur;10. Hasil pemantauan dan pemutahiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil Audit Kinerja dibahas dalam forum Rapat Koordinasi Hasil Pengawasan (Rakorwas); dan11. Hasil Rakorwas disusun dan dilaporkan kepada Inspektur dalam bentuk laporan hasil koordinasi pengawasan yang berisi status penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit.Contoh Format LHA sebagaim ana tercantum dalam G.8
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10.

11.

b. Sasaran Program
3. Organisasi Pelaksana Program

a. Struktur Organisasi
b. Pimpinan Organisasi
c. Tim Pelaksana Program

C. PENILAIAN SPI
a. Lingkungan Pengendalian
b. Identifikasi dan analisis risiko
C. Aktivitas Pengendalian
d. Informasi dan Komunikasi
e. Pemantauan

D. INFORMASI TAMBAHAN
E. HASIL AUDIT KINERJA

1. Realisasi Keuangan
2. Penilaian Kinerja
3. Hambatan Pencapaian Kinerja
4. Rekomendasi Peningkatan Kinerja

F. TEMUAN AUDIT KINERJA DAN REKOMENDASI
G. REKOMENDASI YANG TELAH DITINDAKLANJUTI

BABIII : PENUTUP

LHA diketik dalam kertas HVS ukuran folio (F4) menggunakan jenishuruf Bookman Old Style ukuran 11 spasi 1,
LHA ditandatangani oleh Inspektur, ditujukan pada Walikota dengan
tembusan :

1) Gubernur Provinsi Maluku Cg. Inspektur ProvinsiMaluku:
2) Wakil Walikota,
3) Kepala Perangkat Daerah yang diaudit,
4) Arsip.
LHA disampaikan kepada Walikota Ambon paling lambat 7 (tujuh) hari
sejak diterbitkan,
LHAmerupakan dokumen rahasia dan tidak dapat dipublikasikan kecuali
atas izin tertulis dari Walikota:
Perangkat Daerah yang diaudit wajib menindaklanjuti LHA sesuai
dengan rekomendasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
diterimanya LHA,
Pimpinan Perangkat Daerah yang tidak menindaklanjuti rekomendasi
LHA dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan: .

Inspekturmelakukan pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan
tindak lanjut hasil Audit Kinerja:
Guna kelancaran pelaksanaan pemantauan dan pemutahiran atas
pelaksanaan tindak lanjut hasil Audit Kinerja dibentuk Tim Pemantauan
dan Pemutahiran Tindak Lanjut (TP2TL) yang ditetapkan dengan
Keputusan Inspektur:
Hasil pemantauan dan pemutahiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil
Audit Kinerja dibahas dalam forum Rapat Koordinasi Hasil Pengawasan
(Rakorwas): dan
Hasil Rakorwas disusun dan dilaporkan kepada Inspektur dalam bentuk
laporan hasil koordinasi pengawasan yang berisi status penyelesaian
tindak lanjut rekomendasi hasil audit.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Contoh Format LHA sebagaimana tercantum dalam G.8
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F. PENUTUP.Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Audit Kinerja antara lain :1. bahwa Audit Kinerja diarahkan untuk apakah suatu fungsi/program / kegiatan telah dilaksanakan secara efisien, efektif dan hemat yang pada akhirnya mampu memberi kontribusi bagi peningkatan aspek kinerja meliputi aspek efektif, efisien, ekonomis (3E) di organisasi perangkat daerah, sehingga APIP harus dapat m enjalankan fungsi Quality Assurance  atau penjamin mutu, dan Consulting Partner atau sebagai konsultan dengan menjalankan fungsi Early Warning System  atau sebagai peringatan dini sebelum dilakukan pem eriksaan oleh eksternal; dan2. m eskipun Audit Kinerja bersifat pencegahan namun bukan berarti APIP mengabaikan adanya tindakan kecurangan (fraud) pengelolaan program /kegiatan pada perangkat daerah yang diaudit, sehingga dalam m elaksanakan tugasnya APIP harus m am pu melakukan penilaian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam arti sejauhm ana program /kegiatan tersebut telah m emberikan m anfaat kepada masyarakat.
G. FORMAT DOKUMEN AUDIT KINERJA

1. FORMAT KKA PEMAHAMAN ORGANISASI AUDITAN

No:W I S J #  f AUDIT KINERJA Dibuat oleh :A T A S  .................................................. Direviu oleh :w T A H U N ........................ Disetujui oleh :
KERTAS KERJA PEMAHAMAN ORGANISASI AUDITANHasil penelaahan dokumen dan wawancara dengan manajemen:

1. Visi dan Misi Organisasi.

2. Tujuan organisasi

3. Tugas pokok dan fungsi organisasi
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PENUTUP.F.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Audit Kinerja antara lain :

1. bahwa Audit Kinerja diarahkan untuk apakah suatu fungsi/program/
kegiatan telah dilaksanakan secara efisien, efektif dan hemat yang pada
akhirnya mampu memberi kontribusi bagi peningkatan aspek kinerja
meliputi aspek efektif, efisien, ekonomis (3E) di organisasi perangkat daerah,
sehingga APIP harus dapat menjalankan fungsi Ouality Assurance atau
penjamin mutu, dan Consulting Partner atau sebagai konsultan dengan
menjalankan fungsi Early Warning System atau sebagai peringatan dini
sebelum dilakukan pemeriksaan oleh eksternal: dan
meskipun Audit Kinerja bersifat pencegahan namun bukan berarti APIP
mengabaikan adanya tindakan kecurangan (fraud) pengelolaan
program/kegiatan pada perangkat daerah yang diaudit, sehingga dalam
melaksanakan tugasnya APIP harus mampumelakukan penilaian kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan dalam arti sejauhmana
program/kegiatan tersebut telah memberikan manfaat kepada masyarakat.

2.

FORMAT DOKUMEN AUDIT KINERJAG.

1. FORMAT KKA PEMAHAMAN ORGANISASI AUDITAN

No:
AUDIT KINERJA Dibuat oleh

ATAS Direviu oleh
Disetujui oleh

TAHUN

KERTAS KERJA PEMAHAMAN ORGANISASI AUDITAN

Hasil penelaahan dokumen dan wawancara dengan manajemen:

Visi dan Misi Organisasi.

Tujuan organisasi

Tugas pokok dan fungsi organisasi

17

1.

2.

3.



Dasar hukum dan peraturan yang m emengaruhi pelaksanaan program atau fungsi pelayanan publikorganisasi.

Sasaran dari program /kegiatan organisasi.

Struktur organisasi auditan.

Input, proses, output, dan outcom e dari organisasi yang diperiksa.

Anggaran yang dikelola organisasi.

Key Perform ance Indicator yang digunakan oleh organisasi dalam menilai kinerja.

Ringkasan hasil reviu atas peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tupoksi organisasi.

Ringkasan program kegiatan yang ditetapkan dalam tahun berjalan.

10.

11.

Dasar hukum dan peraturan yang memengaruhi pelaksanaan program atau
fungsi pelayanan publikorganisasi.

4.

Sasaran dari program/kegiatan organisasi.5.

Struktur organisasi auditan.6.

Input, proses, output, dan outcome dari organisasi yang diperiksa.7.

Anggaran yang dikelola organisasi.8.

Key Performance Indicator yang digunakan oleh organisasi dalam menilai
kinerja.

9.

Ringkasan hasil reviu atas peraturan perundang-undangan yang relevan
dengan tupoksi organisasi.

Ringkasan program kegiatan yang ditetapkan dalam tahun berjalan.
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2. FORMAT KKA PENGIDENTIFIKASIAN MASALAH.

A N o:AUDIT KINERJA Dibuat oleh :A T A S  .................................................. Direviu oleh :
▼ T A H U N ........................ Disetujui oleh :

KERTAS KERJA PENGIDENTIFIKASIAN M ASALAH

Hasil wawancara dengan manajem en, pem aham an auditan, dan isu yang berkem bang di media massa:
No. Permasalahan Sumber Informasi

19

2. FORMAT KKA PENGIDENTIFIKASIAN MASALAH.

po VPrem oA

KERTAS KERJA PENGIDENTIFIKASIAN MASALAH

Hasil wawancara dengan manajemen, pemahaman auditan, dan isu yang
berkembang di media massa:

ATAS
AUDIT KINERJA

TAHUN

No:
Dibuat oleh
Direviu oleh
Disetujui oleh

No. Permasalahan Sumber Informasi

19



3. FORMAT KKA PENENTUAN AREA POTENSIAL

A No:AUDIT KINERJA Dibuat oleh :A T A S  .................................................. Direviu oleh :
▼ T A H U N ........................ Disetujui oleh :

KERTAS KERJA PENENTUAN AREA POTENSIAL

No. Hasil Identifikasi Masalah Area Potensial1 2 3

Catatan:1. Kolom 2 Hasil Identifikasi Masalah diisi dengan output berupa masalah- masalah utama yang didapatkan dari langkah sebelum nya yaitu pengidentifikasian masalah.2. Kolom 3 Area Potensial diisi dengan area/program /kegiatan/bidang yang berkaitan dengan masalah utama yang didapatkan
20

3. FORMAT KKA PENENTUAN AREA POTENSIAL

ama armamam aa

No:
AUDIT KINERJA Dibuat oleh

ATAS Direviu oleh
Disetujui cleh

TAHUN

t

KERTAS KERJA PENENTUAN AREA POTENSIAL

No. Hasil Identifikasi Masalah Area Potensial
1 2 3

Catatan:
1. Kolom 2 Hasil Identifikasi Masalah diisi dengan output berupa masalah- masalah

utama yang didapatkan dari langkah sebelumnya yaitu pengidentifikasian
masalah.

2. Kolom 3 Area Potensial diisi dengan area/program/kegiatan/bidang yang
berkaitan dengan masalah utama yang didapatkan
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4. FORMAT KKA PEMILIHAN AREA POTENSIAL

No:AUDIT KINERJA Dibuat oleh1̂l|r A T A S  .................................................. Direviu oleh :
f T A H U N ........................ Disetujui oleh :

KERTAS KERJA PEMILIHAN AREA POTENSIAL

No. Area
Potensial

Faktor Pemiiihan
Total
Skor

Urutan
Prioritas

Kesimpulan
Dipilih/Tidak

Risiko
Manajemen Siginifikansi Dampak

Audit Auditabilitas

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Catatan:1. Kolom 2 diisi dengan area-area potensial yang didapatkan dari hasil pengidentifikasi masalah.2. Kolom 3, 4, 5, dan 6 diisi dengan menggunakan skor 1 = rendah, 2 = sedang, 3 = tinggi.3. Kolom  7 m erupakan penjum lahan dari kolom  3, 4, 5, dan 6.4. Kolom 8 merupakan urutan prioritas dari area-area potensial yang akan dipilih sebagai obyek audit.5. Kolom 9 merupakan kesimpulan area potensial yang akan dipilih sebagai fokus obyek audit.
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4. FORMAT KKA PEMILIHAN AREA POTENSIAL

KERTAS KERJA PEMILIHAN AREA POTENSIAL

Catatan:
1. Kolom 2 diisi dengan area-area potensial yang didapatkan dari hasil

pengidentifikasi masalah.
2. Kolom 3, 4, 5, dan 6 diisi dengan menggunakan skor 1 - rendah, 2 - sedang, 3

z tinggi.
3. Kolom 7 merupakan penjumlahan dari kolom 3, 4, 5, dan 6.
4. Kolom 8 merupakan urutan prioritas dari area-area potensial yang akan dipilih

sebagai obyek audit.
5. Kolom 9 merupakan kesimpulan area potensial yang akan dipilih sebagai fokus

obyek audit.

ATAS
AUDIT KINERJA

TAHUN

No:
Dibuat oleh
Direviu oleh
Disetujui oleh

Faktor Pemilihan
Area Total Urutan Kesimpulan

No. . Risiko . Dampak .
Potensial! Siginifikansi Auditabilitas Skor Prioritas | Dipilih/Tidak

Manajemen Audit
1 2 3 4 5 6 7 8 9
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5. FORMAT KKA PEMAHAMAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

No:AUDIT KINERJA Dibuat oleh ;A T A S  ..................................................T A H U N ..................... . Direviu oleh : Disetujui oleh :
KERTAS KERJA PEM AHAM AN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

No. Pemahaman SPI Ya Tidak Catatan
1. Lingkungan Pengendaliana. Integritas dan Nilai Etika1) Apakah jajaran pimpinan entitas memiliki komitmen terhadap integritas dan nilai etika?2) Apakah entitas memiliki kode etik yang bersifat komprehensif?

3) ........b. Komitmen terhadap Kompetensi1) Apakah telah terdapat job description yang menjelaskan tugas suatu pekerjaan/posisi tertentu sesuai kebutuhan entitas?2) Apakah manajemen entitas telah melakukan analisis, baik formal maupun informal, mengenai jenis pekerjaan dan perlu/tidaknya supervisi atau pelatihan?
3) .........c. Gaya operasi dan filosofi manajemen1) Apakah manajemen entitas menerapkan prinsip kehati-hatian?2) Apakah manajemen entitas hanya akan bertindak setelah melalui analisis mendalam terhadap risiko dan kemungkinan manfaat yang diperoleh?
3) ................d. Struktur Organisasi1) Struktur organisasi tidak boleh terlalu sederhana sehingga pemantauan terhadap kegiatan entitas tidak akan memadai dan tidak boleh pula terlalu kompleks karena dapat mengganggu kelancaran arus informasi.
2) Apakah jajaran pimpinan entitas telah memahami sepenuhnya tanggung jawab pengendalian yang mereka miiiki?
3) ........
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5. FORMAT KKA PEMAHAMAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

am

KERTAS KERJA PEMAHAMAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

ATAS
AUDIT KINERJA

TAHUN

No:
Dibuat oleh
Direviu oleh
Disetujui oleh

No. Pemahaman SPI Ya Tidak Catatan
Lingkungan Pengendalian
a. Integritas dan Nilai Etika

1)

2)

Apakah jajaran pimpinan entitas
memiliki komitmen terhadap
integritas dan nilai etika?
Apakah entitas memiliki kode etik
yang bersifat komprehensif?

Komitmen terhadap Kompetensi
1)

2)

3)

Apakah telah terdapat job
description yang menjelaskan tugas
suatu pekerjaan/posisi tertentu
sesuai kebutuhan entitas?
Apakah manajemen entitas telah
melakukan analisis, baik formal
maupun informal, mengenai jenis
pekerjaan dan perlu/tidaknya
supervisi atau pelatihan?

Gaya operasi dan filosofi manajemen
1)

2)

3)

Apakah manajemen entitas
menerapkan prinsip kehati-hatian?
Apakah manajemen entitas hanya
akan bertindak setelah melalui
analisis mendalam terhadap risiko
dan kemungkinan manfaat yang
diperoleh?

Struktur Organisasi
1)

2)

3)

Struktur organisasi tidak boleh
terlalu sederhana sehingga
pemantauan terhadap kegiatan
entitas tidak akan memadai dan
tidak boleh pula terlalu kompleks
karena dapat mengganggu
kelancaran arus informasi.
Apakah jajaran pimpinan entitas
telah memahami sepenuhnya
tanggung jawab pengendalian yang
mereka miliki?

3)

c.
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No. Pemahaman SPI Ya Tidak Catatane. Tanggung Jawab dan Wewenang1) Apakah mekanisme pembebanan suatu tanggung jawab, pendelegasian wewenang, dan pengembangan kebijakan dapat mendukung terciptanya akuntabilitas dan pengendalian?2) Apakah pembebanan tanggung jawab dan pendelegasian wewenang dihubungkan/dikaitkan dengan tujuan dan sasaran organisasi,fungsi operasi, tuntutan peraturan, tanggung jawab atas sistem operasi, dan wewenang atas suatu perubahan?
3) .......f. Kebijakan dan Praktek Sumber DayaManusia1) Apakah terdapat prosedur dan kebijakan tertulis dalam penggunaan, pelatihan, promosi, dan penggajian pegawai?2) Jika tidak ada praktek dankebijakan tertulis, apakahmanajemen mengomunikasikan ekspektasi tentang orang yang akan dipekerjakan atau berpartisipasi secara langsung dalam proses pemiiihan tersebut?
3) ......

2. Penilaian Risikoa. Penetapan Tujuan Organisasi1) Apakah pimpinan organisasi telah menetapkan tujuan umum organisasi dalam bentuk visi, misi, tujuan, dan sasaran?2) Apakah visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi tersebut sejalan dengan program yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif?3) ................b. Penetapan Tujuan Operasional Entitas1) Apakah semua aktivitas yang signifikan sudah sejalan dengan tujuan operasional entitas?2) Apakah semua aktivitas telah direviu secara periodik untuk memastikan bahwa aktivitas- aktivitas tersebut tidak menyimpang dari tujuan operasional dan rencana strategis entitas?3) .......c. Identifikasi Risiko1) Apakah sudah digunakan metode penilaian risiko kualitatif untuk menentukan urutan risiko relatif secara periodik?2) Apakah sudah digunakan metode penilaian risiko kuantitatif untuk menentukan urutan risiko relatif secara periodik?3) .......
23

No. Pemahaman SPI Ya Tidak Catatan
e. Tanggung Jawab dan Wewenang

1)

2)

3)

Apakah mekanisme pembebanan
suatu tanggung jawab,
pendelegasian wewenang, dan
pengembangan kebijakan dapat
mendukung terciptanya
akuntabilitas dan pengendalian?
Apakah pembebanan tanggung
jawab dan pendelegasian wewenang
dihubungkan /dikaitkan dengan
tujuan dan sasaran organisasi,fungsi
operasi, tuntutan peraturan,
tanggung jawab atas sistem operasi,
dan wewenang atas suatu
perubahan?

f. Kebijakan dan Praktek Sumber Daya
Manusia
1)

2)

3)

Apakah terdapat prosedur dan
kebijakan tertulis dalam
penggunaan, pelatihan, promosi,
dan penggajian pegawai?
Jika tidak ada praktek dankebijakan
tertulis, apakahmanajemen
mengomunikasikan ekspektasi
tentang orang yang akan
dipekerjakan atau berpartisipasi
secara langsung dalam proses
pemilihan tersebut?

Penilaian Risiko
a. Penetapan Tujuan Organisasi

1)

2)

3)

Apakah pimpinan organisasi telah
menetapkan tujuan umum
organisasi dalam bentuk visi, misi,
tujuan, dan sasaran?
Apakah visi, misi, tujuan, dan
sasaran organisasi tersebut sejalan
dengan program yang telah
ditetapkan oleh lembaga legislatif?

1)

2)

3)

Penetapan Tujuan Operasional Entitas
Apakah semua aktivitas yang
signifikan sudah sejalan dengan
tujuan operasional entitas?
Apakah semua aktivitas telah
direviu secara periodik untuk
memastikan bahwa aktivitas-
aktivitas tersebut tidak menyimpang
dari tujuan operasional dan rencana
strategis entitas?

c. Identifikasi Risiko
1)

2)

3)

Apakah sudah digunakan metode
penilaian risiko kualitatif untuk
menentukan urutan risiko relatif
secara periodik?
Apakah sudah digunakan metode
penilaian risiko kuantitatif untuk
menentukan urutan risiko relatif
secara periodik?

n,
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No. Pemahaman SPI Ya Tidak Catatand. Analisis Risiko1) Apakah pimpinan entitas telah menetapkan proses formal untuk menganalisis risiko termasuk proses informal berdasarkan aktivitas sehari-hari?2) Apakah telah ditetapkan kriteria dalam menetapkan tingkat risiko rendah, sedang, dan tinggi?
3) ....e. Mengelola Risiko akibat Perubahan1) Apakah sudah diperhitungkan seluruh operasional entitas yang dapat dipengaruhi oleh perubahan?2) Apakah perubahan-perubahan yang rutin sudah diperhitungkan dalam proses identifikasi risiko yang sudah baku?
3) ....

3 Aktifitas Pengendaliana. Pelaksanaan reviu oleh manajemenpadatingkat atas1) Apakah terdapat mekanisme reviu dari pejabat tinggi atau manajer senior untuk mengawasi pencapaian suatu entitas terhadap rencana yang telah dibuat?2) Apakah pejabat tinggi atau manajer senior mengawasi pencapaian suatu entitas terhadap rencana yang telah dibuat sesuai mekanisme yang ada?
3) .......b, Mereviu pengelolaan SDM1) Apakah ekspektasi manajemen terhadap pencapaian tujuan telah didokumentasikan kepada seluruh personil?
2) Apakah ekspektasi manajemen terhadap pencapaian tujuan telah dikomunikasikan kepada seluruh personil?
3) .......c. Mereviu pengelolaan informasi untuk memastikan tingkat keakuratan dan kelengkapan informasi1) Apakah pembukuan semua transaksi dilakukan secara sekuensial?
2) Apakah ju m la h -ju m la h  transaksi telah dicocokan dengan jumlah pengendali?
3) ...........d. Menetapkan dan memantau indikatordan ukuran kinerja1) Apakah indikator dan ukuran kinerja telah dibuat untuk setiapbagian dan level dalam organisasi sampai kepada individu?
2) Apakah terhadap indikator tersebut 

te la h  d ila k u k a n  r e v iu  d a n  v a lid a s i  secara periodik?
31 ...........
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Pemahaman SPI Ya Tidak Catatan
d. Analisis Risiko

1) Apakah pimpinan entitas telah
menetapkan proses formal untuk
menganalisis risiko termasuk proses
informal berdasarkan aktivitas
sehari-hari?

2) Apakah telah ditetapkan kriteria
dalam menetapkan tingkat risiko
rendah, sedang, dan tinggi?

3)
e. Mengelola Risiko akibat Perubahan

1 Apakah sudah diperhitungkan
seluruh operasional entitas yang
dapat dipengaruhi oleh perubahan?

2) Apakah perubahan-perubahan yang
rutin sudah diperhitungkan dalam
proses identifikasi risiko yang sudah
baku?

3)
Aktifitas Pengendalian
a. Pelaksanaan reviu oleh manajemenpada

tingkat atas
1) Apakah terdapat mekanisme reviu

dari pejabat tinggi atau manajer
senior untuk mengawasi pencapaian
suatu entitas terhadap rencana
yang telah dibuat?

2) Apakah pejabat tinggi atau manajer
senior mengawasi pencapaian suatu
entitas terhadap rencana yang telah
dibuat sesuaimekanisme yang ada?

3)
b. Mereviu pengelolaan SDM

1) Apakah ekspektasi manajemen
terhadap pencapaian tujuan telah
didokumentasikan kepada seluruh
personil?

2) Apakah ekspektasi manajemen
terhadap pencapaian tujuan telah
dikomunikasikan kepada seluruh
personil?

3)
c. Mereviu pengelolaan informasi untuk

memastikan tingkat keakuratan dan
kelengkapan informasi
1) Apakah pembukuan semua

transaksi dilakukan secara
sekuensial?

2) Apakah jumlah-jumlah transaksi
telah dicocokan dengan jumlah
pengendali?

3)
d. Menetapkan dan memantau indikator

dan ukuran kinerja
1) Apakah indikator dan ukuran kinerja

telah dibuat untuk setiapbagian dan
level dalam organisasi sampai
kepada individu?

2) Apakah terhadap indikator tersebut
telah dilakukan reviu dan validasi
secara periodik?

3)
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No. Pemahaman SPI Ya Tidak Catatane. Memisahan tugas atau fungsi1) Apakah kewenangan untuk mengendalikan seluruh aktivitas kunci dipisahkan?
2) Apakah terdapat pemisahan tugas dan tanggung jawab dalam otorisasi?
3) ......f. Mereviu otorisasi kepada personil tertentu dalam melakukan suatu transaksi1) Apakah transaksi yang diakui hanya transaksi-transaksi yang valid sesuai ketentuan manajemen?
2) Apakah suatu transaksi hanya dilakukan oleh orang yang memiliki wewenang?3) .......g. Mereviu pencatatan atas transaksi dengan menguji;1) Apakah setiap transaksi telah diklasifikasi dan dicatat secara memadai guna mendukung pengendalian operasi dan pengambilan keputusan?
2) ....h. Membuat pembatasan akses dan akuntabilitas terhadap sumber daya dan catatan-catatan:1) Apakah terdapat pembatasan terhadap akses atas sumber daya dan catatan?
2) Apakah standar, prosedur, dan operasi atas pembatasan akses telah ditetapkan?
3) ....i. Pendokumentasian1) Apakah sistem pengendalian intern, semua transaksi dan kejadian penting lainnya telah didokumentasikan secara memadai?
2) Apakah dokumentasi tersebut selalu tersedia untuk kepentingan pengujian?
3) ............

4 Informasi dan Komunikasia. Informasi1) Apakah informasi diidentifikasi, diperoleh, diproses, dan dilaporkan melalui suatu sistem informasi?
2) Apakah informasi yang relevan diperoleh baik dari sumber ekstenal maupun dari informasi yang dikelola secara internal?
3) ....b. Komunikasi1) Apakah tugas dan tanggung jawab pengendalian pegawai dikomunikasikan melalui jaringan komunikasi yang efektif?
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Pemahaman SPI Ya Tidak Catatan
e. Memisahan tugas atau fungsi

1) Apakah kewenangan untuk
mengendalikan seluruh aktivitas
kanci dipisahkan?

2) Apakah terdapat pemisahan tugas
dan tanggungjawab dalam otorisasi?

3)

f. Mereviu otorisasi kepada personil|
tertentu dalam melakukan suatu'
transaksi
1) Apakah transaksi yang diakui hanya

transaksi-transaksi yang valid
sesuai ketentuan manajemen?

2) Apakah suatu transaksi hanya
dilakukan oleh orang yang memiliki
wewenang?

3)
g- Mereviu pencatatan atas transaksi

dengan menguji:
1) Apakah setiap transaksi telah

diklasifikasi dan dicatat secara
memadai

—

guna mendukung
pengendalian - operasi dan
pengambilan keputusan?

2) a.n

h. Membuat pembatasan akses dan
akuntabilitas terhadap sumber daya dan
catatan-catatan:
1) Apakah terdapat pembatasan

terhadap akses atas sumber daya dan
catatan?

2) Apakah standar, prosedur, dan
operasi atas pembatasan akses telah
ditetapkan?

3)
i. Pendokumentasian

1) Apakah sistem pengendalian intern,
semua transaksi dan kejadian
penting lainnya telah
didokumentasikan secara memadai?

2) Apakah dokumentasi tersebut selalu
tersedia untuk kepentingan
pengujian?

3)
Informasi dan Komunikasi
a. Informasi

1 Apakah informasi diidentifikasi,
diperoleh, diproses, dan dilaporkan
melalui suatu sistem informasi?

2) Apakah informasi yang relevan
diperoleh baik dari sumber ekstenal
maupun dari informasi yang dikelola
secara internal?

3)
b. Komunikasi

1 Apakah tugas dan tanggung jawab
pengendalian pegawai
dikomunikasikan melalui jaringan
komunikasi yang efektif?



No. Pemahaman SPI Ya Tidak Catatan2) Apakah saluran komunikasi seperti padasaatpelatihan, rapat ataudalam pelaksanaan pekerjaan baik secara formal maupun informal telah dilaksanakan secaramemadai?31 .......c. Bentuk dan alat komunikasi1) Apakah pimpinan entitas menggunakan metode komunikasi efektif yang antara lain meliputi manual kebijakan dan prosedur, arahan manajemen, memorandum, pemberitahuan, situs internet dan intranet, pesan-pesan melalui video­tape, e-mail, dan pidato-pidato?21 ...........
5 Pemantauana. Pemantauan Berkelanjutan(1) Apakah pemerintah atau manajemen memiliki strategiuntuk menjamin efektivitas pelaksanaaan pemantauan berkelanjutan. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan:(a) Apakah strategi yang dimiliki pemerintah atau manajemen menjamin umpan balik (feed back) secara rutin, pemantauan kinerja, dan pencapaian tujuan SPI?(b) .....(2) Dalam pelaksanaan tugas rutinnya, apakah pegawai memperoleh informasi mengenai berfungsi tidaknya SPI. Beberapa informasi yang dapat dipertimbangkan adalah:(a) Apakah pejabat pelaksana atau manajemen operasi membandingkan produksi, persedian, penjualan, dan informasi lainnya yang didapatkan dari kegiatan rutin dengan sistem yang menghasilkan informasi?Cbl ...............(3) Apakah pihak ketiga juga dilibatkan dalam pelaksanaan pemantauan?(a) Apakah keluhan-keluhan masyarakat dan pihak lain dapat segera diketahui penyebabnya?Cb) .......(41 Apakah struktur organisasi dan kegiatan supervisi yang ada dapat membantu pemantauan terhadap fungsi SPI?
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No. Pemahaman SPI Ya Tidak Catatan
2) Apakah saluran komunikasi seperti

pada saat pelatihan, rapat ataudalam
pelaksanaan pekerjaan baik secara
formal maupun informal telah

dilaksanakan secara
memadai?

3)
Cc. Bentuk dan alat komunikasi

1) Apakah pimpinan entitas
menggunakan metode komunikasi
efektif yang antara lain meliputi
manual kebijakan dan prosedur,
arahan manajemen, memorandum,
pemberitahuan, situs internet dan
intranet, pesan-pesan melalui video-
tape, e-mail, dan pidato-pidato?

2)
5 Pemantauan

a. Pemantauan Berkelanjutan
(|) Apakah pemerintah atau

manajemen memiliki strategiuntuk
menjamin efektivitas pelaksanaaan
pemantauan berkelanjutan.
Beberapa hal yang perlu
dipertimbangkan:
(a) Apakah strategi yang dimiliki

pemerintah atau manajemen
menjamin umpan balik (feed
back) secara rutin,
pemantauan kinerja, dan
pencapaian tujuan SPI?

(b)
(2 Dalam pelaksanaan tugas

rutinnya, apakah pegawai
memperoleh informasi mengenai
berfungsi tidaknya SPI. Beberapa
informasi yang dapat
dipertimbangkan adalah:
(a) Apakah pejabat pelaksana

atau manajemen operasi
membandingkan produksi,
persediaan, penjualan, dan
informasi lainnya yang
didapatkan dari kegiatan rutin
dengan sistem yang
menghasilkan informasi?

(b)
(3 Apakah pihak ketiga juga

dilibatkan dalam pelaksanaan
pemantauan?
(a) Apakah keluhan-keluhan

masyarakat dan pihak lain
dapat segera diketahui
penyebabnya?

Cb)

(4) Apakah struktur organisasi dan
kegiatan supervisi yang ada dapat
membantu pemantauan terhadap
fungsi SPI?



No. Pemahaman SPI Ya Tidak Catatan(a) Apakah pembagian tugas dan tanggung jawab digunakan untuk membantu pendeteksian kecurangan?O ) .............(5) Apakah data yang dicatat oleh sistem informasi maupun keuangan telah dibandingkan secara periodik dengan fisiknya?(a) Apakah persediaan dan aset lainnya diperiksa secara berkala?
(b) .......(6} Apakah tanggapan atas rekomendasi auditor baik internal maupun eksternal ditujukan untuk memperkuat/perbaikan pengendalian intern?(a) Apakah pejabat pelaksana yang mempunyai kewenangan memberi keputusan mengenai rekomendasi yang akan diimplementasikan?
(b) .............(7) Apakah terdapat mekanisme pertemuan dengan para pegawai dalam rangka memperoleh umpan balik mengenai efektivitas SPI?(a) Apakah isu-isu yang relevan, informasi, dan umpan balik terkait dengan efektivitas pengendalian intern yang dinyatakan dalam pelatihan, seminar, sesi perencanaan, dan pertemuan-pertemuan lain didapatkan dan digunakan oleh manajemen untuk menjawab masalah- masalah atau memperkuat struktur pengendalian intern?(b) ......(8) Apakah para pegawai secara rutin diminta untuk menyatakan secara eksplisit mengenai kesesuaian perilaku mereka terhadap kode etik?(a) Apakah kepada para pegawai secara berkala diminta untuk melaksanakan kode etik?(b) ....(9) Apakah terdapat efektivitas dari kegiatan auditor intern?(a) Apakah kegiatan auditorintern di dalam organisasimempunyai tingkat kompetensi dan pengalamandi bidangnya?(b) .......
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No. Pemahaman SPI Ya Tidak Catatan
(a) Apakah pembagian tugas dan

tanggung jawab digunakan
untuk membantu
pendeteksian kecurangan?

(b)
3) Apakah data yang dicatat oleh

sistem informasi maupun
keuangan telah dibandingkan
secara periodik dengan fisiknya?
(a) Apakah persediaan dan aset

lainnya diperiksa secara
berkala?

(b)
Apakah tanggapan atas
rekomendasi auditor baik internal
maupun eksternal ditujukan
untuk memperkuat/perbaikan
pengendalian intern?
(a) Apakah pejabat pelaksana

yang mempunyai kewenangan
memberi keputusan mengenai
rekomendasi yang akan
diimplementasikan?

(b)
(7) Apakah terdapat mekanisme

pertemuan dengan para pegawai
dalam rangka memperoleh umpan
balik mengenai efektivitas SPI?
(a) Apakah isu-isu yang relevan,

informasi, dan umpan balik
terkait dengan efektivitas
pengendalian intern yang
dinyatakan dalam pelatihan,
seminar, sesi perencanaan,
dan pertemuan-pertemuan
lain didapatkan dan
digunakan oleh manajemen
untuk menjawab masalah-
masalah atau memperkuat
struktur pengendalian intern?

(b)
(8 Apakah para pegawai secara rutin

diminta untuk menyatakan secara
eksplisit mengenai kesesuaian
perilaku mereka terhadap kode
etik?
(a) Apakah kepada para pegawai

secara berkala diminta untuk
melaksanakan kode etik?

(0)
Apakah terdapat efektivitas dari
kegiatan auditor intern?
(2) Apakah kegiatan auditorintern

di dalam organisasimempunyai
tingkat kompetensi dan
pengalamandi bidangnya?

(b)

(6

(9



No. Pemahaman SPI Ya Tidak Catatanb. Evaluasi Terpisah(1) Apakah lingkup dan frekuensi pelaksanaan evaluasi khusus terhadap pengendalian intern telah memadai?(a) Apakah hasil penilaian risiko dan efektivitaspemantauan berkelanjutan,dipertimbangkan dalam menentukan lingkup dan frekuensi evaluasi terpisah?00 .....(2) Apakah metodologi untuk mengevaluasi pengendalian intern telah memadai dan logis? Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan:(a) Apakah terdapat instrumen yang digunakan seperti checklist, kuisioner, atau instrumen lain?(b) ..............(3) Apabila evaluasi ini dilakukan oleh auditor intern, apakah mereka memiliki sumber daya, kemampuan dan independensi yang memadai. Hal-hal berikut perlu menjadi bahan pertimbangan:(a) Apakah unit auditor intern mempunyai pegawai dengan kompetensi dan pengalaman untuk melakukan evaluasi?(b) .....(4) Apakah terdapat kecukupanproses evaluasi? Beberapa hal berikut dapat dijadikan pertimbangan:(a) Apakah evaluator mempunyai kecukupan pemahaman terhadap aktivitas organisasi?(b) ...............c. Penyelesaian hasil audit(1) Apakah terdapat mekanisme yang dapat menjamin bahwa terhadap temuan-temuan audit ataupun reviu lainnya telah dilakukan penyelesaian dengan tepat? Antara lain:(a) Apakah manajer mereviu dan mengevaluasi temuan-temuan audit ataupun reviu lainnya termasuk penyimpangan- penyimpangan dan kemungkinan perbaikannya?(b) .......
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No. Pemahaman SPI Ya Tidak Catatan
b. Evaluasi Terpisah

(1) Apakah lingkup dan frekuensi
pelaksanaan evaluasi khusus
terhadap pengendalian intern telah
memadai?
(a) Apakah hasil penilaian risiko

dan efektivitaspemantauan
berkelanjutan,
dipertimbangkan dalam
menentukan lingkup dan
frekuensi evaluasi terpisah?

(bd)...
(2) Apakah metodologi untuk

mengevaluasi pengendalian intern
telah memadai dan logis?
Beberapa hal yang perlu
dipertimbangkan:
(a) Apakah terdapat instrumen

yang digunakan seperti
checklist, kuisioner, atau
instrumen lain?

(b)
(3 Apabila evaluasi ini dilakukan oleh

auditor intern, apakah mereka
memiliki sumber daya,
kemampuan dan independensi
yang memadai. Hal-hal berikut
perlu

—

menjadi bahan
pertimbangan:
(a) Apakah unit auditor intern

mempunyai pegawai dengan
kompetensi dan pengalaman
untuk. melakukan evaluasi?

(b)
(4) Apakah terdapat kecukupanproses

evaluasi? Beberapa hal berikut
dapat dijadikan
pertimbangan:

(a) Apakah evaluator
mempunyai kecukupan
pemahaman terhadap
aktivitas organisasi?

Cb)
c. Penyelesaian hasil audit

(1) Apakah terdapat mekanisme yang
dapat menjamin bahwa terhadap
temuan-temuan audit ataupun
reviu lainnya telah dilakukan
penyelesaian dengan tepat? Antara
lain:
(a) Apakah manajer mereviu dan

mengevaluasi temuan-temuan
audit ataupun reviu lainnya
termasuk penyimpangan-
penyimpangan dan
kemungkinan perbaikannya?

(b)

nn



No. Pemahaman SPI Ya Tidak Catatan(2) Apakah manajemen tanggap terhadap temuan dan rekomendasi audit ataupun reviu lainnya yang bertujuan kepada perbaikan pengendalian intern? Hal tersebut dapat terlihat dari:(a) Apakah eksekutif yang berwenang mengevaluasi temuan dan rekomendasi serta menentukan tindakan yang tepat untuk memperbaiki atau meningkatkan pengendalian?(b) .....(3] Apakah tindak lanjut terhadap temuan dan rekomendasi audit ataupun reviu lainnya telah dilakukan secara memadai? Antara lain dapat diketahui dari:(a) Apakah masalah-masalah pada transaksi atau kejadian tertentu dikoreksi secara tepat?fb] .......
Kesimpulan
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(2 Apakah manajemen tanggap

terhadap temuan dan rekomendasi
audit ataupun reviu lainnya yang
bertujuan kepada perbaikan
pengendalian intern? Hal tersebut
dapat terlihat dari:

(a) Apakah eksekutif yang
berwenang mengevaluasi
temuan dan rekomendasi
serta menentukan tindakan
yang tepat untuk
memperbaiki atau
meningkatkan
pengendalian?

(b)
(3 Apakah tindak lanjut terhadap

temuan dan rekomendasi audit
ataupun reviu lainnya telah
dilakukan secara memadai? Antara
lain dapat diketahui dari:
(a) Apakah masalah-masalah

pada transaksi atau kejadian
tertentu dikoreksi secara
tepat?

(b)
Kesimpulan



6. FORMAT KKA PENENTUAN TUJUAN DAN LINGKUP AUDIT

No:AUDIT KINERJA Dibuat olehA T A S  .................................................. Direviu olehDisetujui oleh
▼ T A H U N ........................
KERTAS KERJA PENENTUAN TUJUAN DAN LINGKUP AUDIT

1. Area Potensial yang Dipilih :

2. Tujuan Audit :

3. Periode W aktu A u d it:

4. Lingkup Audit:

6. FORMAT KKA PENENTUAN TUJUAN DAN LINGKUP AUDIT

aaawswwBaa en .,

No:
AUDIT KINERJA Dibuat oleh

ATAS Direviu oleh
Disetujui oleh

TAHUN

KERTAS KERJA PENENTUAN TUJUAN DAN LINGKUP AUDIT

1. Area Potensial yang Dipilih :

2. Tujuan Audit :

3. PeriodeWaktu Audit :

4. Lingkup Audit:
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7. CONTOH FORM AT PROGRAM  KERJA AUDIT KINERJA(DISESUIAKAN DENGAN PROGRAM DAN KEGIATAN AUDITI)
No:AUDIT KINERJA Dibuat oleh :ATAS PENGELOLAAN DANA BOS Direviu oleh :

▼

PADA SMP NEGERI XX KOTA AMBON TAHUN 2018 Disetujui oleh :
P R O G R A M  K ER JA A U D IT  K IN ER JA

P A R A M E T E R
T A O P K A

M E T O D E
K E R J A

N O
K K A

T A N G G A L
D I L A K S A N A K A N

O L E H

N O U R A I A N N O U R A I A N
R E N

C A N A
R E A L I

S A S I
R E N

C A N A
R E A L I

S A S I
A .  K E T E P A T A N  S A S A R A N
A .l .1 .1 sekolah y a n g  

diperksa sudah  
terdata dalam  sistem  
D ata Pokok  
Pendidikan D asar  
dan M enengah w ajib  
m enerim a dana  
BO S.

A . 1.1 .1 .1 T e rd a p a t Sekolah  
tidak m em iliki 
m u rid /tid ak  
b ero p erasi

1 D apatkan SK  
Penetapan Sekolah  
P enerim a B O S dari 
T im  M an ajem en  
Kota

Permintaan
dokum en

2 Periksa apakah  
sekolah telah 
ditetapkan sebagai 
penerim a dana  
B O S

A nalisa
dokum en

3 Periksa apakah  
sekolah su d ah  
terdata dalam  
D apodik

Permintaan
dokum en
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7. CONTOH FORMAT PROGRAM KERJA AUDIT KINERJA
(DISESUIAKAN DENGAN PROGRAM DAN KEGIATAN AUDITI)

PROGRAM KERJA AUDIT KINERJA

No:
AUDIT KINERJA Dibuat oleh

ATAS PENGELOLAAN DANA BOS Direviu oleh
PADA SMP NEGERI XX KOTA AMBON TAHUN 2018 Disetujui oleh

TAO. PKA TANGGAL DILAKSANAKAN
METODE NO OLEH

PARAMETER No URAIAN No URAIAN KERJA KKA | REN REALI REN REALI
” CANA SASI CANA SASI

A. KETEPATAN SASARAN .

A111 sekolah yang A1.1.L1| Terdapat Sekolah 1 Dapatkan SK Permintaan
diperksa sudah tidak memiliki Penetapan Sekolah | dokumen
terdata dalam sistem murid/tidak Penerima BOS dari |

Data Pokok beroperasi Tim Manajemen
Pendidikan Dasar Kota
dan Menengah wajib
menerima dana 2 Periksa apakah Analisa
BOS. sekolah telah dokumen

ditetapkan sebagai
penerima dana
BOS

3 Periksa apakah Permintaan
sekolah sudah dokumen
terdata dalam
Dapodik
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A .1.1.2 Sisw a m iskin  
dibebaskan dari 
biaya operasional 
sekolah.

A .l .1 .2 .1 T erd ap at sisw a  
m iskin y a n g  tidak  
tercantum  dalam  
daftar

1 D apatkan  daftar  
sisw a  y a n g  ada di 
sekolah

Permintaan
dokum en

A .2 .1 .1 Seluruh sisw a  sekolah  
negeri bebas dari 
biaya O perasional 
Sekolah

A .2 .1 .1 .1 Sisw a sekolah  
negeri tidak  bebas  
dari biaya  
O perasional 
Sekolah

1 Lakukan
w aw ancara kepada  
sisw a  tidak  
m am p u  apakah  
telah dibebaskan  
biaya operasional 
oleh sekolah

W aw ancara

B . K E T E P A T A N  J U M L A H

B .1.1.1 Nilai b an tu an  yan g  
diterim a sek olah  
periode jan  - 
D esem ber 2 0 1 8  = 
nilai ya n g terca n tu m  
dalam  SK T im  
K ab/K ota p eriode  
ja n - - D esem b er  
2018

B .1 .1 .1 .1 Nilai b an tu an  y a n g  
diterim a sekolah  
p eriode jan- 
D esem b er 2018  
tidak sam a d en gan  
nilai y a n g  
tercantum  dalam  
SK Tim  K ab/K ota  
periode jan - - 
D esem b er 2018

1 D apatkan buku  
tab u n gan  / 
catatan m utasi 
re k e n in g B O S  
sek olah

Permintaan
d okum en

2 D a p a tk a n  SK Permintaan
dokum en

3 B and in gk an  
ju m lah  pen yaluran  
dana B O S dalam  
b u k u  reken in g  
d en gan  besaran  
p ro sen tase y a n g  
d iatu r dalam  
k eten tu an  ju knis  
B O S 2 0 1 8  tiap  
triw u lan  
(penerim aan  
triw u la n  1, III dan  
IV sebesar 20 %

A n alisa
dokum en
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TAO PKA TANGGAL DILAKSANAKAN
METODE NO OLEH

PARAMETER No URAIAN KERJA KKA | REN REALI REN REALINO
URAIAN CANA Sasi CANA SASI

A.1.1.2 Siswa miskin A.1.1.2.1/ Terdapat siswa 1 Dapatkan daftar | Permintaan
dibebaskan dari miskin yang tidak siswa yang ada di | dokumen
biaya operasional tercantum dalam sekolah
sekolah. daftar

A.2.1.1 Seluruh siswa sekolah| A2111 Siswa sekolah 1 Lakukan Wawancara
negeri bebas dari negeri tidak bebas wawancara kepada
biaya Operasional dari biaya siswa tidak
Sekolah Operasional mampu apakah

Sekolah telah dibebaskan Fa

biaya operasional
oleh sekolah

B. KETEPATAN JUMLAH
B.1.1.1 | Nilai bantuan yang B1111 Nilai bantuan yang | 1 Dapatkan buku Permintaan

diterima sekolah diterima sekolah tabungan / dokumen
periode jan - periode jan- Catatan mutasi
Desember 2018 -z Desember 2018 rekening BOS
nilai yang tercantum tidak sama dengan sekolah
dalam SK Tim nilai yang 2 “| Dapatkan SK Permintaan
Kab/Kota periode tercantum dalam 0 | dokumen
jan- - Desember SK Tim Kab/Kota
2018 periode jan- - 3 Bandingkan Analisa

Desember 2018 jumlah penyaluran | dokumen
dana BOS dalam
buku rekening
dengan besaran
prosentase yang
diatur dalam
ketentuan juknis
BOS 2018 tiap
triwulan
(penerimaan
triwulan I, III dan
IV sebesar 20 Y
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dari alokasi 1 
tahun dan 
triwulan 11 40 % 
dari alokasi 1 
tahun)

B. 1.2.1 B iaya satuan y a n g  
diterim a sekolah per  
sisw a /tah u n  sesuai 
d en gan  B uku Juknis  
BO S

B iaya satuan  yan g  
diterim a sekolah  
per sisw a/tah u n  
tidak  sesuai dengan  
Buku P anduan  BOS

1 D apatkan ju m lah  
m u rid  riil sekolah  
bulan Jan - Juni 
2 0 18  (sem  I T A  

-2018)

Permintaan
dokum en

2 D apatkan ju m lah  
m u rid  riil sekolah  
bulan Jul - Des 
2 0 18  (sem  11 T A  
2018)

Permintaan
dokum en

3 Teliti apakah  
ju m lah  sisw a pada  
SK  Kab / K ota =  
ju m lah  sisw a riil

Reviu
dokum en

4 Teliti apakah  
jum lah bantuan  
yan g diterima = 
jum lah sisw a riil x 
u n it co st

R eviu
dokum en

C . K E T E P A T A N  W A K T U
C .l .1 .1 Dana B O S d iterim a  

di rek en in g sekolah  
setiap  triw u lan

C .l .1 .1 .1 Dana BOS di 
rekening sekolah  
tidak diterima 
setiap triwulan

1 D apatkan buku  
tab un gan  /  
re k e n in g BO S  
sek o lah , teliti 
apakah Dana B O S  
d iterim a di 
reken in g sekolah  
setiap  triw ulan

Permintaan
dokum en
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PARAMETER
TAO PKA

NO URAIAN NO URAIAN
METODE
KERJA

NO
KKA

TANGGAL DILAKSANAKAN
OLEH

REN
CANA

REALI
SASI

REN
CANA

REALI
SASI

dari alokasi 1
tahun dan
triwulan II 40 46
dari alokasi 1
tahun)

B.1.2.1 Biaya satuan yang
diterima sekolah per
siswa/tahun sesuai
dengan Buku Juknis
BOS

Biaya satuan yang
diterima sekolah
per siswa/tahun
tidak sesuai dengan
Buku Panduan BOS

Dapatkan jumlah
murid riil sekolah
bulan jan - Juni
2018 (semi TA
-2018)

Permintaan
dokumen

Dapatkan jumlah
murid riil sekolah
bulan Jul - Des
2018 (sem II TA
2018)

Permintaan
dokumen

Teliti apakah
jumlah siswa pada
SK Kab / Kota -
jumlah siswa riil

Reviu
dokumen

Teliti apakah
jumlah bantuan
yang diterima -
jumlah siswa riil x
unit cost

3

Reviu
dokumen

C. KETEPATAN WAKTU
C.1.1.1 Dana BOS diterima

di rekening sekolah
setiap triwulan

C1111 Dana BOS di
rekening sekolah
tidak diterima
setiap triwulan

Dapatkan buku
tabungan /
rekening BOS
sekolah, teliti
apakah Dana BOS
diterima di
rekening sekolah
setiap triwulan

Permintaan
dokumen



P A R A M E T E R
T A O P K A

M E T O D E
K E R J A

N O
K K A

T A N G G A L
D I L A K S A N A K A N

O L E H

N O U R A IA N NO U R A IA N R E N
C A N A

R E A L I
S A S I

R E N
C A N A

R E A L I
S A S I

C .l .1 .2 Dana BO S triw u la n  1 
diterim a p a lin g  
larnbat pada m inggu  
ketiga di bulan
Januari;

C . l . 1 .2 .1 Dana B O S triw u lan  
I tidak diterim a  
p alin g larnbat pada  
m inggu  ketiga di 
bulan Januari;

2 Teliti apakah Dana 
B O S triw u lan  I 
d iterim a p aling  
larnbat pada  
m in g gu  ketiga di 
b u la n  Ja n u a ri;

R eviu
d oku m en

C .l .1 .3 Dana BO S triw u la n  11 
diterim a p a lin g  
larnbat (tujuh) hari 
kerja pada aw al 
bulan April;

C .l .1 .3 .1 Dana B O S triw u lan  
II tidak diterim a  
p alin g  larnbat 
(tujuh) hari kerja  
p ada aw al bulan  
April;

3 Teliti apakah Dana 
BOS triwulan 11 
diterim a paling 
larnbat (tujuh) hari 
kerja pada awal 
bulan  Aprii;

R eviu
d o ku m en

C .l .1 .4 Dana B O S triw u la n  
111 iterim a p alin g  
larnbat p alin g  larnbat 
7 (tujuh) hari kerja  
pada aw al b u la n  Juli

C l .  1 .4 .1 D ana B O S triw u lan  
III tidak  diterim a  
p alin g  larnbat 
p alin g  larnbat 7 
(tujuh) hari kerja  
p ad a aw al bulan  
Ju li

4 Teliti apakah Dana 
BOS triwulan III 
diterim a paling 
larnbat paling 
larnbat 7 (tujuh) 
hari kerja pada 
a w a l b u la n  Juli

R eviu
d oku m en

C .l .1 .5 Dana BO S triw u la n  
IV diterim a p alin g  
lam bat7 (tujuh) hari 
kerja pada aw al 
bulan O ktober.

C . l .1 .5 .1 Dana B O S triw u lan  
IV tidak diterim a  
p alin g  lam bat7  
(tujuh) hari kerja  
pada aw al bulan  
O ktober.

5 teliti apakah Dana  
B O S triw u lan  IV 
d iterim a paling  
lam b at7  (tujuh) 
hari kerja pada  
aw al bulan  
O k tob er.

R eviu
d oku m en

D . K E T E P A T A N
P E N G E L O L A A N  D A N A

D .1.1 .1 Sekolah telah  
m em b u at R in cian  
P en ggunaan  T iap

D .1 .1 .1 .1 Sekolah tidak  
m e m b u a t R incian  
P en ggu naan  T iap

1 D ap atk an  Rincian  
P e n ggu n a an  Tiap  
Jen is A n gga ran

R eviu
doku m en

34

TAO PKA TANGGAL DILAKSANAKAN
METODE NO OLEH

PARAMETER No URAIAN NO URAIAN KERJA KKA REN REALI REN REALICANA SASI CANA SASI

C.1.1.2 Dana BOS triwulan 1 | C1121 Dana BOS triwulan |! 2 Teliti apakah Dana | Reviu
diterima paling I tidak diterima BOS triwulan I dokumen
lambat pada minggu paling lambat pada diterima paling
ketiga di bulan minggu ketiga di lambat pada
Januari: bulan Januari: minggu ketiga di

bulan Januari,
C.1.1.3 Dana BOS triwulan U | C1131 Dana BOS triwulan | 3 Teliti apakah Dana Reviu

diterima paling II tidak diterima BOS triwulan II dokumen
lambat (tujuh) hari paling lambat diterima paling
kerja pada awal (tujuh) hari kerja lambat (tujuh) hari
bulan April: pada awal bulan kerja pada awai

April: bulan Aprii,
C.1.1.4 | Dana BOS triwulan €C.1.1.4.1| Dana BOStriwulan | 4 Teliti apakah Dana Reviu

NI iterima paling UI tidak diterima BOS triwulan III dokumen
lambat paling lambat paling lambat diterima paling
7 (tujuh) hari kerja paling lambat 7 lambat paling
pada awal bulan Juli (tujuh) hari kerja lambat 7 (tujuh)

pada awai bulan hari kerja pada
Juli awal bulan Juli

C.1.1.5 | Dana BOS triwulan C.1.1.5.1| Dana BOStriwalan | 5 teliti apakah Dana | Reviu
IV diterima paling IV tidak diterima BOS triwulan IV dokumen
lambat7 (tujuh) hari paling lambat7 diterima paling
kerja pada awal (tujuh) hari kerja lambat7 (tujuh)
bulan Oktober. pada awal bulan hari kerja pada

Oktober. awal bulan
Oktober.

D. KETEPATAN
PENGELOLAAN DANA

D.1.1.1 | Sekolah telah D.1.1.1.1 Sekolah tidak 1 Dapatkan Rincian Reviu
membuat Rincian membuat Rincian |

Penggunaan Tiap dokumen
Penggunaan Tiap Penggunaan Tiap | Jenis Anggaran
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Jen is A n gga ran  dan  
telah m en gacu  
kepada Petun ju k  
Teknis P en ggu naan  
dan
Pertanggungjaw aban  
K euangan Dana  
BO S

Jenis A n ggaran  
dan tidak m en gacu  
kepada P etunjuk  
Teknis P en ggunaan  
dan P ertan ggu n g  
jaw ab an  Keuangan  
Dana BO S

2 T eliti apakah  
Rincian
P en ggu naan  Tiap  
Jen is A n ggaran  
P etun ju k  Teknis 
P en ggu naan  dan  
Pertanggungjawab  
a n  K eu an gan  
D an a  B O S

Reviu
dokum en
dan
p ro sed u r
analitik

D .1.2.1 P en ggu naan  D ana  
B O S harus  
didasarkan  
kesepakatan dan  
kepu tu san  bersam a  
antara Tim  
M an ajem en  B O S  
Sekolah, D ew an  
G u ru  dan K om ite  
sekolah &  
ditu an gk an  dalam  
B erita A ca ra  y a n g  
ditandangan i oleh  
peserta rap a t

D .1 .2 .1 .1 Penggunaan D ana  
B O S tidak  untuk  
P engem bangan  
Perpustakaan, 
Kegiatan
Penerimaan Peserta  
D idik Baru, 
Kegiatan
Pem belajaran dan  
E kstrakuri kul er, 
Kegiatan evaluasi 
pem belajaran, 
pengelolaan sekolah  
, p e n g e m b a n g a n  
p ro fe si g u ru  dan  
te n a g a
kependidikan serta  
p e n g e m b a n g a n  
m a n a g e m e n  
sekolah, Langgan an  
D a y a  d an  Ja sa , 
P e m e lih a ra a n  
sa r p r a s  se k o la h , 
p em bayaran  honor, 
p e m b e lia a n  a ta u  
p e r a w a ta n  a la t  
m u ltim e d ia  
p e m b e la ja ra n .

1 D apatkan Berita 
A ca ra  yan g  
ditandangani oleh  
p eserta  rapat 
terk ait
kesepakatan dan  
k eputusan  
b ersam a antara  
T im  M anajem en  
B O S Sekolah, 
D e w a n  Gu ru  dan  
K om ite sekolah

Permintaan
dokum en
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DILAKSANAKAN
PARAMETER

TAO PKA METODE NO TANGGAL OLEH
KERJA KKA REN REALI REN REALINO

URAIAN
NO

URAIAN CANA SASI CANA SASI

| Jenis Anggaran dan Jenis Anggaran 2 Teliti apakah Reviu
telah mengacu dan tidak mengacu Rincian dokumen
kepada Petunjuk kepada Petunjuk Penggunaan Tiap dan
Teknis Penggunaan Teknis Penggunaan Jenis Anggaran prosedur
dan dan Pertanggung Petunjuk Teknis analitik
Pertanggungjawaban jawaban Keuangan Penggunaan dan
Keuangan Dana Dana BOS Pertanggungjawab
BOS an Keuangan

Dana BOS
D.1.21 | Penggunaan Dana D1211 Penggunaan Dana 1 Dapatkan Berita Permintaan -.BOS harus BOS tidak untuk Acara yang dokumen

didasarkan Pengembangan ditandangani oleh
kesepakatan dan Perpustakaan, peserta rapat
keputusan bersama Kegiatan terkait
antara Tim Penerimaan Peserta kesepakatan dan
Manajemen BOS Didik Baru, keputusan
Sekolah, Dewan Kegiatan bersama antara
Guru dan Komite
sekolah &
dituangkan dalam
Berita Acara yang
ditandangani oleh
peserta rapat

Pembelajaran dan
Ekstrakurikuler,
Kegiatan evaluasi
pembelajaran,
pengelolaan sekolah
, pengembangan
profesi guru dan
tenaga
kependidikan serta
pengembangan
managemen
sekolah, Langganan
Daya dan Jasa,
Pemeliharaan
Sarpras sekolah,
pembayaran honor,
pembeliaan atau
perawatan alat
multimedia
pembelajaran.

Tim Manajemen
BOS Sekolah,
Dewan Guru dan
Komite sekolah

35
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D .1.2.2 Penggunaan Dana  
BOS untuk  
P engem bangan  
Perpustakaan, 
Kegiatan Penerim aan  
Peserta D id ik  Baru, 
Kegiatan
Pem belajaran dan  
Ekstrakurikuler, 
Kegiatan evaluasi 
pem belajaran, 
pengelolaan s e k o la h , 
pen gem bangan  
profesi gu ru  dan  
tenaga k epen didikan  
serta p en gem ban gan  
m anagem en sekolah, 
Langganan D aya dan  
Jasa, Pem eliharaan  
sarana dan  
prasarana sek olah , 
pem bayaran honor, 
pem beliaan atau  
peraw atan ala t  
m ultim edia  
pem belajaran.

D .1 .2 .2 .1 P en ggunaan  D ana  
B O S tid ak  untuk  
P en gem b an gan  
P erpustakaan , 
Kegiatan
Penerimaan Peserta 
D idik B aru, 
Kegiatan
P em belajaran dan  
Ek strakurikuler, 
Kegiatan evaluasi 
p em belajaran, 
pengelolaan sekolah  
, p e n g e m b a n g a n  
p r o fe s i g u r u  d a n  
te n a g a
k ependidikan serta  
p e n g e m b a n g a n  
m a n a g e m e n  
sekolah, Langgan an  
D a y a  d a n  Ja s a ,  
P e m e lih a r a a n  
s a r a n a  d a n  
p ra sa ra n a  se k o la h , 
pem b ayaran  ho nor, 
p e m b e lia a n  a ta u  
p e r a w a t a n  a la t  
m u ltim e d ia  
p e m b e l a j a r a n .

1 T eliti apakah
p en catatan
p en ggu n aan  dana
B O S untuk
P en gem b an gan
P erpustakaan ,
K egiatan
P en erim aan
Peserta D idik
B a ru , Kegiatan
Pem belajaran  dan
Ek strakurikuler,
K egiatan  evaluasi
p em b elajaran,
p en gelo laan
sek olah ,
p en gem b an g an
p ro fesi gu ru  dan
ten aga
kependidikan serta  
p en gem b an g an  
m an agem en  
sekolah ,
Lan g gan an  Daya  
d an  Ja s a ,  
P em eliharaan  
sarana dan  
p rasaran a sekolah, 
p em b ayaran  
h o n o r, p em beliaan  
atau peraw atan  
ala t m ultim edia  
p em belajaran.

R eviu
dokum en
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TAO PKA TANGGAL DILAKSANAKAN
METODE NO OLEH

PARAMETER No URAIAN No URAIAN KERJA KKA| REN REALI REN REALI
CANA SASI CANA SASI

D.1.2.2 | Penggunaan Dana D1221 Penggunaan Dana 1 Teliti apakah Reviu
BOS untuk BOS tidak untuk pencatatan dokumen
Pengembangan Pengembangan penggunaan dana
Perpustakaan, Perpustakaan, BOS untuk
Kegiatan Penerimaan Kegiatan Pengembangan
Peserta Didik Baru, Penerimaan Peserta Perpustakaan,
Kegiatan Didik Baru, Kegiatan
Pembelajaran dan Kegiatan . Penerimaan
Ekstrakurikuler,
Kegiatan evaluasi
pembelajaran,
pengelolaan sekolah,
pengembangan
profesi guru dan
tenaga kependidikan
serta pengembangan
managemen sekolah,
Langganan Daya dan
Jasa, Pemeliharaan
sarana dan
prasarana sekolah,
pembayaran honor,
pembeliaan atau
perawatan alat
multimedia
pembelajaran.

| Pembelajaran dan
Ekstrakurikuler,
Kegiatan evaluasi
pembelajaran,
pengelolaan sekolah
, pengembangan
profesi guru dan
tenaga
kependidikan serta
pengembangan
managemen
sekolah, Langganan
Daya dan Jasa,
Pemeliharaan
sarana dan
prasarana sekolah,
pembayaran honor,
pembeliaan atau
perawatan alat
multimedia
pembelajaran.

Peserta Didik
Baru, Kegiatan
Pembelajaran dan
Ekstrakurikuler,
Kegiatan evaluasi
pembelajaran,
pengelolaan
sekolah ,
pengembangan
profesi guru dan
tenaga
kependidikan serta
pengembangan
managemen
sekolah,
Langganan Daya
dan Jasa,
Pemeliharaan
sarana dan
prasarana sekolah,
pembayaran
honor, pembeliaan
atau perawatan
alatmultimedia
pembelajaran.
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2 Identifikasi apakah  
te rd ap a t
pen ggu n aan  dana  
B O S y a n g  tidak  
sesuai P etunjuk  
T ek n is
P en ggunaan  dan  
P ertan ggu ngjaw ab  
an Keuangan  
D an a  B O S

R eviu
dokum en
dan
waw ancara

D .l .2 .3 Setelah dipakai 
untuk  seb agaim ana  
tersebu t di atas, sisa  
dana BOS digunakan  
m em biayai biaya  
lainnya y a n g  
diperbolehkan dalam  
Petunjuk Teknis  
Penggunaan dan  
P ertan ggu ngjaw aban  
Keuangan Dana 
B O S

D .l .2 .3 .1 Setelah dipakai 
u ntuk  sebagaim ana  
te rse b u t di atas, 
sisa dana B O S  
tid ak  digunakan  
m em biayai biaya  
lainnya y a n g  
d iperbolehkan  
dalam  Petun ju k  
T ek n is Penggunaan  
dan P ertan ggu n g  
ja w ab a n  Keuangan  
D an a  B O S

4 Teliti apakah  
te rd a p a t dana B O S  
dipergu nakan  
u n tu k  m em bu ayai 
b iaya lainnya y a n g  
d iperbolehkan  
d alam  Petun ju k  
T ek nis
P en ggu naan  dan  
P e rtan ggu n gjaw ab  
an K euangan  
D ana BO S

Reviu
dokum en

D .1.2 .4 Penggunaan Dana  
B O S m engikuti 
ketentuan y a n g  telah  
ditetapkan oleh  
Petunjuk T eknis  
Penggunaan dan  
P ertan ggungjaw aban  
Keuangan Dana  
BO S

D .1.2 .4.1 P en ggu naan  Dana  
B O S tid ak  
m engikuti 
keten tu an  ya n g  
telah ditetapkan  
oleh Petun ju k  
T ek n is Penggunaan  
dan P ertan ggu ng  
ja w ab a n  K euangan  
D ana B O S

5 T eliti apakah  
P en ggu naan  D ana  
B O S m engikuti 
k eten tu an  y a n g  
telah ditetapkan  
oleh Petun ju k  
T ek n is
P en ggu naan  dan  
Pertanggungjaw ab  
an K euangan  
D a n a  B O S

Reviu
dokum en

37

TAO PKA TANGGAL DILAKSANAKAN
METODE NO OLEH

PARAMETER NO URAIAN No URAIAN KERJA KKA REN REALI REN REALI
CANA SASI CANA SASI

2 Identifikasi apakah | Reviu
terdapat dokumen
penggunaan dana dan
BOS yang tidak wawancara
sesuai Petunjuk
Teknis
Penggunaan dan
Pertanggungjawab
an Keuangan
Dana BOS

D.1.2.3 | Setelah dipakai D.1.2.3.1 Setelah dipakai 4 Teliti apakah Reviu
untuk sebagaimana untuk sebagaimana terdapat dana BOS | dokumen
tersebut di atas, sisa tersebut di atas, dipergunakan
dana BOS digunakan sisa dana BOS untukmembuayai
membiayai biaya tidak digunakan biaya lainnya yang
lainnya yang membiayai biaya diperbolehkan
diperbolehkan dalam lainnya yang dalam Petunjuk
Petunjuk Teknis diperbolehkan Teknis
Penggunaan dan dalam Petunjuk Penggunaan dan
Pertanggungjawaban Teknis Penggunaan Pertanggungjawab
Keuangan Dana dan Pertanggung an Keuangan
BOS jawaban Keuangan Dana BOS

Dana BOS
D.1.2.4 | Penggunaan Dana D.1.2.4,1 Penggunaan Dana 5 Teliti apakah Reviu

BOS mengikuti BOS tidak Penggunaan Dana | dokumen
ketentuan yang telah mengikuti BOS mengikuti
ditetapkan oleh
Petunjuk Teknis
Penggunaan dan
Pertanggungjawaban
Keuangan Dana
BOS

ketentuan yang
telah ditetapkan
oleh Petunjuk
Teknis Penggunaan
dan Pertanggung
jawaban Keuangan
Dana BOS

ketentuan yang
telah ditetapkan
oleh Petunjuk
Teknis
Penggunaan dan
Pertanggungjawab
an Keuangan
Dana BOS

37



P A R A M E T E R
T A O P K A

M E T O D E
K E R J A

N O
K K A

T A N G G A L
D I L A K S A N A K A N

O L E H

N O U R A I A N N O U R A I A N
R E N

C A N A
R E A L I

S A S I
R E N

C A N A
R E A L I

S A S I

D .2 .1 .1 Pengam bilan dana  
B O S diJakukan oleh  
b endahara sekolah  
atas persetujuan  
Kepala Sekolah

D .2 .1 .1 .1 Pengam bilan dana  
BOS tidak  
dilakukan oleh  
bendahara sekolah  
atas p ersetujuan  
Kepala Sekolah

1 D apatkan SK  
B en dahara B O S  
dan Kepala  
Sekolah

Permintaan
dokum en

2 Lakukan
w aw ancara dengan  
B en dahara BO S  
dan Kepala  
Sekolah

W aw ancara

3 D apatkan  
D okum en  
p en gam bilan  Dana  
B O S

A nalisis
dokum en

D .2 .2 .1 Dana B O S dalam  
su atu  p eriode tidak  
harus habis 
d ipergunakan pada  
periode tersebu t. 
B esar p enggunaan  
dana tiap bulan  
disesuaikan dengan  
kebu tu han  satuan  
pendidikan  
seb agaim ana  
tertuang dalam  
Rencana Kegiatan  
dan A n ggaran  
Sekolah (R K A S).

D .2 .2 .1 .1 Dana B O S dalam  
suatu periode  
dipergunakan  
pada periode  
te r s e b u t B esar  
pen ggu n aan  dana  
tiap bulan tidak  
disesuaikan  
dengan kebu tu han  
satuan pen didikan  
sebagaim ana  
tertuan g dalam  
Rencana K egiatan  
dan A n ggaran  
Sekolah (R K A S).

1 D apatkan buku  
tab u n gan  /  
rek en in g  
p en yim pan  dana  
B O S  se k o la h

Permintaan
dokum en

2 T eliti apakah  
p en cairan  dana  
dilakukan sesuai 
k ebu tu han  sekolah

Reviu
dokum en

3 Teliti apakah  
p en cairan  dana  
m en yisak an  saldo  
m in im u m  sesuai 
keten tuan  lem baga  
p en yalu r

R eviu
dokum en

3838

DILAKSANAKAN
PARAMETER

TAO PKA METODE NO TANGGAL OLEHME
No URAIAN No URAIAN KERJA KKA| REN REALI REN REALI

CANA SASI CANA SASI

D.2.1.1 | Pengambilan dana D2111 Pengambilan dana | 1 Dapatkan SK Permintaan
BOS dilakukan oleh BOS tidak Bendahara BOS dokumen
bendahara sekolah dilakukan oleh dan Kepala
atas persetujuan bendahara sekolah Sekolah
Kepala Sekolah atas persetujuan 2 Lakukan Wawancara

Kepala Sekolah wawancara dengan
Bendahara BOS
dan Kepala
Sekolah

3 Dapatkan Analisis
Dokumen dokumen
pengambilan Dana
BOS

D.2.2.1 Dana BOS dalam D2211 Dana BOS dalam 1 Dapatkan buku Permintaan
suatu periode tidak Suatu periode tabungan / dokumen
harus habis dipergunakan rekening
dipergunakan pada pada periode penyimpan dana
periode tersebut. tersebut. Besar BOS sekolah
Besar penggunaan penggunaan dana 2 Teliti apakah Reviu
dana tiap bulan tiap bulan tidak pencairan dana dokumen
disesuaikan dengan disesuaikan dilakukan sesuai
kebutuhan satuan dengan kebutuhan kebutuhan sekolah
pendidikan satuan pendidikan | 3 Teliti apakah Reviu
sebagaimana sebagaimana pencairan dana dokumen
tertuang dalam tertuang dalam menyisakan saldo
Rencana Kegiatan Rencana Kegiatan minimum sesuai
dan Anggaran dan Anggaran ketentuan lembaga
Sekolah (RKAS). Sekolah (RKAS). penyalur



P A R A M E T E R
T A O P K A

M E T O D E
K E R J A

N O
K K A

T A N G G A L
D I L A K S A N A K A N

O L E H

N O U R A I A N N O U R A I A N
R E N

C A N A
R E A L I

S A S I
R E N

C A N A
R E A L I

S A S I

D .2 .2 .2 Dana B O S harus  
diterim a secara utuh  
oleh satuan  
pendidikan dan tidak  
diperkenankan  
adanya p em oto ngan  
atau p un gutan  biaya  
apapun dengan  
alasan apapu n  dan 
oleh pihak  m anapun

D .2 .2 .2 .1 Dana B O S diterim a  
tidak utuh oleh  
satuan pendidikan  
dan terd ap at  
pem oto ngan  atau  
pun gutan  biaya.

1 D apatkan  
pencatatan  
penerim aan Dana  
B O S dan SK  
Penetapan

Permintaan
d okum en

D .2 .2 .3 uang tunai y a n g  ada  
di Kas Tunai tidak  
lebih dari Rp 10 juta

D .2 .2 .3 .1 uan g tunai ya n g  
ada di Kas Tunai 
m elebihi dari Rp 10 
juta

1 Teliti apakah  
T ahu n  2018, 
B endahara  
m e m e ga n g uan g  
tun ai lebih dari 10 
juta?

Permintaan
d okum en
dan
w aw ancara

D .2 .3 .1 Pem belian  
barang/jasa  
dilakukan oleh Tim  
M anajem en B O S  
Sekolah dengan  
m enggunakan  
p rinsip-prin sip  
sesuai dengan  
Petunjuk T ek nis  
Penggunaan dan  
Pertanggungjawaban  
Keuangan Dana  
BO S dan diketahui 
oleh K om ite Sekolah

D .2 .3 .1 .1 Pem belian  
barang/jasa  
dilakukan oleh  
Tim  M anajem en  
BO S Sekolah  
tidak dengan  
m enggunakan  
p rinsip-prin sip  
sesuai dengan  
Petun ju k  Teknis 
Penggunaan dan  
Pertanggungjawab  
an Keuangan  
Dana B O S dan  
tidak diketahui 
oleh K om ite  
Sekolah

1 M inta  dokum en  
pem belian barang  
dan jasa

Permintaan
d okum en

2 Teliti besaran nilai 
pem belian barang, 
apakahm e  
kanism e  
pem beliannya  
telah sesuai 
d en gan  Juknis 
P en ggu naan  dan  
P ertan ggu ng  
ja w ab a n  Keuangan  
D a n a  B O S

Reviu
dokum en

2 T eliti apakah  
P em belian  
B aran g/jasa  
diketahui Kom ite  
Sekolah

R eviu
d okum en
dan
w aw ancara

3939

DILAKSANAKAN
PARAMETER

TAO PKA METODE No TANGGAL OLEH
No URAIAN No URAIAN KERJA KKA REN REALI REN REALI

CANA SASI CANA SASI

D.2.2.2 Dana BOS harus D2221 Dana BOS diterima | 1 Dapatkan Permintaan
diterima secara utuh tidak utuh oleh pencatatan dokumen
oleh satuan Satuan pendidikan penerimaan Dana
pendidikan dan tidak dan terdapat BOS dan SK
diperkenankan pemotongan atau Penetapan
adanya pemotongan pungutan biaya.
atau pungutan biaya
apapun dengan
alasan apapun dan
oleh pihak manapun

D.2.2.3 | uang tunai yang ada D2231 uang tunai yang 1 Teliti apakah Permintaan
di Kas Tunai tidak ada di Kas Tunai Tahun 2018, dokumen
lebih dari Rp 10 juta melebihi dari Rp 10 Bendahara dan

juta memegang uang wawancara
tunai lebih dari 10
juta?

D.2.3.1 | Pembelian D2311 Pembelian 1 Minta dokumen Permintaan
barang/jasa barang/jasa pembelian barang dokumen
dilakukan oleh Tim dilakukan oleh dan jasa
Manajemen BOS Tim Manajemen 2 Teliti besaran nilai | Reviu
Sekolah dengan BOS Sekolah pembelian barang, | dokumen
menggunakan tidak dengan apakahme
prinsip-prinsip menggunakan kanisme
sesuai dengan prinsip-prinsip pembeliannya
Petunjuk Teknis sesuai dengan telah sesuai
Penggunaan dan Petunjuk Teknis dengan Juknis
Pertanggungjawaban Penggunaan dan Penggunaan dan
Keuangan Dana Pertanggungjawab Pertanggung
BOS dan diketahui an Keuangan jawaban Keuangan
oleh Komite Sekolah Dana BOS dan Dana BOS

tidak diketahui 2 Teliti apakah Reviu
oleh Komite Pembelian dokumen
Sekolah Barang/Jasa dan

diketahui Komite wawancara
Sekolah



P A R A M E T E R
T A O P K A

M E T O D E
K E R J A

N O
K K A

T A N G G A L
D I L A K S A N A K A N

O L E H

N O U R A I A N N O U R A I A N
R E N

C A N A
R E A L I

S A S I
R E N

C A N A
R E A L I

S A S I

D .2 .3 .2 Pem belian b arang  
dan jasa terk ait  
biaya rehabilitasi 
ringan /
pem eliharaan telah  
sesuai dengan  
P etunjuk T ek nis  
Penggunaan dan  
Pertanggungjawaban  
Keuangan Dana  
BO S

D .2 .3 .2 .1 Pem belian barang  
dan jasa  terkait 
biaya rehabilitasi 
ringan /
pem eliharaan tidak  
sesuai dengan  
Petun ju k  Teknis 
P en ggunaan  dan 
P ertan ggu n g  
ja w ab a n  K euangan  
D ana B O S

1 M inta dokum en  
pem belian barang  
dan jasa terkait 
biaya perbaikan/  
peraw atan

Permintaan
dokum en

2 Teliti besaran nilai 
setiap pem belian, 
apakah  
m ekanism e  
p em beliann ya  
telah sesuai 
dengan Petun ju k  
Teknis
Penggunaan dan  
Pertanggungjawab  
an Keuangan  
D an a B O S

Reviu
dokum en

E . K E T E P A T A N  
A D M I N I S T R A S I

E .1.1 .1 Sekolah telah  
M engisi, m en girim  
dan m en g-u pd ate  
data pokok  
pendidikan secara  
lengkap kedalam  
sistem  y a n g telah  
disediakan oleh  
K em dikbud dan  
ditandatangani 
sesuai dengan  
P etunjuk Teknis  
Penggunaan dan  
Pertanggungjaw aban  
Keuangan D ana  
B O S

E .1 .1 .1 .1 Sekolah tidak  
M en gisi, m engirim  
dan m en g-u pd ate  
data pokok  
p en d idikan  secara  
len gk ap  kedalam  
sistem  y a n g  telah 
disediakan  oleh  
K em d ik b u d  dan 
tidak
d itandatangani 
sesuai dengan  
Juk nis Penggunaan  
dan P ertan ggu ng  
ja w ab a n  Keuangan  
D a n a  B O S

1 D apatkan data  
pokok pendidi kan

Permintaan
dokum en

*
. . .

2 Teliti data pokok  
pendidikan telah  
ditandatangani 
sesuai dengan  
Petun ju k  Teknis  
P en ggunaan  dan  
Pertanggungjawab  
an Keuangan  
D ana BO S

Reviu
dokum en

40

DILAKSANAKANTAO
PKA METODE NO TANGGAL OLEH

PARAMETER KERJA KKA| REN REALI | REN | REALINO
URAIAN

NO
URAIAN CANA SASI CANA sasi

D.2.3.2 | Pembelian barang D2321 Pembelian barang | 1 Minta dokumen Permintaan
dan jasa terkait dan jasa terkait pembelian barang dokumen
biaya rehabilitasi biaya rehabilitasi dan jasa terkait
ringan / ringan / biaya perbaikan/
pemeliharaan telah pemeliharaan tidak perawatan
Sesuai dengan sesuai dengan 2 Teliti besarannilai | Reviu
Petunjuk Teknis Petunjuk Teknis setiap pembelian, dokumen
Penggunaan dan Penggunaan dan apakah
Pertanggungjawaban Pertanggung mekanisme
Keuangan Dana jawaban Keuangan pembeliannya
BOS Dana BOS telah sesuai

dengan Petunjuk
Teknis
Penggunaan dan
Pertanggungjawab
an Keuangan
Dana BOS

E. KETEPATAN
ADMINISTRASI

E.1.1.1 Sekolah telah E1111 Sekolah tidak 1 Dapatkan data Permintaan ,
Mengisi, mengirim Mengisi, mengirim poKok pendidikan dokumen
dan meng-update dan meng-update
data pokok data pokok 2 Teliti data pokok Reviu
pendidikan secara pendidikan secara pendidikan telah dokumen
lengkap kedalam lengkap kedalam ditandatangani
sistem yang telah sistem yang telah sesuai dengan
disediakan oleh disediakan oleh Petunjuk Teknis
Kemdikbud dan Kemdikbud dan Penggunaan dan
ditandatangani tidak Pertanggungjawab
sesuai dengan ditandatangani an Keuangan
Petunjuk Teknis sesuai dengan Dana BOS
Penggunaan dan Juknis Penggunaan
Pertanggungjawaban
Keuangan Dana
Bos

dan Pertanggung
jawaban Keuangan
Dana BOS

40



P A R A M E T E R
T A O P K A

M E T O D E
K E R J A

N O
K K A

T A N G G A L
D I L A K S A N A K A N

O L E H

N O U R A I A N N O U R A I A N
R E N

C A N A
R E A L I

S A S I
R E N

C A N A
R E A L I

S A S I

E .l .1 .2 Sisw a m iskin di 
sekolah m asu k  
dalam  D aftar Sisw a  
M iskin y a n g  
D ibebaskan dari 
Segala Jenis  
P u n g u tan /lu ran

E .1 .1 .2 .1 Sisw a  m iskin di 
sek olah belum  
m a su k  dalam  
D aftar Sisw a M iskin  
y a n g  D ibebaskan  
dari Segala Jenis  
P u n g u tan /lu ra n

1 Teliti apakah  
Sisw a m iskin di 
sekolah m asuk  
dalam  D aftar  
Sisw a  M iskin y a n g  
D ibebaskan dari 
Segala Jenis  
P u n g u tan /lu ra n

Reviu
dokum en,
w aw ancara
dan
observasi

E .l .1 .3 Dana BO S telah  
dim asukkan seb agai 
salah satu su m b e r  
penerim aan d alam  
R K A S

E .1 .1 .3 .1 Sek olah tidak  
m em asuk k an  Dana  
B O S sebagai 
su m b e r penerim aan  
dalam  R K A S

1 D a p a tk a n  R K A S Permintaan
dokum en

2 Teliti apakah R K A S  
telah
m en cantum kan  
dana B O S sebagai 
su m b er  
pen erim aan

Reviu
dokum en

E .1 .1 .4 Dana BOS diterim a  
di rekening sekolah  
(tidak di rekening  
pribadi)

E .1 .1 .4 .1 D ana B O S tidak  
d iterim a di 
rek en in g sekolah

1 D a p a tk a n  b u k u  
ta b u n g a n  
p e n y im p a n  B O S

Permintaan
dokum en

2 Teliti apakah buku  
tab u n gan  te rse b u t  
atas n am a sekolah  
atau atas n am a  
pribadi

Reviu
dokum en

4141

DILAKSANAKAN
PARAMETER

TAO
PKA METODE NO TANGGAL OLEH

No URAIAN No URAIAN KERJA KKA REN REALI REN REALI
CANA SASI CANA SASI

E.1.1.2 Siswa miskin di E1121 Siswa miskin di 1 Teliti apakah Reviu
sekolah masuk Sekolah belum Siswa miskin di dokumen,
dalam Daftar Siswa masuk dalam sekolah masuk wawancara
Miskin yang Daftar Siswa Miskin dalam Daftar dan
Dibebaskan dari yang Dibebaskan Siswa Miskin yang | observasi
Segala Jenis dari Segala Jenis Dibebaskan dari
Pungutan/luran Pungutan/Iuran Segala Jenis

Pungutan/luran
E.1.1.3 Dana BOS telah E1131 Sekolah tidak 1 Dapatkan RKAS Permintaan

dimasukkan sebagai memasukkan Dana dokumen
salah satu sumber BOS sebagai
penerimaan dalam sumber penerimaan| 2 Teliti apakah RKAS | Reviu
RKAS dalam RKAS telah dokumen

mencantumkan
dana BOS sebagai
sumber
penerimaan

E.1.1.4 | Dana BOS diterima E1141 Dana BOS tidak 1 Dapatkan buku Permintaan
di rekening sekolah diterima di tabungan dokumen
(tidak di rekening rekening sekolah penyimpan BOS
pribadi) 2 Teliti apakah buku | Reviu

tabungan tersebut | dokumen
atas nama sekolah
atau atas nama
pribadi



P A R A M E T E R
T A O P K A

M E T O D E
K E R J A

N O
K K A

T A N G G A L
D I L A K S A N A K A N

O L E H

N O U R A I A N N O U R A I A N
R E N

C A N A
R E A L I

S A S I
R E N

C A N A
R E A L I

S A S I

E.2.1 .1 Sekolah telah  
m em bukukan seluru h  
transaksi p enerim aan  
dan penggunaan dana  
B O S sesuai Petun ju k  
T eknis Pelaporan dan  
P ertan ggu ngjaw aban  
Keuangan dan telah  
d id u k u n g dengan  
bukti kuitansi y a n g  
sah

E .2 .1 .1 .1 Sekolah belum  
m em bu kukan  
seluru h transaksi 
p enerim aan dan  
p en ggu n aan  dana  
B O S sesuai 
Petun ju k  Teknis  
Pelaporan dan  
P ertan ggu ng  
ja w ab a n  K euangan  
dan belum  
d id u k u n g dengan  
bukti kuitansi y a n g  
sah

1 Dapatkan  
p en catatan  
p en ggu n aan  dana  
beserta d oku m en  
p en d uk un gn ya  
(m isal kuitansi 
yang sah)

Permintaan
dokum en

2 Teliti apakah  
dokum en  
p en d u k u n g ya n g  
ada cukup  
m em adai secara  
formil dan materil

Reviu
dokum en,
wawancara
dan
observasi

3 Identifikasi apakah  
terd ap at transaksi 
y a n g  belum  
te rca ta t

Reviu
dokum en

E .2 .2 .1 Sekolah telah 
m en gum um kan  
besar dana ya n g  
diterim a dan dikelola  
oleh sekolah dan  
rencan a pen ggu n aan  
d an a BO S (R K A S) di 
p apan  pen gu m u m an  
sekolah y a n g  
ditandatangani oleh  
Kepala Sekolah, 
B endahara dan  
K etua Kom ite  
Sekolah

E .2 .2 .1 .1 Sekolah belum  
m en gu m u m k an  
besar dana y a n g  
d iterim a dan  
dikelola oleh  
sekolah dan  
rencana
p en ggu n aan  dana  
B O S (R K A S) di 
papan
p en gu m u m an  
sekolah y a n g  
ditand atangan i 
oleh Kasek, 
B en dahara dan  
Ketua K om ite  
Sekolah

1 Lakukan ob servasi 
apakah terd ap a t  
besar dana y a n g  
diterim a dan  
dikelola oleh  
sekolah dan  
rencan a
p en ggu n aan  dana  
B O S (R K A S) di 
papan
p en gu m u m an
sekolah

Reviu
dokum en,
wawancara
dan
observasi

42

C

DILAKSANAKAN
PARAMETER

TAO
PKA METODE NO TANGGAL OLEH

NO URAIAN No URAIAN KERJA KKA REN REALI REN REALI
CANA SASI CANA SASI

E.2.1.1 Sekolah telah E2111 Sekolah belum 1 Dapatkan Permintaan
membukukan seluruh membukukan pencatatan dokumen
transaksi penerimaan seluruh transaksi penggunaan dana
dan penggunaan dana penerimaan dan beserta dokumen
BOS sesuai Petunjuk penggunaan dana pendukungnya
Teknis Pelaporan dan BOS sesuai (misal kuitansi
Pertanggungjawaban Petunjuk Teknis yang sah)
Keuangan dan telah Pelaporan dan 2 Teliti apakah Reviu
didukung dengan Pertanggung dokumen dokumen,
bukti kuitansi yang jawaban Keuangan pendukung yang wawancara
sah dan belum ada cukup dan

didukung dengan memadai secara observasi
bukti kuitansi yang formil dan materil
sah 3 Identifikasi apakah | Reviu

terdapat transaksi | dokumen
yang belum
tercatat

E.2.2.1 | Sekolah telah E2211 Sekolah belum 1 Lakukan observasi | Reviu
mengumumkan mengumumkan apakah terdapat dokumen,
besar dana yang besar dana yang besar dana yang wawancara
diterima dan dikelola diterima dan diterima dan dan
oleh sekolah dan dikelola oleh dikelola oleh observasi
rencana penggunaan
dana BOS (RKAS) di
papan pengumuman
sekolah yang
ditandatangani oleh
Kepala Sekolah,
Bendahara dan
Ketua Komite
Sekolah

sekolah dan
rencana
penggunaan dana
BOS (RKAS) di
papan
pengumuman
sekolah yang
ditandatangani
oleh Kasek,
Bendahara dan
Ketua Komite
Sekolah

sekolah dan
rencana
penggunaan dana
BOS (RKAS) di
papan
pengumuman
sekolah
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P A R A M E T E R
T A O P K A

M E T O D E N O
T A N G G A L

D I L A K S A N A K A N
O L E H

N O U R A I A N N O U R A I A N
K E R J A K K A R E N

C A N A
R E A L I

S A S I
R E N

C A N A
R E A L I

S A S I

2 Lakukan
w aw a n ca ra  kepada  
gu ru, m u rid , 
K om ite Sek olah, 
o rg tua m u rid  
m engenai 
k em u dahan  akses 
terh ad ap  besar  
dana y a n g  diterim a  
dan dikelola oleh  
sekolah dan  
rencana
p en ggu n aan  dana  
B O S (R K A S)

Reviu
d oku m en ,
w aw ancara
dan
ob servasi

3 Lakukan
w aw ancara kepada  
gu ru , m u rid , 
K om ite Sekolah, 
o rg tua m u rid  
m engenai rencana  
p e n g g u n a a n  B O S

Reviu
d o ku m en ,
w aw ancara
dan
observasi

E .2 .2 .2 Sekolah telah  
m en gu m u m k an  
penggunaan dana  
B O S di papan  
pen gu m u m an  
sekolah,

E .2 .2 .2 Sekolah belum  
m en gu m u m kan  
p enggunaan dana  
BO S di papan  
pen gu m u m an  
sekolah

1 Lakukan ob servasi 
apakah terd ap a t  
Laporan
P en ggu naan  B O S  
di papan  
p en gu m u m an  
sekolah

Reviu
d o ku m en ,
w aw ancara
dan
ob servasi

4343

DILAKSANAKAN
PARAMETER

TAO
PKA METODE NO TANGGAL OLEH

No URAIAN No URAIAN KERJA KKA REN REALI REN REALICANA SASI CANA SASI

2 Lakukan Reviu
wawancara kepada | dokumen,
guru, murid, wawancara
Komite Sekolah, dan
org tua murid observasi
mengenai
kemudahan akses
terhadap besar
dana yang diterima
dan dikelola oleh
sekolah dan
rencana
penggunaan dana
BOS (RKAS)

3 Lakukan Reviu
wawancara kepada | dokumen,
guru, murid, wawancara
Komite Sekolah, dan
Org tua murid observasi
mengenai rencana
penggunaan BOS

E.2.2.2 Sekolah telah E.2.2.2 | Sekolah belum 1 Lakukan observasi | Reviu
mengumumkan mengumumkan apakah terdapat dokumen,
penggunaan dana penggunaan dana Laporan wawancara
BOS di papan BOS di papan Penggunaan BOS dan
pengumuman pengumuman di papan observasi
sekolah, sekolah pengumuman

sekolah



r

P A R A M E T E R
T A O P K A

M E T O D E
K E R J A

N O
K K A

T A N G G A L
D I L A K S A N A K A N

O L E H

N O U R A I A N N O U R A I A N
R E N

C A N A
R E A L I

S A S I
R E N

C A N A
R E A L I

S A S I

E.2.2 .3 Sekolah telah  
m em bu at laporan  
tahunan y a n g  
m erupakan  
kom pilasi dari 
pengunaan dana  
BO S tiap triw u lan  
u ntuk  diserahkan  
kepada Dinas  
Pendidikan dan  
K ebudayaan Kota  
A m bon

E .2 .2 .3 .1 Sek olah belum  
b elu m  m em bu at 
lapo ran  tahunan  
y a n g  m erupakan  
k om p ilasi dari 
p en gu naan  dana  
B O S tiap  
triw u la n  untuk  
diserahkan  
k epada Dinas 
Pendidikan dan  
K ebudayaan  
Kota A m bon

1 Dapatkan laporan  
tahunan y a n g  
m erupakan  
kom pilasi dari 
pengunaan dana  
B O S tiap triw u lan  
untuk diserahkan  
kepada Dinas  
Pendidikan dan  
K ebudayaan Kota  
A m bon

Permintaan
dokum en

E.2 .2 .4 Sekolah telah  
m en gin form asik an  
secara tertulis 
rekapitulasi 
penerim aan dan  
p enggunaan dana  
B O S kepada o ra n g  
tua sisw a setiap  
sem ester bersam aan  
dengan pertem uan  
o ran g tua sisw a  dan  
sekolah;

E .2 .2 .4 .1 Sekolah belum  
m enginform asik  
an secara  
tertulis  
rekapitulasi 
p enerim aan dan  
p en ggu n aan  
dana B O S  
kepada orang  
tua sisw a  setiap  
se m ester  
b ersam aan  
d en gan  
pertem u an  
o ra n g  tua sisw a  
dan sekolah'

1 Lakukan
w aw ancara kepada  
o rg tua m urid  
m engenai 
kem udahan akses  
terhadap  
rekapitulasi 
penerim aan dan  
p enggunaan dana  
BO S

W aw ancara

\ ^
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DILAKSANAKAN
PARAMETER

TAO
PKA METODE NO TANGGAL OLEH

No URAIAN No URAIAN KERJA KKA REN REALI REN REAL
CANA SASI CANA SASI

E.2.2.3 | Sekolah telah E2231 Sekolah belum 1 Dapatkan laporan Permintaan
membuat laporan belum membuat tahunan yang dokumen
tahunan yang laporan tahunan merupakan
merupakan yang merupakan kompilasi dari
kompilasi dari kompilasi dari pengunaan dana
pengunaan dana pengunaan dana BOS tiap triwulan
BOS tiap tiwulan BOS tiap untuk diserahkan
untuk diserahkan triwulan untuk kepada Dinas
kepada Dinas diserahkan Pendidikan dan
Pendidikan dan kepada Dinas Kebudayaan Kota
Kebudayaan Kota Pendidikan dan Ambon
Ambon Kebudayaan

Kota Ambon

E.2.2.4 | Sekolah telah E.2.2.4.1| Sekolah belum 1 Lakukan Wawancara
menginformasikan
secara tertulis
rekapitulasi
penerimaan dan
penggunaan dana
BOS kepada orang
tua siswa setiap
Semester bersamaan
dengan pertemuan
orang tua siswa dan
sekolah:

menginformasik
“an secara
tertulis
rekapitulasi
penerimaan dan
penggunaan
dana BOS
kepada orang
tua siswa setiap
semester
bersamaan
dengan
pertemuan
Orang tua siswa
dan sekolah'

wawancara kepada
Org tua murid
mengenai
kemudahan akses
terhadap
rekapitulasi
penerimaan dan
penggunaan dana
Bos
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P A R A M E T E R
T A O P K A

M E T O D E
K E R J A

N O
K K A

T A N G G A L
D I L A K S A N A K A N

O L E H

N O U R A I A N N O U R A I A N
R E N

C A N A
R E A L I

S A S I
R E N

C A N A
R E A L I

S A S I

E.2 .2 .5 Sekolah telah  
m em b u at laporan  
realisasi
p en ggu n aan  dana  
B O S triw u lanan  
y a n g  d itand atangan i 
oleh Kepala Sek olah, 
B en dahara dan  
K etua K om ite  
Sekolah;

E .2 .2 .5 .1 Sekolah belum
m em bu at
laporan realisasi
penggunaan
dana BO S
triw ulanan
y a n g
ditandatangani 
oleh Kepala 
Sekolah, 
Bendahara dan  
Ketua K om ite  
Sekolah;

1 D apatkan laporan  
realisasi
p en ggu n aan  dana  
B O S triw ulanan  
y a n g
d itandatangani 
oleh Kepala  
Sekolah, 
B en dahara dan  
K etua K om ite  
Sekolah

Reviu
dokum en,
w aw ancara
dan
observasi

E .2 .2 .6 Sekolah telah  
m e m asan g sp a n d u k  
di sekolah terk ait 
kebijakan  
p en d idikan  bebas  
p un gutan ;

E .2 .2 .6 .1 Sekolah belum  
m em asan g  
sp and uk  di 
sekolah terkait 
kebijakan  
pendidikan  
bebas pungutan;

1 Lakukan
w aw ancara kepada  
gu ru , m urid, 
K om ite Sekolah, 
o rg tua m u rid

Reviu
dokum en,
w aw ancara
dan
observasi

E .3 .1 .1 K epala Sekolah  
bersedia  
m en an d atan gan i 
su ra t pernyataan  
ta n g g u n g  ja w ab  ya n g  
m en yatakan  bahw a  
B O S yang diterima 
telah digu nakan  
sesuai N P H  B O S

E .3 .1 .1 .
1

K epala Sekolah  
tidak
m enandatangani 
su ra t p ernyataan  
ta n g g u n g  jaw ab  
y a n g  m enyatakan  
b ah w a B O S y a n g  
diterim a telah  
digunakan sesuai 
N P H  B O S

1 D apatkan su ra t  
pern yataan  
ta n g g u n g  ja w ab  
y a n g  m enyatakan  
b ah w a B O S y a n g  
d iterim a telah  
digunakan  sesuai 
N P H  B O S y a n g  
d ib u a t K epala  
Sekolah

Permintaan
dokum en

4545

TAO PKA TANGGAL DILAKSANAKAN
METODE NO OLEHPARAMETER

NG URAIAN No URAIAN KERJA KKA| REN REALI REN REALI
CANA SASI CANA SASI

E.2.2.5 Sekolah telah E2251 Sekolah belum 1 Dapatkan laporan Reviu
membuat laporan membuat realisasi dokumen,
realisasi laporan realisasi penggunaan dana wawancara
penggunaan dana penggunaan BOS triwulanan dan
BOS triwulanan dana BOS yang observasi
yang ditandatangani triwulanan ditandatangani
oleh Kepala Sekolah, yang | oleh Kepala
Bendahara dan ditandatangani Sekolah,
Ketua Komite oleh Kepala Bendahara dan
Sekolah, Sekolah, Ketua Komite

Bendahara dan Sekolah
Ketua Komite
Sekolah:

E.2.2.6 Sekolah telah E.2.2.6.1| Sekolah belum 1 Lakukan Reviu
memasang spanduk memasang wawancara kepada | dokumen,
di sekolah terkait spanduk di guru, murid, wawancara
kebijakan sekolah terkait Komite Sekolah, dan
pendidikan bebas kebijakan org tua murid observasi
pungutan, pendidikan

bebas pungutan:
E.3.1.1 | Kepala Sekolah | E.3.1.1. | Kepala Sekolah | 1 Dapatkan surat Permintaan

bersedia 1 tidak pernyataan dokumen
menandatangani menandatangani tanggung jawab
surat pernyataan surat pernyataan yangmenyatakan
tanggung jawab yang tanggung jawab bahwa BOS yang
menyatakan bahwa yang menyatakan diterima telah
BOS yang diterima bahwa BOS yang digunakan sesuai
telah digunakan diterima telah NPH BOS yang
sesuai NPH BOS digunakan sesuai dibuat Kepala

NPH BOS Sekolah



<•

P A R A M E T E R
T A O P K A

M E T O D E
K E R J A

N O
K K A

T A N G G A L
D I L A K S A N A K A N

O L E H

N O U R A I A N N O U R A I A N
R E N

C A N A
R E A L I

S A S I
R E N

C A N A
R E A L I

S A S I

2 Pastikan agar  
Kepala Sekolah  
bersedia m em b u at  
pernyataan  
terhadap  
kebenaran  
p ertan ggu n g  
ja w ab a n n y a

W aw an cara

E .3 .2 .1 Sekolah telah  
m em buat laporan  
realisasi p en ggu n aan  
dana per su m b e r dana  
dan telah sesuai 
Petunjuk Teknis  
Penggunaan dan  
P ertan ggu ngjaw aban  
Keuangan D an a B O S

E .3 .2 .1 .1 Sekolah belum  
m e m b u a t  
laporan realisasi 
pen ggu n aan  
d an a per su m b er  
dana dan belum  
sesuai dengan  
P e tu n ju k  Teknis  
P en ggu naan  dan  
Pertanggungjaw a  
ban Keuangan  
D a n a  B O S

1 D apatkan Laporan  
realisasi
p en ggu n aan  dana  
per su m b e r dana

Permintaan
dokum en

2 Pastikan telah  
sesuai dengan  
P etunjuk Teknis  
P en ggu naan  dan  
P erta n ggu n g  
ja w ab a n  K euangan  
D ana B O S

R eviu
dokum en,
dan
w aw ancara

E.3 .2 .2 Sekolah telah  
m em buat Lem b ar  
pencatatan  
pertanyaan/kritik/  
saran

E .3 .2 .2 .1 Sekolah belum
m e m b u a t
Lem b ar
pen catatan
p ertan yaan /
kritik/saran

1 D apatkan Lem b ar  
pen catatan  
p ertanyaan/kritik/  
saran

Permintaan
dokum en

2 Lakukan
w aw ancara kepada  
gu ru , m u rid , 
K om ite Sekolah, 
org tua m u rid  
m engenai Lem b ar  
p encatatan  
pertan yaan /kritik/  
saran

R eviu
dokum en,
dan
w aw ancara

4646

DILAKSANAKAN
PARAMETER

TAO PKA METODE NO TANGGAL OLEH
No URAIAN NO URAIAN KERJA KKA REN REALI REN REALI

CANA SASI CANA SASI

2 Pastikan agar Wawancara
Kepala Sekolah
bersedia membuat
pernyataan
terhadap
kebenaran
pertanggung
jawabannya

E.3.2.1 Sekolah telah E3211 Sekolah belum 1 Dapatkan Laporan | Permintaan
membuat laporan membuat realisasi dokumen
realisasi penggunaan laporan realisasi penggunaan dana
dana per sumber danal penggunaan per sumber dana
dan telah sesuai dana per sumber 2 Pastikan telah Reviu
Petunjuk Teknis dana dan belum sesuai dengan dokumen,
Penggunaan dan sesuai dengan Petunjuk Teknis dan
Pertanggungjawaban Petunjuk Teknis Penggunaan dan wawancara
Keuangan Dana BOS Penggunaan dan Pertanggung

Pertanggungjawa jawaban Keuangan
ban Keuangan Dana BOS
Dana BOS

E.3.2.2 Sekolah telah E3221 Sekolah belum 1 Dapatkan Lembar | Permintaan
membuat Lembar membuat pencatatan dokumen
pencatatan Lembar pertanyaan/kritik/
pertanyaan/kritik/ pencatatan saran
saran pertanyaan/ 2 Lakukan Reviu

kritik/saran wawancara kepada | dokumen,
guru, murid, dan
Komite Sekolah, wawancara
Org tua murid
mengenai Lembar
pencatatan
pertanyaan/kritik/
saran



P A R A M E T E R
T A O P K A

M E T O D E
K E R I A

N O
K K A

T A N G G A L
D I L A K S A N A K A N

O L E H

N O U R A I A N N O U R A I A N
R E N

C A N A
R E A L I

S A S I
R E N

C A N A
R E A L I

S A S I

E .3 .2 .3 Sekolah telah 
m e m b u a t Lembar 
p encatatan  
pen gaduan

E .3 .2 .3 .1 Sekolah belum
m em b u at
Lem b ar
p en catatan
pengaduan

1 D apatkan Lem b ar
pencatatan
pengaduan

R eviu
dokum en,
dan
waw ancara

E.3 .2 .4 Sekolah telah  
m e m b u a t Laporan  
K egiatan dan  
Pertanggungjaw aban  
tiap triw u lan  ke 
D inas Pendidikan  
dan K ebudayaan  
K ota A m bo n

E .3 .2 .4 .1 Sekolah belum  
m em b u at  
Laporan  
K egiatan dan 
Pertanggungjawa  
ban tiap  
triw ulan  ke 
Dinas
Pendidikan dan  
K ebudayaan  
Kota Am bon

1 D apatkan Laporan  
Kegiatan dan  
P ertan ggungjaw ab  
an tiap triw ulan  
ke Dinas  
Pendidikan dan  
K ebudayaan K ota  
A m bon

R eviu
dokum en,
dan
wawancara

Kajen,Supervisor, Ketua Tim
N IP N IP .

47

Kajen,

Supervisor, Ketua Tim

NIP NIP.
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DILAKSANAKAN
PARAMETER

TAO
PKA METODE NO TANGGAL OLEH

No URAIAN NO URAIAN KERJA KKA REN REALI REN REALI
CANA SASI CANA SASI

E.3.2.3 Sekolah telah | E3231 Sekolah belum 1 Dapatkan Lembar Reviu
membuat Lembar membuat pencatatan dokumen,
pencatatan Lembar pengaduan dan
pengaduan pencatatan wawancara

pengaduan
E.3.2.4 Sekolah telah E3241 Sekolah belum 1 Dapatkan Laporan | Reviu

membuat Laporan membuat Kegiatan dan dokumen,
Kegiatan dan Laporan Pertanggungjawab | dan
Pertanggungjawaban Kegiatan dan an tiap triwulan wawancara
tiap triwulan ke Pertanggungjawa ke Dinas
Dinas Pendidikan ban tiap Pendidikan dan
dan Kebudayaan triwulan ke Kebudayaan Kota
Kota Ambon Dinas Ambon

Pendidikan dan
Kebudayaan
Kota Ambon



8. CONTOH FORMAT LAPORAN HASIL AUDIT KINERJA

PEM ERINTAH KOTA AMBON
I N S P E K T O R A TJl. Rijali No. 29 Telp. [0911) 356361 Am bon 97121

LAPORAN HASIL AUDIT KINERJA
ATAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

TAHUN A N G G A R A N ..............SATUAN  KER JA  : SMP NEGERI XX KOTA AM BON N O M O R: 7 1 3 .1 9 1 / ..... / K IN E R JA / ..../ 2 0 1 9 .R H S .T A N G G A L  :TAH UN  A N GG A R A N  : ...................
BAB I

SIMPULAN HASIL AUDITDalam rangka menilai keberhasilan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang efisien, efektif dan ekonomis melalui aspek tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat penggunaan dan tepat adm inistrasi, telah dilakukan Audit Kinerja Pengelolaan Dana BOS pada SMP Negeri XX dengan hasil seb agaib eriku t:
A. REALISASI KEUANGANTotal Dana BOS pada SMP Negeri XX Kota Ambon Tahun Anggaran.............. se b e sa r R p ...........,0 0  d en gan  rin cian  S a ld o  a w a l 31 D e s e m b e r...... sen ila i R p ...........,00  d an  A lo k a si D an a B O S T a h u n  A n g g a r a n .............. p ad aSMP Negeri XX Kota Ambon sebesar R p ..................................... ,00.Realisasi penggunaan Dana BOS per 31 D e s e m b e r .......8 sebesar R p ............ ,00a t a u .....%  d ari T otal D ana B O S seb e sa r R p ...........,0 0 . Sisa D an a B O S p er 31D esem ber .... sebesar R p ............,0 0  a ta u  % .

T o ta l D a n a  B O S R ealisasi S is a  D a n a
Ju m lah  (Rp) % Ju m lah  (Rp) % Ju m la h  (Rp) %

Tidak terserapnya dana BOS Tahun A nggaran ................ disebabkan :
N o . Ju m lah  (Rp) P en jela sa n  T id ak  T e rse ra p  D an a B O S

B. PENILAIAN KINERJASMP Negeri XX Kota Ambon m endapatkan predikat Ciikup B e r h a s il  (Capaian  
71,85). dengan Rincian Predikat untuk m asing-m asing Aspek sebagai berikut:
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8. CONTOH FORMAT LAPORAN HASIL AUDIT KINERJA

PEMERINTAH KOTA AMBON
INSPEKTORAT

Jl. Rijali No. 29 Telp. (0911) 356361 Ambon 97121

LAPORAN HASIL AUDIT KINERJA
ATAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

TAHUN ANGGARAN

SATUAN KERJA : SMP NEGERI XX KOTA AMBON NOMOR
713.191/...../KINERJA/,.../2019.RHS.

TANGGAL :

TAHUN ANGGARAN :

BAB I
SIMPULAN HASIL AUDIT

Dalam rangka menilai keberhasilan Program Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) yang efisien, efektifdan ekonomis melalui aspek tepat sasaran, tepat jumlah,
tepatwaktu, tepat penggunaan dan tepat administrasi, telah dilakukan Audit Kinerja
Pengelolaan Dana BOS pada SMP Negeri XX dengan hasil sebagaiberikut :

A. REALISASI KEUANGAN

Total Dana BOS pada SMP Negeri XX Kota Ambon Tahun Anggaran
sebesar Rp 00 dengan rincian Saldo awal 31 Desember

senilai Rp ,00 dan Alokasi Dana BOS Tahun Anggaran pada
SMP Negeri XX Kota Ambon sebesar Rp ,00.

Realisasi penggunaan Dana BOS per 31 Desember 8 sebesar Rp ,00
atau Y6 dari Total Dana BOS sebesar Rp ,00. Sisa Dana BOS per 31
Desember .... sebesar Rp ,00 atau Y4.

Tidak terserapnya dana BOS Tahun Anggaran disebabkan :

No. Jumlah (Rp) Penjelasan Tidak Terserap Dana BOS

B. PENILAIAN KINERJA

SMP Negeri XX Kota Ambon mendapatkan predikat Cukup Berhasil (Capaian
71,85). dengan Rincian Predikat untuk masing-masingAspek sebagai berikut:

IC

Total Dana BOS Realisasi Sisa Dana
Jumlah (Rp) th Jumlah (Rp) Jumlah (Rp)

48



No A sp ek P re d ik a t
1 A spek  K etepatan Sasaran 19,00
2 A sp e k  K etepatan jum lah 16,00
3 A sp e k  Ketepatan W aktu 02,41
4 A sp e k  Ketepatan Pengelolaan Dana 21,93
5 A sp e k  K etepatan A d m inistrasi 12,50

Ju m la h 7 1 ,8 5

C. HAMBATAN PENCAPAIAN KINERJAHam batan pencapaian kinerja dalam melaksanakan program BOS Tahun A n g ga ran .......pada SMP Negeri XX Kota Am bon adalah sebagai berikut:
1. Aspek Ketepatan SasaranScore capaian kinerja aspek Ketepatan Sasaran adalah sebesar 19,00 dengan predikat Sangat Berhasil, tidak ada ham batan  dalam pencapaian kinerja pada aspek Ketepatan Sasaran.2. Aspek Ketepatan Jum lahScore capaian kinerja aspek Ketepatan Jum lah adalah sebesar 1 6 ,0 0  dengan predikat S a n g a t B erhasil, tidak ada ham batan  dalam  pencapaian kinerja pada aspek Ketepatan Jum lah.
3. Aspek Ketepatan WaktuScore capaian kinerja aspek Ketepatan W aktu adalah sebesar 2,41 dengan predikat Kurang Berhasil, hambatan  dalam pencapaian kinerja pada aspek Ketepatan W aktu adalah : keterlam batan dalam  penerim aan dana BOSBeberapa keterlambatan yang terjadi antara lain :a ......................................... ;c .........................................;
4. Aspek Ketepatan Pengelolaan DanaScore capaian kinerja aspek Ketepatan Pengelolaan Dana adalah sebesar 21,93 dengan predikat Berhasil, Ham batan  dalam pencapaian kinerja pada aspek Ketepatan Penggunaan adalah :

a. ;
b. ;c . ;

5. Aspek Ketepatan AdministrasiScore capaian kinerja aspek Ketepatan Adm inistrasi adalah sebesar 12,50 dengan predikat Berhasil, Ham batan  dalam  pencapaian kinerja pada aspek Ketepatan Adm inistrasi adalah :
a. ;
b. ;c . ;

D. REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJASehubungan dengan masih terdapat hambatan dalam  pencapaian kinerja, maka direkom endasikan kepada Kepala SMP Negeri XX Kota Am bon agar :1 ............. ;
3.

f
i, '  •
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HAMBATAN PENCAPAIAN KINERJA

Hambatan pencapaian kinerja dalam melaksanakan program BOS Tahun
Anggaran pada SMP Negeri XX Kota Ambon adalah sebagai berikut:
1. Aspek Ketepatan Sasaran

Score capaian kinerja aspek Ketepatan Sasaran adalah sebesar 19,00
dengan predikatSangat Berhasil, tidak ada hambatan dalampencapaian
kinerja pada aspek Ketepatan Sasaran.”

Aspek Ketepatan Jumlah
Score capaian kinerja aspek Ketepatan Jumlah adalah sebesar 16,00
dengan predikat Sangat Berhasil, tidak ada hambatan dalam
pencapaian kinerja pada aspek Ketepatan Jumlah.

|

Aspek Ketepatan Waktu
Score capaian kinerja aspek Ketepatan Waktu adalah sebesar 2,41 dengan
predikat Kurang Berhasil, hambatan: dalam pencapaian kinerja pada
aspek Ketepatan Waktu adalah : keterlambatan dalam penerimaan dana
BOS
Beberapa keterlambatan yang terjadi antara lain :

a. : :
b :
c ,

Aspek Ketepatan Pengelolaan Dana
Score capaian kinerja aspek Ketepatan Pengelolaan Dana adalah sebesar
21,93 dengan predikat Berhasil, Hambatan dalam pencapaian kinerja
pada aspek Ketepatan Penggunaan adalah :

Aspek Ketepatan Administrasi
Score capaian kinerja aspek Ketepatan Administrasi adalah sebesar 12,50
dengan predikat Berhasil, Hambatan dalam pencapaian kinerja pada
aspek Ketepatan Administrasi adalah :

REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA

Sehubungan dengan masih terdapat hambatan dalam pencapaian kinerja,maka
direkomendasikan kepada Kepala SMP Negeri XX Kota Ambon agar :

1.
2.
3.

.
,
.
7

”
,
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No Aspek Predikat
1 Aspek Ketepatan Sasaran 19,00
2 Aspek Ketepatan Jumlah 16,00
3 Aspek Ketepatan Waktu 02,41
4 Aspek Ketepatan Pengelolaan Dana 21,93
5 Aspek Ketepatan Administrasi 12,50

. Jumlah 71,85

2.

3.

4

a
b.

5.

b.
c.

D.



E. TEM UAN HASIL AUDIT KINERJA DAN REKOM ENDASIDalam pelaksanaan Program BOS Tahun Anggaran 2018 pada SMP Negeri XXKota Am bon, dari 5 aspek kin erja ............... terdapattem uan/perm asalahan sebanyak 6 (enam) kejadian yaitu pada aspek Ketepatan Pengelolaan Dana dengan nilai R p................. ,00.Tem uan/perm asalahan tersebut dikelom pokkan berdasarkan aspek yang dinilai sebagai b e rik u t:
N o . A s p e k  K in e r ja K e ja d ia n Ju m la h  (R p )

1 A sp e k  K etepatan Sasaran 0
2 A sp e k  K etepatan Jum lah 0
3 A sp ek  Ketepatan W aktu 0
4 A sp e k  K etepatan Pengelolaan Dana 6
5 A sp ek  K etepatan A d m inistrasi 0

Ju m la h 6Rincian tem uan/perm asalahan dapat dijelaskan sebagai b e r ik u t:
1 ................................. judul temuan ( .................. kode temuan)

R ek om en d asi:.......................................................... ( ........................kode rekomendasi)
2 ............................. ju d u l tem uan ( .............. . kode temuan)

R ek om en d asi:.......................................................... ( ........................kode rekomendasi)
F. REKOM ENDASI YANG TELAH DITINDAKLANJUTIPada saat pem bahasan Pokok-pokok Hasil Audit, Kepala SMP Negeri XX telah m enindaklanjuti rekom endasi Tim  Pem eriksa Inspektorat Kota Am bon sebagai berikut:

1 .........;2 .............;3  ......... ; (p in d a h  h a la m a n ) ...............
BAB II

URAIAN HASIL AUDIT

A. DATA UMUM

1. Dasar Pemeriksaan
a.; b ................................... ;
c. ;d. Peraturan W alikota A m bon N om or   T a h u n ........................ ten tan gKebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pem erintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Am bon T a h u n .......................................... ;
e. Peraturan W alikota A m bon N om or   T a h u n ........................ tentangPedoman Audit Kinerja di Lingkungan Pemerintah KotaAmbon;f. K e p u tu sa n  W a lik o ta  A m b o n  N o m o r 7 1 3 .1 5 / .....  T a h u n  ..........ta n g g a l............  tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

B e r b a s is  R isik o  In s p e k to r a t  K o ta  A m b o n  T a h u n  A n g g a r a n  ;

50

TEMUAN HASIL AUDIT KINERJA DAN REKOMENDASIE.

Dalam pelaksanaan Program BOS Tahun Anggaran 2018 pada SMP Negeri XX
Kota Ambon, dari 5 aspek kinerja terdapat
temuan/permasalahan sebanyak &6 (enam) kejadian yaitu pada aspek
Ketepatan Pengelolaan Dana dengan nilai Rp... ,00.

Temuan/permasalahan tersebut dikelompokkan berdasarkan aspek yang
dinilai sebagai berikut :

Rincian temuan/permasalahan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1 judul temuan ( kode temuan)

Rekomendasi :
C kode rekomendasi)

2. judul temuan (. kode temuan)

Rekomendasi:
( kode rekomendasi)

REKOMENDASI YANG TELAH DITINDAKLANJUTI

Pada saat pembahasan Pokok-pokok Hasil Audit, Kepala SMP Negeri XX telah
menindaklanjuti rekomendasi Tim Pemeriksa Inspektorat Kota Ambon sebagai
berikut:
1. :
2. :
3. :

(pindah halaman)

BAB II
URAIAN HASILAUDIT

DATA UMUM

1. Dasar Pemeriksaan
a.: b. :
C.,
d. Peraturan Walikota Ambon Nomor Tahun tentang

Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah

di
Lingkungan Pemerintah Kota Ambon Tahun

e. Peraturan Walikota Ambon Nomor Tahun tentang
Pedoman Audit Kinerja di Lingkungan Pemerintah KotaAmbon,

f. Keputusan Walikota Ambon Nomor 713.15/ Tahun
tanggal tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
Berbasis Risiko Inspektorat Kota Ambon Tahun Anggaran :
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No. Aspek Kinerja Kejadian Jumlah (Rp)
1 Aspek Ketepatan Sasaran ' 0
2 Aspek Ketepatan Jumlah 0
3 Aspek KetepatanWaktu IU)

4 Aspek Ketepatan Pengelolaan Dana 6
5 Aspek Ketepatan Administrasi 0

Jumlah
|

6

F.

A.



g. Surat Perintah W alikota Am bon Nomor713.15/3/Kinerja/............ tanggal..................... untuk m elakukan AuditK in e rja  a ta s  ................T a h u n  A nggaran .......p a d a ............................. X XKota Ambon.2. Tujuan Audit
a . Menilai keberhasilan pelaksanaan Program BOS berkaitan dengan lima aspek (tepat sasaran, tepat jum lah, tepat waktu, tepat penggunaan dan tepat adm inistrasi] yang diuraikan dalam  9 

indikator kinerja utama, 15 sub indikator kinerja, serta 38 
param eter.b . M engidentifikasi kelem ahan dan ham batan pelaksanaan pencapaian kinerja program.c. M em berikan rekom endasi atas kelem ahan dan ham batan dalam pencapaian kinerja program.

3. Ruang Lingkup AuditRuang lingkup audit mencakup penilaian efektivitas, efisiensi, dan kehem atan atas pelaksanaan Program BOS Tahun Anggaran 2018 yang meliputi perencanaan kegiatan pelaksanaan sam pai dengan pelaporan program.
4. Metodologi AuditAudit Kinerja dilaksanakan m etode dan prosedur lain yang dipandang perlu, meliputi :a. R eview  atas sem ua dokum en pelaksanaan P ro g ra m ..................b . Menggunakan teknik wawancara.c. Menggunakan daftar kuesioner.d. Melakukan observasi lapangan.
5. Tahapan AuditAudit Kinerja dilaksanakan melalui tahapan :a. Perencanaan1] Pemahaman obyek audit dan identifikasi masalah;2] Pemahaman sistem  pengendalian intern;3] Penentuan tujuan dan lingkup audit;4] Penentuan kriteria audit;5] Pengidentifikasian jenis bukti dan prosedur audit;6] Penyusunan program audit.b . Pelaksanaan1] Perolehan dan Pengujian data;2] Penyusunan dan penyam paian konsep Tem uan Audit;3] Perolehan tanggapan resmi dan tertulis atas konsep Tem uan Audit; dan4] Penyampaian Tem uan Audit.c. Komunikasi Hasil Audit1] Penyusunan konsep laporan hasil audit;2] Penyusunan dan penyam paian Laporan Hasil Audit (LHA].
6. Standar AuditAudit Kinerja ini dilaksanakan berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI].
7. Pola LaporanHasil audit dituangkan dalam laporan berbentuk BAB yang terdiri dari :- BAB 1 : KESIMPULAN HASIL AUDIT- BAB II : URAIAN HASIL AUDIT- BAB III : PENUTUP
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Surat Perintah Walikota Ambon Nomor
713.15/3/Kinerja/ tanggal untuk melakukan Audit
Kinerja atas Tahun Anggaran pada XX
Kota Ambon.

Tujuan Audit
a. Menilai keberhasilan pelaksanaan Program BOS berkaitan dengan

lima aspek (tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat
penggunaan dan tepat administrasi) yang diuraikan dalam 9
indikator kinerja utama, 15 sub indikator kinerja, serta 38
parameter.
Mengidentifikasi kelemahan dan hambatan pelaksanaan
pencapaian kinerja program.
Memberikan rekomendasi atas kelemahan dan hambatan dalam
pencapaian kinerja program.

Ruang LingkupAudit
Ruang lingkup audit mencakup penilaian efektivitas, efisiensi, dan
kehematan atas pelaksanaan Program BOS Tahun Anggaran 2018 yang
meliputi perencanaan kegiatan pelaksanaan sampai dengan pelaporan
program. :

Metodologi Audit '

Audit Kinerja dilaksanakan metode dan prosedur lain yang dipandang
perlu, meliputi :

a.
b.
Cc.

d.

Review atas semua dokumen pelaksanaan Program
Menggunakan teknik wawancara.
Menggunakan daftar kuesioner.
Melakukan observasi lapangan.

Tahapan Audit
Audit Kinerja dilaksanakan melalui tahapan :

a. Perencanaan
1) Pemahaman obyek audit dan identifikasi masalah:
2) Pemahaman sistem pengendalian intern,
3) Penentuan tujuan dan lingkup audit,
4 Penentuan kriteria audit,
5) Pengidentifikasian jenis bukti dan prosedur audit,
6) Penyusunan program audit.

b. Pelaksanaan
1) Perolehan dan Pengujian data:
2) Penyusunan dan penyampaian konsep Temuan Audit:
3) Perolehan tanggapan resmi dan tertulis atas konsep Temuan

Audit: dan
4 Penyampaian Temuan Audit.

c. Komunikasi Hasil Audit
1) Penyusunan konsep laporan hasil audit:
2) Penyusunan dan penyampaian Laporan Hasil Audit (LHA).

Standar Audit
Audit Kinerja ini dilaksanakan berdasarkan Standar Audit Intern
Pemerintah Indonesia (SAIPI).

Pola Laporan
Hasil audit dituangkan dalam laporan berbentuk BAB yang terdiri dari :

BABI : KESIMPULAN HASIL AUDIT
BABII : URAIAN HASIL AUDIT
BABIII : PENUTUP
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b.

c.

4.

5.

6.

7.



9

8. Batasan AuditPengelolaan kegiatan dalam RKAS yang bersum ber dari Dana BOS Tahun Anggaran 2018.
PenugasanA u d it dilaksankan berdasarkan Su rat Perintah W alikota A m b onN o m o r 7 1 3 .1 5 / 3 / K in e rja / .......... t a n g g a l ....................  u n tu k  m e la k u k a nA u d it Kinerja a t a s ..................T ahu n  A n g g a r a n ...................pada SM P N egeriX X  Kota A m bon, dengan susunan tim  sebagai b e r ik u t:1)
2)3)4)5)6)

PenanggungjawabSupervisorKetua TimAnggotaAnggotaAnggota
(Pit. Inspektur) (Irbanwil I)(...................3c. . . . . . . . . )c. . . . . . . . . )
c.............)

10. Waktu AuditA u d it  d ila k s a n a n  p a d a  t a n g g a l ............... s .d
B. INFORM ASI UMUM PROGRAM  BOS

1. Latar Belakang......................................................... (ura ia ka n  m e n g e n a i la ta r  b e la k a n g  p ro g ra m
y a n g  d iaud it).

2. Tujuan dan Sasaran Programa. Tujuan..........................(uraikan tujuan program  y a n g  diaudit)b . Sasaran..........................Curaikan sasaran program  y a n g  diaudit)

3. Organisasi Pelaksana Program  BOS pada SMP Negeri XX 
a . Struktur OrganisasiStruktur organisasi Sekolah ditetapkan dengan K eputusan KepalaSekolah N o m o r ................ta n g g a l .................ten tan g Struktur O rganisasiSatuan Pendidikan SM P N egeri XX Kota A m bon T ahun Pelajaran
b . Pimpinan OrganisasiSMP Negeri XX dipim pin oleh Kepala Sekolah :N a m a :

N I P  :Pangkat/Gol. R uang :Dasar pengangkatan :
c. Tim BOS Tahun 2018Tim  BOS Tahun 2018 ditetapkan dengan Keputusan Kepala SekolahN o m o r............ ta n g g a l...................... ten tan g Pem bentukan T im  BOS SM PN egeri X X  Kota A m b on  T ahun A n g g a ra n .............................................................,dengan susunan sebagai b e r ik u t:
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8. Batasan Audit
Pengelolaan kegiatan dalam RKAS yang bersumber dari Dana BOS
Tahun Anggaran 2018.

9. Penugasan
Audit dilaksankan berdasarkan Surat Perintah Walikota Ambon
Nomor 713.15/3/Kinerja/ tanggal untukmelakukan
Audit Kinerja atas Tahun Anggaran pada SMP NegeriXX Kota Ambon, dengan susunan tim sebagai berikut:
1) : Penanggungjawab (Plt. inspektur)
2) : Supervisor (Irbanwil I)
3) : Ketua Tim ( )
4) : Anggota C )
5) : Anggota ( )
6)

|

: Anggota ( )
10. Waktu Audit

Audit dilaksanan pada tanggal s.d

B. INFORMASI UMUM PROGRAM BOS

1. Latar Belakang

(uraiakan mengenai latar belakang program
yang diaudit). '

2. Tujuan dan Sasaran Program

a. Tujuan
'

(uraikan tujuan programyang diaudit)

b. Sasaran
(uraikan sasaran programyang diaudit)

3. Organisasi Pelaksana Program BOS pada SMP Negeri XX

a. StrukturOrganisasi

Struktur organisasi Sekolah ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Sekolah Nomor tanggal tentang Struktur Organisasi
Satuan Pendidikan SMP Negeri XX Kota Ambon Tahun Pelajaran

b. Pimpinan Organisasi

SMP Negeri XX dipimpin
c
oleh Kepala Sekolah:

Nama
NIP
Pangkat/Gol. Ruang
Dasar pengangkatan

Cc. Tim BOS Tahun 2018

Tim BOS Tahun 2018 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah
Nomor tanggal tentang Pembentukan Tim BOS SMP
Negeri XX Kota Ambon Tahun Anggaran ,
dengan susunan sebagai berikut :
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No. N am a/N IP ja b a ta n  D alam  
D in as

K edudukan  Dalam  
Tim

1
2
3
4

C. INFORMASI TAM BAHAN

(uraikan kondisi kelemahan umum pada auditan dan hal-hal ya n g  seharusnya  
dilakukan sesuai ketentuan program ya n g  diaudit). Contoh :1. Dalam Pelaksanaan BOS tahun 2018 terdapat keterlam batan penyaluran Dana BOS sehingga Sekolah m engusahakan dana talangan. Akibat yang terjadi apabila dana talangan lebih kecil dari alokasi :a . Sekolah m enggunakan skala perioritas terhadap kegiatan yang telah direncanakan;b . Alokasi dana BOS Tahun Anggaran 2018 yang diterim a sekolah tidak melebihi dari jum lah seharusnya;2. Pengadaan buku-buku pelajaran dan buku referensi belum  sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa. Oleh karena itu Kepala SM P Negeri XX selaku Tim  BOS Sekolah untuk m em perhatikan prosedur pengadaan buku sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa, sebagai b e r ik u t:a . Pengelola sekolah harus mem astikan bahwa barang/jasa yang akan dibeli merupakan kebutuhan sekolah yang sudah sesuai dengan skala prioritas pengelolaan/pengem bangan sekolah.b . Pembelian atau pengadaan barang/jasa harus m engedepankan prinsip keterbukaan dan efisiensi anggaran dalam menentukan barang/jasa dan tem pat pembeliannya.c. Mekanisme pem belian/pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.d. Khusus untuk pem belian buku K-13 dilakukan dengan m ekanisme:1) Sekolah mem esan buku K-13 ke penyedia buku baik secara langsung (offline) maupun melalui aplikasi [online);

2) penyedia buku m engirim kan buku K-13 kepada sekolah sesuai dengan pesanan;3) sekolah melakukan pem eriksaan kesesuaian terhadap:• judul dan isi buku sebagaim ana term uat dalam Buku Sekolah Elektronik (BSE);• spesifikasi buku K-13 yang telah ditetapkan oleh Kem enterian Pendidikan dan Kebudayaan; dan• jum lah pesanan buku untuk setiap judul;4) sekolah melakukan pem bayaran pem esanan buku K-13 kepada penyedia buku sesuai dengan harga yang tidak m elebihi HET dan secara non tunai [cashless).5) Ketentuan untuk pembelian atau pengadaan barang/jasa yang dapat dilakukan tanpa m ekanism e lelang/pengadaan apabila:• barang/jasa sudah tersedia dalam e-catalogue  yangdiselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pem erintah (LKPP) dan sekolah dapat m engaksesnya, maka sekolah harus m elakukan pem belian atau pengadaan secara online;• barang/jasa belum tersedia dalam e-catalogue  yangdiselenggarakan oleh LKPP atau sudah tersedia dalam  e-
catalogue  n a m u n  s e k o la h  t id a k  d a p a t  m e n g a k s e s n y a , m a k a  sekolah dapat m elakukan pem belian atau pengadaan
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INFORMASI TAMBAHAN

(uraikan kondisi kelemahan umum pada auditan dan hal-halyang seharusnya
dilakukan sesuai ketentuan program yang diaudit). Contoh :

1. Dalam Pelaksanaan BOS tahun 2018 terdapat keterlambatan penyaluran
Dana BOS sehingga Sekolah mengusahakan dana talangan. Akibat yang
terjadi apabila dana talangan lebih kecil dari alokasi :

a.

b.

Sekolah menggunakan skala perioritas terhadap kegiatan yang telah
direncanakan,
Alokasi dana BOS Tahun Anggaran 2018 yang diterima sekolah tidak
melebihi dari jumlah seharusnya:

Pengadaan buku-buku pelajaran dan buku referensi belum sesuai dengan
ketentuan pengadaan barang/jasa. Oleh karena itu Kepala SMP Negeri XX
selaku Tim BOS Sekolah untukmemperhatikan prosedur pengadaan buku
sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa, sebagai berikut :
a.

b.

Pengelola sekolah harus memastikan bahwa barang/jasa yang akan
dibelimerupakan kebutuhan sekolah yang sudah sesuai dengan skala
prioritas pengelolaan/pengembangan sekolah.
Pembelian atau pengadaan barang/jasa harus mengedepankan
prinsip keterbukaan dan efisiensi anggaran dalam menentukan
barang/jasa dan tempat pembeliannya.
Mekanisme pembelian/pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Khusus untuk pembelian buku K-13 dilakukan dengan mekanisme:
1) Sekolah memesan buku K-13 ke penyedia buku baik secara

langsung (offline) maupun melalui aplikasi (online),
2) penyedia buku mengirimkan buku K-13 kepada sekolah sesuai

dengan pesanan:
3) sekolah melakukan pemeriksaan kesesuaian terhadap:

e judul dan isi buku sebagaimana termuat dalam Buku
Sekolah Elektronik (BSE):

e spesifikasi buku ' K-13 yang telah ditetapkan oleh
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan

e jumlah pesanan buku untuk setiap judul,
4) sekolah melakukan pembayarar pemesanan buku K-13 kepada

penyedia buku sesuai dengan harga yang. tidak melebihi HET
dan secara non tunai (cashless).

5) Keterituan untuk pembelian atau pengadaan barang/jasa yang
dapat dilakukan tanpa mekanisme lelang/pengadaan apabila:
e barang/jasa sudah tersedia dalam e-catalogue yang

diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan sekolah dapat
mengaksesnya, maka sekolah harus melakukan pembelian
atau pengadaan secara online:

e barang/jasa belum tersedia dalam e-catalogue yang
diselenggarakan oleh LKPP atau sudah tersedia dalam e-
catalogue namun sekolah tidak dapat mengaksesnya, maka
sekolah dapat meiakukan pembelian atau pengadaan
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No. Nama/NIP Jabatan Dalam
Dinas

Kedudukan Dalam
Tim

al
W
I
N
a

C.

2.

c.

d.



dengan cara belanja biasa, yaitu m elakukan perbandingan harga penawaran dari penyedia barang/jasa terhadap harga pasar dan m elakukan negosiasi.6) Dalam setiap pem belian atau pengadaan barang/jasa, sekolahharus m em perhatikan kualitas barang/jasa, ketersediaan, dan kewajaran harga.7) Setiap pem belian atau pengadaan barang/jasa harus diketahui oleh Komite Sekolah.8) Sekolah harus m em buat laporan tertulis singkat tentang proses pem belian atau pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan.
D. HASIL AUDIT KINERJA

1. Realisasi KeuanganTotal Dana BOS pada SM P N egeri X X  Kota A m b on  T ahu n  A n ggaran..............  sebesar R p ........... ,0 0  dengan rincian  Saldo aw al 31 D esem ber...... senilai R p ............,0 0  dan A lokasi D ana BO S T ahun A n g g a r a n ......padaSM P N egeri X X  Kota A m b on  sebesar Rp ,00.Realisasi penggunaan Dana BOS per 31 D esem ber................sebesarR p ...........,0 0  a t a u ......%  d a r i T o ta l D a n a  B O S  s e b e s a r  R p ............,0 0 . S is aD ana BOS per 31 D esem ber .... sebesar R p ........... ,0 0  a ta u  % .
T o t a l  D a n a  B O S R e a l i s a s i S i s a  D a n a

J u m l a h  ( R p ) % J u m l a h  ( R p ) % J u m l a h  ( R p ) %Tidak terserapnya dana BOS Tahun A nggaran.................disebabkan :
N o . J u m l a h  ( R p ) P e n j e l a s a n  T i d a k  T e r s e r a p  D a n a  B O S

* )

2. Penilaian Kinerja(uraikan hasil penilaian kinerja yang telah dilakukan) contoh :SMP Negeri XX Kota Am bon m endapatkan predikat C u k u p  B e r h a s il  
(Capaian 71,85). dengan Rincian Predikat u n tuk masing- m asing Aspek sebagai berikut:

N o A s p e k P r e d i k a t
1 A sp ek  Ketepatan Sasaran 19,00
2 A sp ek  K etepatan Jum lah 16,00
3 A sp e k  K etepatan W aktu 02,41
4 A sp e k  Ketepatan Pengelolaan Dana 21,93
5 A sp e k  Ketepatan A dm inlstrasi 12,50

J u m l a h 7 1 , 8 5

3. Hambatan Pencapaian KinerjaHam batan pencapaian kinerja dalam  m elaksanakan program  BOS Tahun A n g ga ran ..............pada SMP Negeri XX Kota Am bon adalah sebagai berikut:
a . Aspek Ketepatan SasaranScore capaian kinerja aspek Ketepatan Sasaran adalah sebesarl9 ,0 0  dengan predikat Sang at B erhasil tidak ada hambatan  dalam pencapaian kinerja pada aspek Ketepatan Sasaran.
b . Aspek Ketepatan Jum lahScore capaian kinerja aspek Ketepatan Jum lah adalah sebesar 1 6 ,00  dengan predikat S a n g a t B e rh a sil, t id a k  a d a  h a m b a ta n  dalam pencapaian kinerja pada aspek Ketepatan Jum lah.
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dengan cara belanja biasa,yaitu melakukan perbandingan
harga penawaran dari penyedia barang/jasa terhadap harga
pasar dan melakukan negosiasi.

6) Dalam setiap pembelian atau pengadaan barang/jasa, sekolah
harus memperhatikan kualitas barang/jasa, ketersediaan, dan
kewajaran harga.

7) Setiap pembelian atau pengadaan barang/jasa harus diketahui
oleh Komite Sekolah.

8) Sekolah harus membuat laporan tertulis singkat tentang proses
pembelian atau pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan.

D. HASIL AUDIT KINERJA

1. Realisasi Keuangan
Total Dana BOS pada SMP Negeri XX Kota Ambon Tahun Anggaran

sebesar Rp ,00 dengan. rincian Saldo awal 31 Desember
senilai Rp ,00 dan Alokasi Dana BOS Tahun

Anggaran pada
SMP Negeri XX Kota Ambon sebesar Rp 00.

Realisasi perggunaan Dana BOS per 31 Desember
|

sebesar
Rp 00 atau Y6 dari Total Dana BOS sebesar Rp ,00. Sisa
Dana BOS per 31 Desember .... sebesar Rp ,00 atau Yo.

Total Dana BOS Realisasi Sisa Dana
Jumlah (Rp) ka Jumlah (Rp) Of, Jumlah (Rp) Ya

Tidak terserapnya dana BOS Tahun Anggaran disebabkan :

Penilaian Kinerja
(uraikan hasil penilaian kinerja yang telah dilakukan) contoh :

SMP Negeri XX Kota Ambon mendapatkan predikat Cukup Berhasil
(Capaian 71,85). dengan Rincian Predikat untuk masing- masing
Aspek sebagai berikut:

a

Hambatan Pencapaian Kinerja
Hambatan pencapaian kinerja dalam melaksanakan program BOS Tahun
Anggaran : pada SMP Negeri XX KotaAmbon adalah sebagai berikut:

Aspek Ketepatan Sasaran
Score capaian kinerja aspek Ketepatan Sasaran adalah sebesar19,00
dengan predikat Sangat Berhasii, tidak ada hambatan dalam pencapaian
kinerja pada aspek Ketepatan Sasaran.

b. Aspek Ketepatan Jumlah
Score capaian kinerja aspek Ketepatan Jumlah adalah sebesar 16,00
dengan predikat Sangat Berhasil, tidak ada hambatan dalam
pencapaian kinerja pada aspek Ketepatan Jumlah.
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Penjelasan Tidak Terserap Dana BOSJumlah (Rp)

No Aspek Predikat
1 Aspek Ketepatan Sasaran 19,00
2 Aspek Ketepatan Jumlah 16,00
3 Aspek Ketepatan Waktu 02,41
4 Aspek Ketepatan Pengelolaan Dana 21,93
5

| Aspek Ketepatan Administrasi 12,50
Jumlah 71,85

3.

ti



c. Aspek Ketepatan WaktuScore capaian kinerja aspek Ketepatan W aktu adalah sebesar 2 ,41 dengan predikat Kurang Berhasil, ham batan  dalam pencapaian kinerja pada aspek Ketepatan W aktu adalah : keterlam batan dalam penerim aan dana BOSBeberapa keterlam batan yang terjadi antara lain :1)................................................................... ;2) ...................... -............................. ;
d . Aspek Ketepatan Pengelolaan DanaScore capaian kinerja aspek Ketepatan Pengelolaan Dana adalahsebesar 21,93 dengan predikat Berhasil, Ham batan  dalampencapaian kinerja pada aspek Ketepatan Penggunaan adalah :1) ......................................................;2) ......................................................;
e. Aspek Ketepatan AdministrasiScore capaian kinerja aspek Ketepatan Adm inistrasi adalah sebesar 12,50 dengan predikat Berhasil, Ham batan  dalam  pencapaian kinerja pada aspek Ketepatan Adm inistrasi adalah :1) ......................................................;2) ........... .......................................... ;

4. Rekomendasi Peningkatan KinerjaSehubungan dengan masih terdapat ham batan dalam pencapaian kinerja, maka direkom endasikan kepada Kepala SMP Negeri XX Kota Am bon agar :1) .....................................................;
2) ...............................................;

E. TEM UAN HASIL AUDIT KINERJA DAN REKOM ENDASIDalam pelaksanaan Program BOS Tahun Anggaran 2018 pada SMP Negeri XXKota Am bon, dari 5 aspek kinerja ................terdapattem uan/perm asalahan sebanyak 6 (enam) kejadian yaitu pada aspek Ketepatan Pengelolaan Dana dengan nilai R p ................. ,00.Tem uan/perm asalahan tersebut dikelom pokkan berdasarkan aspek yang dinilai sebagai b e rik u t:
N o . A s p e k  K in e r ja K e ja d ia n Ju m la h  (R p )

1 A sp ek  K etepatan Sasaran 0
2 A sp e k  Ketepatan Jum lah 0
3 A sp e k  Ketepatan W aktu 0
4 A sp e k  K etepatan Pengelolaan Dana 6
5 A sp e k  K etepatan A dm inistrasi 0

Ju m la h 6

Rincian tem uan/perm asalahan dapat diuraikan sebagai b e r ik u t: 
1 judul temuan (... kode temuan)

Kondisi :
Curaikan k o n d isi kelem a h a n ).

Kriteria :......................................................... (uraian  k riteria  y a n g  se h a ru sn ya  m en ja d i
d a sa r/ p era tu ra n / p ed o m a n  a ta s k o n d isi ke lem a h a n )..
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Cc. Aspek Ketepatan Waktu
Score capaian kinerja aspek Ketepatan Waktu adalah sebesar 2,41
dengan predikat Kurang Berhasil, hambatan dalam pencapaian
kinerja pada aspek Ketepatan Waktu adalah: keterlambatan dalam
penerimaan dana BOS
Beberapa keterlambatan yang terjadi antara lain:
1) :
2) :

d. Aspek Ketepatan Pengelolaan Dana
Score capaian kinerja aspek Ketepatan Pengelolaan Dana adalah
sebesar 21,93 dengan predikat Berhasil, Hambatan dalam
pencapaian kinerja pada aspek Ketepatan Penggunaan adalah:
1) :
2) :

e. Aspek Ketepatan Administrasi
Score capaian kinerja aspek Ketepatan Administrasi adalah sebesar
12,50 dengan predikat Berhasil, Hambatan dalam pencapaian
kinerja pada aspek Ketepatan Administrasi adalah : '

1) ,
2)

| :
4. Rekomendasi Peningkatan Kinerja

Sehubungan dengan masih terdapat hambatan dalam pencapaian
kinerja, maka direkomendasikan kepada Kepala SMP Negeri XX
Kota Ambon agar :

1) : ,

2) :

E. TEMUAN HASIL AUDIT KINERJA DAN REKOMENDASI

Dalam pelaksanaan Program BOS Tahun Anggaran 2018 pada SMP Negeri XX
Kota Ambon, dari 5 aspek kinerja terdapat
temuan/permasalahan sebanyak &6 (enam) kejadian yaitu pada aspek
Ketepatan Pengelolaan Dana dengan nilai Rp 00.

Temuan/permasalahan tersebut dikelompokkan berdasarkan aspek yang
dinilai sebagai berikut :

Rincian temuan/permasalahan dapat diuraikan sebagai berikut :

1judul temuan (... kode temuan)

Kondisi :
(uraikan kondisi kelemahan).

Kriteria :

(uraian kriteriayang seharusnya menjadi
dasar/peraturan/pedoman atas kondisi kelemahan)..
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No. Aspek Kinerja Kejadian Jumlah (Rp)
1 Aspek Ketepatan Sasaran Iu)

2 Aspek Ketepatan Jumlah 0
3 Aspek Ketepatan Waktu 0
4 Aspek Ketepatan Pengelolaan Dana 6
5 Aspek Ketepatan Administrasi 0

Jumlah 6



Penyebab :
(u raian  y a n g  m e n ja d i p e n y e b a b  terja d in ya

kelem a h a n ).

R ek om en d asi:.....................................................{ uraian  rek o m en d a si u n tu k  perbaikan atas
kondisi kelem ahan)(............. ko d e rek o m en d a si)

2dst

F. REKOM ENDASI YANG TELAH DITINDAKLANJUTI[uraikan rekom endasi yang telah ditindaklanjuti oleh auditan pada saat klarifikasi)Pada saat pem bahasan Pokok-pokok Hasil Audit, Kepala SMP Negeri XX telah m enindaklanjuti rekom endasi Tim  Pem eriksa Inspektorat Kota Am bon sebagai berikut:1  .............................................................;2  .............................................................;

Dem ikian Laporan Hasil Audit Kinerja ini dibuat dengan pola audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit Intern Pem erintah Indonesia (SAIPI) untuk mendapatkan perhatian dan ditindaklanjuti sebagaim ana m estinya.

p in d a h  h a la m a n ,
BAB III 

PENUTUP

INSPEKTUR KOTA AM BON(n a m a  d an  g e la r)  .............. ( p a n g k a t }N IP .
W ALIKOTA AM BON, ttd

Penyebab :

(uraianyang menjadi penyebab terjadinya
kelemahan).

Rekomendasi :
furaian rekomendasi untuk perbaikan atas

kondisi kelemahan) kode rekomendasi)

2dst

F. REKOMENDASI YANG TELAH DITINDAKLANJUTI

(uraikan rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh auditan pada saat
klarifikasi)

:

Pada saat pembahasan Pokok-pokok Hasil Audit, Kepala SMP Negeri XX telah
menindaklanjuti rekomendasi Tim Pemeriksa Inspektorat Kota Ambon sebagai
berikut:
1. :
2. 5

pindah halaman

BAB Ill
PENUTUP

Demikian Laporan Hasil Audit Kinerja ini dibuat dengan pola audit yang
dilaksanakan berdasarkan StandarAudit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) untuk
mendapatkan perhatian dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR KOTAAMBON

(nama dan gelar)
(pangkat)

NIP.

WALIKOTA AMBON,
ttd

". - ) TT
1D) ExaWATTIMENA
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